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Puji syukur hanya kepada Allah SWT dan salawat serta salam selalu 
tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya se- 
laku pimpinan mewakili civitas akademika IAIN Palangka Raya meng- 
ucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Sau- 
dara Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag yang telah membuahkan hasil 
pemikirannya melalui buku ini. Saya percaya bahwa isi dari buku ini 
dihasilkan dari kajian yang serius, mendalam dan mengikuti prosedur 
ilmiah. Oleh karena itu karya yang dihasilkan Saudara Abdul Helim ini 
layak dan penting untuk dibaca baik oleh semua kalangan umum 
masyarakat Muslim atau bagi orang-orang yang fokus pada kajian 
metodologi penetapan hukum Islam atau disebut pula dengan usul al-figh 
dan terlebih lagi pada kajian magasid al-shart'ah. 


Diakui, bahwa kajian atau tulisan tentang magasid al-shart'ah telah 
banyak ditulis oleh para penstudi sebelumnya. Ada yang menulis tentang 
konsep magasid al-shari'ah itu sendiri, magasid al-shari ah yang dikait- 
kan dengan tokoh-tokoh, dikaitkan dengan ekonomi, dikaitkan dengan 
pendidikan dan ada juga yang dikaitkan dengan sosial. Namun berbeda 
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dari kajian-kajian sebelumnya, buku ini justru berupaya untuk melakukan 
rekonsiliasi dan negosiasi antara magasid al-shari'ah dan usul al-figh. 
Sebenarnya magasid al-shari'ah adalah bagian dari usul al-figh yang 
memayungi beberapa teori di dalamnya termasuk yang dipayungi pula 
adalah magasid al-shari'ah. Namun sebagaimana yang penulis tulis 
bahwa magasid al-shari ah mendapatkan peran yang sangat kecil, semen- 
tara pada dasarnya ia memiliki peran yang sangat besar berkontribusi 
dalam menetapkan status hukum suatu persoalan. Berdasarkan dari hal 
inilah magasid al-shari'ah ingin memisahkan diri dari usul al-figh. 

Di dalam buku ini penulis justru menjelaskan bahwa magasid al- 
Shart'ah lebih tepat tetap menjadi bagian usil al-figh. Hal ini disebabkan 
bahwa keduanya memiliki hubungan yang membuat keduanya saling 
memiliki ketergantungan. Justru jika berpisah akan menimbulkan masa- 
lah baik pada usiil al-figh sendiri maupun magasid al-shari'ah. Masalah 
yang dimaksud adalah jika dalam menetapkan status hukum suatu per- 
soalan usiil al-figh hanya mengandalkan atau lebih didominasi gaw@'id 
al-usultyah al-lughawiyah (metode lafziyah atau metode tekstual) maka 
hasil hukum yang diperoleh cenderung tekstual. Begitu juga sebaliknya 
jika hukum ditetapkan hanya menggunakan magasid al-shari'ah tampa 
menggunakan gawa 'id al-usiiliyah al-lughawiyah maka hukum tersebut 
tidak berdiri di atas dasar yang kuat. Idealnya kedua ilmu ini mesti saling 
bersinergi dengan cara memberikan porsi pada magasid al-shart ah seca- 
ra seimbang sebagaimana porsi yang diberikan usul al-figh selama ini 
pada gawa 'id al-usuliyah al-lughawiyah. 

Saya setuju dengan pernyataan penulis bahwa magasid al-shari'ah 
dipandang penting menjadi metode dalam penetapan hukum Islam, 
tentunya bersinergi dengan metode-metode lainnya di dalam usul al-figh. 
Sinergi yang dimaksud dapat dilakukan sebagaimana yang menjadi 
tawaran penulis buku ini yaitu melakukan penelusuran pendapat ulama 
(metode gawli), melakukan riset induktif terhadap nas, menggali 'illah 


dan hikmah hukum, mensinergikan kaidah-kaidah usil al-figh, memper- 
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luas cakupan usil al-khamsah sehingga dapat mengkaji persoalan hukum 
yang lebih luas. Hal yang penting juga adalah disertai dengan kajian 
metode al-ma nawiyah seperti giyas, istihsan, maslahah, “urf, dhari'ah 
dan lainnya. Hasil dari kajian yang dilakukan melalui metode-metode di 
atas mesti dihubungkan dengan kemaslahatan karena pada dasarnya 
produk hukum selalu berbuah kemaslahatan, tetapi yang harus diingat 
juga kemaslahatan yang dimaksud mesti sesuai dengan aturan dalam 
syariat Islam. Oleh karena itu perlu pula menganalisis kembali posisi ke- 
maslahatan itu, apakah berada pada kemaslahatan al-daririyah, al- 
hajiyah atau berada pada kemaslahatan al-tahsiniyah. Pastinya yang 
dijadikan sebagai pedoman adalah kemaslahatan yang paling kuat yang 
dalam hal ini adalah kemaslahatan al- dariirtyah. Setelah semua proses di 
atas dapat diselesaikan maka langkah selanjutnya adalah mengunci hasil 
kajian ini dengan gawa 'id al-fighiyah. Barulah kemudian hasil kajian ini 
dinyatakan sebagai status hukum suatu persoalan atau disebut fikih. 


—« 


Secara rincinya bagaimana penggunaan magasid al-shari'ah sebagai 
metode yang bersinergi dengan metode-metode usul al-figh lainnya dapat 
dilihat pada buku ini. Pastinya saya juga sependapat bahwa dalam peng- 
kajian hukum Islam idealnya adalah semua cara yang sesuai dan dibe- 
narkan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai metode penetapan status 
hukum suatu persoalan. Disebut demikian karena tujuan utama adanya 
hukum adalah tercapainya kemaslahatan universal pada setiap kalangan, 
bukan kemaslahatan orang perorang atau beberapa golongan orang saja, 
tetapi kemaslahatan untuk setiap orang. Oleh karena itu jika suatu hukum 
dapat ditetapkan melalui suatu metode yang dengan metode itu dapat 
tercapai kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan seperti yang 
dikemukakan di atas maka metode itulah yang digunakan, salah satunya 


seperti menggunakan magasid al-shari 'ah sebagai metode. 


Karya saudara Abdul Helim seorang intelektual muda dari IAIN 
Palangka Raya ini adalah karya yang dilakukan secara serius. Penulis 


buku ini mengungkapkan pokok persoalan yang dihadapi magasid al- 
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Shari'ah selama ini. Ia menguraikan kegelisahan yang dialami magasid 
al-shari'ah di tengah belantara usil al-figh. Akhirnya sang penulis pun 
mempertemukan magasid al-shari'ah dan usul al-figh yang dari perte- 
muan ini dihasilkan sebuah integritas antara konsep magasid al-shari'ah 
dan konsep berbagai metode usiil al-figh yang kemudian dapat pula 
ditentukan posisi masing-masing metode termasuk pula posisi magasid 
al-shart 'ah. Hasil integrasi ini jadilah magasid al-shari'ah bersama 
metode lainnya menjadi metode yang progresif untuk masa sekarang atau 


pun akan datang. 


Karya yang dihasilkan penulis ini menurut saya memiliki nilai 
kontribusi yang cukup signifikan dalam dunia metodologi penetapan 
hukum Islam. Namun demikian harus pula disadari bahwa kekurangan 
dan kekhilafan adalah suatu sifat yang menyertai manusia, bahkan karya 
yang monumental atau berkaliber sekalipun masih dipandang memiliki 
celah untuk dikritisi. Namun secara umum saya ingin mengatakan bahwa 
karya ini patut mendapatkan apresiasi dan penting untuk dibaca kalangan 
umum, mahasiswa, pelajar serta para penstudi magasid al-shari'ah dan 


usul al-figh pada umumnya. @ 
Palangka Raya, Mei 2019 
Rektor 


IAIN Palangka Raya, 


Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag 
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PENGANTAR PENULIS 


Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang selalu mem- 
berikan kekuatan, kesabaran, keseimbangan dan daya tahan tubuh serta 
pikiran sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam selalu 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para 


keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. 


Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah kajian yang 
ingin mencari serta menggambarkan posisi magasid al-shari'ah dalam 
metodologi hukum Islam. Maksudnya adalah bagaimana kehadiran 
magasid al-shari 'ah itu di dalam metodologi hukum Islam (usul al-figh) 
baik terkait dengan kedudukannya, peran dan fungsinya atau eksistensi- 
nya sebagai ilmu yang apakah dapat disebut sebagai bagian metode usul 
al-figh atau sebagai pendukung atau bahkan hanya sebagai kajian semata 
yang tidak bisa menyumbangkan perannya dalam menjawab persoalan- 


persoalan hukum Islam. 


Berarti ada persoalan dalam mempelajari dan memahami magasid al- 
Shari'ah. Oleh karena itu persoalan tersebut penting dikaji karena adanya 
ketidaksamaan pemahaman para ulama dalam memahami maggasid al- 
shari'ah. Ada yang memahaminya hanya sebagai maksud atau tujuan 


ditetapkannya hukum, ada pula yang memahaminya juga dapat menjadi 
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penentu adanya hukum. Dari buku ini ada point-point penting yang 
dipandang perlu dikaji yaitu tentang kedudukan magasid al-shart'ah 
dalam usul al-figh, alasan-alasan magasid al-shari'ah ingin “memisahkan 
diri” dari usul al-figh dan kalaupun dapat dijadikan sebagai penentu 
adanya hukum maka yang penting dibahas pula adalah cara menjadikan 


magasid al-shart ah sebagai metode. 


Berdasarkan kajian yang dilakukan, di dalam buku ini dapat dikemu- 
kakan bahwa magasid al-shari'ah adalah bagian dari usil al-figh. Hanya 
saja ia masih berperan sebagai pendukung untuk mengkaji hikmah hukum. 
Ternyata, peran ini pun sangat kecil diberikan kepada magasid al- 
shari'ah yang sebenarnya ia sangat berpotensi menjadi penentu timbul- 
nya hukum, bahkan ia dapat menjadi alat atau metode menganalisis 
persoalan hukum untuk memberikan kemaslahatan hakiki dan universal 
kepada manusia. Peran inilah yang kurang dipahami selama ini sehingga 
berdasarkan beberapa alasan yang cukup logis akhirnya magasid al- 
Shari'ah pun termotivasi untuk melakukan independensi diri atau 
memisahkan diri dari bagian usil al-figh. 

Namun demikian dan se-logis apapun alasan di atas, jika mempertim- 
bangkan kembali hubungan magasid al-shari'ah dengan metode usil al- 
figh, sebenarnya keduanya saling memiliki ketergantungan sehingga lebih 
tepat saling bersinergi. Oleh karena itu, kebalikan dari pernyataan sebe- 
lumnya bahwa sebenarnya magasid al-shari'ah dipandang penting men- 
jadi metode dalam penetapan hukum Islam. Langkah-langkah yang 
dilakukan adalah diawali dari penelusuran pendapat ulama (metode 
gawli), kemudian melakukan riset induktif terhadap nas, melakukan 
penggalian '“i/lah dan hikmah hukum, mensinergikan kaidah-kaidah usul 
al-figh, memperluas cakupan usil al-khamsah disertai pula dengan kajian 
metode al-ma'nawiyah. Selanjutnya menentukan kemaslahatan yang 
paling kuat untuk dikategorikan sebagai kemaslahatan al-daruriyah dan 
dikunci dengan gawa'id al-fighiyah yang diakhiri dengan pernyataan 
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status hukum suatu persoalan. Secara rincinya bagaimana penggunaan 


magasid al-shart ah sebagai metode dapat dilihat pada isi buku ini. 


Pastinya dalam pengkajian hukum Islam idealnya adalah semua cara 
yang sesuai dan dibenarkan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai 
metode penetapan status hukum suatu persoalan. Disebut demikian kare- 
na tujuan utama adanya hukum adalah tercapainya kemaslahatan univer- 
sal pada setiap kalangan: bukan kemaslahatan hanya untuk orang per- 
orang atau beberapa golongan orang. Namun kemaslahatan untuk setiap 
orang. Oleh karena itu jika suatu hukum dapat ditetapkan melalui suatu 
metode yang dengan metode itu dapat tercapai kemaslahatan sebagaima- 
na yang menjadi tujuan seperti yang dikemukakan di atas maka berarti 
metode itulah yang digunakan, salah satunya seperti menggunakan ma- 


gasid al-shari'ah sebagai metode. 


Inilah yang sebenarnya ingin diungkapkan dalam buku ini dan 
semoga para pembaca dapat membaca pesan yang dimaksud sehingga 
dapat pula menggunakan dan bahkan mengembangkan teori agar lebih 
aplikatif. Akhirnya, penulis ingin menyatakan bahwa buku ini tidak dapat 
terwujud tanpa adanya spirit dan kasih sayang Allah serta bantuan, saran, 
masukan, bimbingan, arahan, motivasi bahkan pengorbanan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu penulis bersyukur kepada Allah SWT dan melalui 
pengantar ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang seba- 
nyak-banyaknya kepada guru-guru sejak di kelas Diniyah (Dasar), Tsana- 
wiyah, Menengah Atas, guru-guru di pondok pesantren Al-Falah Banjar 
Baru Kalimantan Selatan, guru-guru yang membimbing jati diri sampai 
guru-guru di Perguruan Tinggi. 

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag 
selaku Rektor IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah yang membe- 
rikan dukungan agar terus menerus berkarya walau karya kecil seperti 
yang ada di tangan pembaca ini. Terima kasih pula disampaikan kepada 


beliau karena bersedia memberikan sambutan pada buku ini. 
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Kedua orang tua penulis, ayahanda Husni dan ibunda Tasminah (al- 
marhumah). Semoga ayahanda sehat dan dipanjangkan umur beliau oleh 
Allah SWT dan setiap waktu penulis pun juga mendoakan semoga almar- 
humah ibunda selalu dilapangkan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. 
Kini beliau menjadi kenangan. Penulis sangat bangga memiliki orang tua 
seperti mereka. Penulis berada di posisi seperti ini karena doa mereka 
yang tidak pernah putus agar penulis mendapatkan kemudahan, keber- 
hasilan dan keberkahan bahkan mendoakan agar penulis menjadi orang 
alim serta sukses dunia akhirat. Ayahnda mertua Ruslan Effendi dan 
ibunda mertua Rusmilawarni yang turut pula mendoakan keberhasilan 


penulis sekeluarga. 


Isteriku tersayang Rina Erlianie, S.Pd.I, pendamping hidupku, tempat 
berkeluh kesah dan berbagi suka atau pun duka. Setelah Ibuku, ia adalah 
perempuan terbaik dalam hidupku. Ia adalah istri yang sdlihah dan tidak 
pernah terdengar keluhan dari bibirnya dalam menghadapi persoalan 
hidup ini, bahkan doa yang diberikan kepada penulis pun tidak pernah 
putus di setiap sujudnya sehingga hal ini memberikan kekuatan tersendiri 


pada penulis. 


Anak-anakku Wafid Syuja' Vennovary Benevolent yang kini (2019) 
naik ke kelas III MA Pondok Darul Hijrah Putera Cindai Alus Martapura 
Kalimantan Selatan dan Itmam Agmar Rasikh Ramahurmuzi yang kini 
(2019) sudah menyelesaikan studinya di MIN Pahandut kota Palangka 
Raya Kalimantan Tengah dan akan melanjutkan studi di Pondok Darul 
Hijrah Putera Cindai Alus Martapura Kalimantan Selatan. Keduanya ada- 
lah buah hati kami dan jagoan kami yang menjadi pemberi semangat ters- 
endiri bagi kami. 

Adik-adik penulis dan seluruh keluarga baik dari pihak penulis 
sendiri ataupun pihak isteri yang turut pula memberikan perhatian kepada 
penulis. Kerabat, kolega dan orang-orang berjasa yang tidak dapat dise- 
butkan satu persatu disini, tidak ada yang dapat dikatakan selain ucapan 
terima kasih. Penulis hanya bisa bermohon kepada Allah, semoga Allah 
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SWT memberikan balasan yang tidak terhingga kepada mereka yang 
telah berperan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam 
penulisan buku ini. 

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh lapisan 


masyarakat dan menjadi amal saleh. Amin ya Rabb al-Alamin. @ 
Palangka Raya, April 2019 


Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 
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Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam tulisan ini adalah: 


TRANSLITERASI 
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Arab Indonesia Arab Indonesia 
| i 5 t 
— b # z 
» t £ 
3 th 3 gh 
a s f 
C h Ss g 
@ kh 2 k 
» d J l 
$ dh P m 
5 r v n 
3 z 3 w 


XV 


» S o h 
3 sh s 3 
aa $ & y 
2 d 


Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di 
atas huruf seperti 2, 1, U, (|, « dan 3). Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab 


« 29 


ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw 
seperti layyinah, lawwamah. Kata berakhiran ta” marbutah dan berfungsi 
sebagai sifah (modifier) atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, 


sementara yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”. @ 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 


Islam dapat dikatakan sebagai agama yang terbilang lengkap dan komplit 
dengan seperangkat aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Khususnya 
dalam hukum, Islam memiliki cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi. Cara-cara tersebut dikenal dengan sebutan 
usul al-figh. Ia merupakan kumpulan metode atau kaidah yang digunakan 
untuk menganalisis dan menetapkan status hukum suatu persoalan atau 


dalam bahasa ringkasnya disebut sebagai metodologi hukum Islam. 


Salah satu bagian dari usil al-figh adalah magasid al-shari'ah. Di 


antara ulama ada yang mendorong agar magasid al-shari'ah memiliki 


' Para pakar usit! al-figh memang berbeda-beda dalam mendefinisikan arti dari usil al- 
figh, tetapi perbedaan tersebut tampaknya hanya perbedaan redaksional dan sebe- 
narnya maksud dari masing-masing pakar adalah sama. Salah definisi usiil al-figh 
tersebut adalah ”Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang metode- 
metode yang digunakan untuk menggali (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat 
amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci”. Lihat dalam “Abd. al-Wahhab Khallaf, Tlm 
Usul al-Figh, Cet. XII (Kairo: Dar al-Galam, 1978), 12. Begitu juga “Alt Hasballah, 
Usil al-Tashrt' al-Islami (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1997), 3. 
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wewenang dan banyak berperan untuk menjawab persoalan-persoalan hu- 
kum Islam. Adanya keinginan tersebut karena eksistensi magasid al- 
Shari'ah di samping berhubungan dengan teks, ia juga berhubungan lang- 
sung dengan nilai-nilai atau norma-norma yang mesti diperhatikan dalam 
menggali dan menemukan serta menetapkan ketentuan hukum Islam. 
Nilai-nilai atau norma-norma yang dimaksud tidak lain adalah berkaitan 
dengan maslahah dan mafsadah yang artinya magasid al-shari ah pada 
dasarnya berperan untuk menentukan ketetapan-ketetapan dalam menda- 
tangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudaratan.” 
Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa eksistensi magasid al- 
Shari'ah adalah untuk memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. 
Hal tersebut tentu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan pada 


manusia baik di dunia atau pun di akhirat. 2 


Namun pada kenyataannya, kajian-kajian kebahasaan dalam ilmu 
usul al-figh lebih mendominasi daripada kajian magasid al-shari 'ah yang 
berperan untuk memahami tujuan asal dibentuknya suatu hukum. 
Dominasi kajian-kajian kebahasaan ini tampaknya tidak dapat dipungkiri 
karena dari secara teori ia lebih muncul lebih awal dari pada magasid al- 
shari'ah. Magasid al-shart'ah pun akhirnya kurang berperan? dan men- 
dapatkan tempat dalam menetapkan hukum sehingga hasil atau produk 
hukum Islam (fikih) yang diperoleh terlihat kaku atau bahkan tidak dapat 


menjawab persoalan hukum Islam saat ini. Di antara pada ulama pun ada 


2 “Abd al-Rahman Ibrihim al-Kaylani, Oawa'id al-Magasid “Ind al-Imam al-Shatibt 
Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 125, 273 dan 359. 

? Yiusuf hamid al-“Alim, al-Magasid al- '“Ammah li Shart'at al-Islamiyah (Riyad: al-Dar 
al- Alamtyah li Kitab al-Islami, 1994), 75. 

4 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari'ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996), vi. 

$ Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh al-“Agalliyat dan Evolusi Magasid al- 
Shari'ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), 185. 
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yang ingin menjadikan magasid al-shari 'ah sebagai ilmu independen dan 
berpisah dari usil al-figh. 

Keinginan itu didukung dari perjalanan sejarah bahwa magasid al- 
shari'ah selalu menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum 
Islam, bahkan peran ini sudah ada sejak timbulnya hukum Islam. Oleh 
karena itu magasid al-shari'ah dibela beberapa kalangan bahwa ia telah 
ada sejak zaman Nabi Muhammad saw sebagaimana halnya dengan ka- 
jian kebahasaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip dan ka- 
rakteristik hukum Islam itu sendiri. Misalnya prinsip bertahap dalam 
penerapan hukum, sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat terha- 
dap hukum, luwes, lentur, bersesuaian dengan kemaslahatan manusia, 


berprinsip untuk memudahkan dan menyedikitkan beban.' 


Beberapa hal yang disebutkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa 
magasid al-shari ah memiliki peran yang sangat penting agar hukum Is- 
lam dapat diterima dengan baik dan dapat pula diaplikasikan sesuai 
dengan kapasitas masyarakat tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa magasid al-shari 'ah layak menempati posisi yang sangat signifi- 
kan dan bahkan sebagai bisa jadi menjadi salah satu penentu dalam 
penetapan hukum Islam. Namun walaupun posisi ini layak diterima 


magasid al-shari'ah tetapi peran ini sering cenderung tidak terbaca para 


? Pernyataan di atas ditulis oleh Muhammad al-tahir al-MIsawi ketika mentahgig (komen- 
tator) kitab magasid Ibn “Ashir. Lihat Muhammad al-tahir ibn “Ashir, Magasid al- 
Shart'ah al-Islamiyah (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), 90. 

1 Hasbi Ash Shiddiegy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 
58-80. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 
1997), 66-75. 
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ulama usil al-figh yang akhirnya hukum Islam pun tampak kaku, rigid, 
tekstual dan terkadang kurang aplikatif." 

Menempatkan magasid al-shari'ah pada posisi yang sangat penting 
adalah hal yang patut didukung, terlebih lagi jika melihat dari hasil pem- 
bacaan sejarah tentang keterlibatan magasid al-shari'ah dalam setiap ke- 
tetapan hukum. Namun persoalan yang justru muncul ketika ingin menja- 
dikan magasid al-shari ah sebagai pemberi pertimbangan dan sekaligus 
sebagai metode penetapan hukum Islam. Persoalan tersebut adalah ten- 
tang konsep magasid al-shari'ah itu sendiri. Ada yang memahami ma- 
gasid al-shari'ah hanya terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya 
hukum dan keterkaitan ini adalah sesuai dengan makna hakiki dari 
magasid al-shari'ah itu sendiri. Namun ada pula yang memahami di 
samping terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum, ma- 
gasid al-shari'ah juga berkaitan dengan “illah (motif) adanya hukum. 
Dalam usil al-figh, “illah merupakan penentu ada atau tidak adanya 
hukum. Ketika terdapat suatu ketetapan hampir dipastikan di belakangnya 
ada “illah yang menjadi motif timbulnya ketetapan tersebut, tetapi ketika 
“illah sebuah ketetapan sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan untuk 
mempertahankan ketetapan tersebut. 

Adanya pemahaman yang menyatakan magasid al-shari ah memiliki 
fungsi ganda sebagaimana yang disebutkan di atas justru menimbulkan 
persoalan baru pada magasid al-shart'ah. Hal yang dipastikan adalah 
terkait dengan makna secara bahasa bahwa maksud atau tujuan dan “illah 


8 Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya persoalan seperti yang diuraikan 
di atas. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat secara lengkap dalam Mawardi, Figh 
Minoritas, 185-187. 


? Salah satu makna “illah yaitu «is Sell yaitu motif atau pembangkit atau pendorong ada- 


nya hukum. Lihat Sayf al-Din Abi al-hasan “Alt ibn Abi “Alt ibn Muhammad al- 
Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Vol. II (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 56. 
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merupakan dua unsur yang berbeda. Jika keduanya disamakan tentu 
menimbulkan inkonsistensi terhadap makna hakiki magasid al-shari'ah. 
Oleh karena itu dipandang tidak memungkinkan jika menyatakan bahwa 
magasid al-shart'ah dapat berperan sebagai pengkaji maksud atau tujuan 
ditetapkannya suatu hukum, juga sekaligus sebagai motif timbulnya 
hukum. Namun demikian konsekuensi yang harus dihadapi pula bahwa 
dengan mengembalikan magasid al-shari'ah ke fungsi asal seperti yang 
dipahami dari segi bahasa menimbulkan akibat lain yang berkelanjutan. 
Akibat tersebut adalah bahwa magasid al-shari'ah hanya berperan untuk 
mengkaji hikmah adanya hukum sehingga kedudukannya pun tidak lebih 
dari filsafat. 


Berdasarkan gambaran di atas membuat posisi magasid al-shari'ah 
menjadi tidak jelas. Di satu sisi ingin menyatakan bahwa magasid al- 
shari'ah memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan hukum, 
tetapi di sisi lainnya secara eksistensi bahwa magasid al-shari ah hanya 
dapat bergerak di ruang pembacaan hikmah ditetapkannya suatu hukum. 
Peran hikmah sangat berbeda dengan peran yang dimiliki “lah. Jika 
“llah berperan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum maka hik- 
mah tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki “/lah. Suatu hu- 
kum tidak bisa ditetapkan hanya karena pertimbangan hikmah. Kenda- 
tipun dalam sebuah ketetapan hukum dinilai ada peran magasid al- 
Shart 'ah, tetapi sudah dipastikan eksistensi magasid al-shari'ah hanya 
sebagai pendukung, bukan menjadi faktor utama dalam menentukan 
sebuah ketetapan. Di sisi lainnya juga sangat disadari perlu adanya upaya 
agar sebuah hukum dapat terlepas dari “cengkeraman” kajian-kajian ke- 
bahasaan. Oleh karena itu kehadiran maggasid al-shari'ah sangat diper- 
lukan. 


Persoalan ini cukup menarik dan cukup beralasan untuk diteliti secara 
serius dan mendalam. Setidaknya dari hasil kajian yang dilakukan dapat 


menempatkan magasid al-shart'ah pada posisi yang berimbang dengan 
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teori-teori usuil al-figh lainnya khususnya dengan kajian kebahasaan 


(gawi 'id al-usultyah al-lughawiyah). @ 
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BAB 2 


MAOASID AL-SHARI'AH 
KONSEP DAN EKSISTENSINYA 
DARI DAHULU HINGGA 
SEKARANG 


A. Berbagai Pemahaman tentang Hakikat Magasid al- 
Shari'ah 


1. Makna Magasid dan al-Shart'ah 


Magasid al-shari'ah adalah dua kata yang terdiri dari magasid dan al- 
shart ah. Magasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata magsid 
yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau magsad yang 


berarti “tujuan atau arah”.'” Dalam ilmu sarf magasid berasal dari tim- 


bangan Ixs3 - X2» - Xs3 memiliki makna yang bermacam-macam. Di anta- 


10 Ahsan Lihsasanah, Figh al-Magasid Inda al-Imam al-Shatibi (Mesir: Dar al-Salam, 
2008), 11. Shawgi dayf,. et al. al-Mu jam al-Wasit (Mesir: Maktabat al-Shurig al- 
Dawliyah, 2004), 738. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir Kamus 
Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124. 
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ranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, mak- 


sa 11 «« 


sud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud 


kepada sesuatu (gasada ilayh)”.” 


Selanjutnya kata al-shari'ah awalnya digunakan untuk menunjukkan 
air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk 
menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi 
air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehi- 
dupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau 
metode. Metode tersebut disebut al-shir'ah karena memiliki arti yang sa- 


ma dengan al-shar” dan al-sharT'ah yang bermakna agama Allah." 


Kata al-shari'ah secara etimologi adalah “agama, millah, metode, 
jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disya- 


riatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan 


((amaliyahy”. Kata al-shart'ah juga diartikan “sejumlah atau sekum- 


pulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, 


melalui al-Gur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi 


hukum (tashrT'iyan 'imliyan)75 


MH Tbn Manzir, Lisan al- Arab (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), 3642-3643. 

12 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 343. 

BB Nor al-Din ibn Mukhtar al-Khadimt, Ilm al-Magasid al-Shar tyah (Riyad: Maktabat 
al-“Abikan, 2001), 14. Lihat juga Abdul Helim, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk 
Ijtihad Kolektif”, PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), 
66-67. 

1 Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'id al-Yiibi, Magasid al-Shari'ah al-Islamiyah 
wa “Alagatuha bi Adillat al-Shar Tyah (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 29-30. 

2 Ahmad al-Raysiini, al-Fikr al-Magasidi Oawa 'iduh wa Fawa'iduh (Rabat: al-Dar al- 
Bayda”, 1999), 10. Lihat juga Mawardi, Figh Minoritas, 179. 
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2. Makna Magasid al-Shart'ah 


Jika kata magasid dan al-shari'ah ini disatukan melahirkan penger- 
tian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan re- 
daksi dan pengembangan serta keterkaitan magasid al-shari ah dengan 
lainnya. Di antara pengertian tersebut magasid al-shari'ah adalah tujuan, 
target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya 
hukum pada manusia.' Pengertian lainnya magasid al-shari'ah adalah 
tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna 


ditetapkannya sebuah hukum." 


Pengertian berikutnya magasid al-shart 'ah adalah: 


YA £ Ken £ 5 Knp . 
kambing mal Jl agan dalil Reyall KO, Sl 


Artinya: “makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan 
shari' di setiap atau di sebagian besar hukum yang ditetapkan-Nya”. 


14 £ £ aa 
WA ya Ke Fan pa rig SL ln, La al 


», 


Artinya: “tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan shari”. 


Magasid al-shari ah juga diartikan: 


JI kentina al (SSI ng GE sal KE, Selua, Gl 
TEA Lu teogl AL LAS 


16 Al-Raysiint, al-Fikr al-Magasidi, 13. 

1 “Umar ibn salih ibn “Umar, Magasid al-Shari'ah 'inda al-Imam al-zz al-Din ibn “Abd 
al-Salam (Yordani: Dar al-Nafa'is, 2003), 88. 

8 Temari al-hasant, Nazariyat al-Magasid 'ind al-Imam Muhammad al-tdhir ibn “Ashiir 
(Virginia: al-Ma'had al- Alamt li al-Fikr al-Islamt, 1995), 117. 

1? Tbid., 118. 
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Artinya: “makna-makna, tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang di- 
perhatikan oleh shari' dalam penetapan hukum atau rahasia-rahasia 
yang melatarbelakangi terbentuknya hukum-hukum itu”. 


“Ibn “Ashir yang dijuluki Shaykh al-Magasif al-Thani lebih dahulu 


mengemukakan bahwa magasid al-shari ah adalah: 


Saba bgalina al AN Ill aga Hp Rep KE, SNI 
(ha ye Ai JIN GAN Hal Leg RAI Selogi 
YA € Tata . £ 

Iga B5 lagt 3 Wigpa LSI, KAI 
Artinya: “makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh shari' 
dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah 
tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, 
melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, 
makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum 
bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan 


, 


hukum. 


Pengertian yang dikemukakan “Ibn “Ashiir sepertinya perluasan mak- 
na dan definisi magasid al-shari'ah sehingga membuat posisi ilmu ini 
sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini 
terlihat dari kata “sifat hukum” yang disebutkan “Ibn “Ashiur bahwa da- 
lam usil al-figh sifat hukum tersebut tidak lain adalah “illah hukum. Di 


antara ulama yang memperhatikan kajian magasid al-shart'ah ternyata 


20 Khalifah Babikr al-hasan, Falsafah Magasid al-Tashrt' ft al-Figh al-Islami (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 2000), 6. 
21 « Ashur, Magisid al-Shart'ah, 251. 
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juga memahami hal yang serupa terhadap pengertian yang dikemukakan 
“Ibn “Ashur ini,” bahkan ada yang pula yang mengkaji hubungan antara 


magasid al-shari ah dengan hikmah, 'illah, niat dan maslahah. 


Kata hikmah dengan magasid al-shart 'ah merupakan dua kata yang 
memiliki makna yang sama yakni tujuan atau maksud dari al-Shari” me- 
netapkan atau meniadakan hukum sehingga dari makna ini tidak terdapat 
perbedaan di antara keduanya.” Begitu juga antara magasid al-shart'ah 
dan “illah. “Illah di sini diartikan memiliki dua makna, yaitu sebagai 
pendorong (al-ba 'ith) timbulnya hukum, juga bermakna berbagai hikmah 
dan tujuan kemaslahatan pada setiap perintah serta kerusakan pada setiap 
larangan.” Makna “illah sebagai hikmah menjadikan magasid al-shart'ah 
dan “illah tidak berbeda karena di kalangan ulama sebagaimana al-Shatibi 
menyatakan bahwa syarat-syarat “illah adalah sebagaimana juga syarat- 
syarat magasid al-shart'ah. £ 

Selanjutnya antara magasid al-shart'ah dengan niat, juga dapat dika- 
takan serupa yakni berbicara tentang maksud atau keinginan, walaupun 
ada pula di antara keduanya yang berbeda.” Keserupaan makna magasid 
al-shari 'ah ini terlihat juga dengan al-maslahah yaitu sebagai tujuan 
tertinggi dari magasid al-shart'ah berupa kemaslahatan untuk menjaga 


maksud-maksud dari penetapan hukum.” 


Intinya dalam pengertian di atas bahwa magasid al-shari'ah adalah 


bermakna sebagaimana makna hikmah, 'illah, niat atau pun maslahah. 


22 “Abdullah ibn Bayyah, “Alagat Magasid al-Shart ah bi Usil al-Figh (London: Markaz 
Dirasat Magasid al-Shar1'ah al-Islamtyah, 2006), 15. 

2 “Umar, Magasid al-Shari'ah, 91. 

2 Tbid., 92-93. 

2 Tbid., 95. 

2 Tbid. 

2 Tbid., 101. 
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Disebut dalam bahasa lain bahwa magasid al-shari'ah tidak hanya ber- 
kaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula 
dengan mengapa hukum itu ditetapkan. Magasid al-shari'ah ada yang 
berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang ber- 


kaitan dengan “llah atau motif (al-ba 'ith, al-da'7 atau al-mu 'aththir) ada- 


nya hukum. 


Namun demikian tentu tidak semua ulama berpandangan demikian. 
Pendapat populer bahkan disebut pendapat mayoritas ulama usul al-figh 
bahwa mereka membedakan antara “Y/lah dan hikmah. Menurut mereka 
illah merupakan motif timbulnya hukum. Adanya “illah menjadi sebab 
timbulnya hukum dan tidak adanya “illah menjadikan hukum pun tidak 
ada. Hal ini sesuai dengan kaidah: 


Artinya: “sesungguhnya ada atau tidak adanya hukum itu tergantung 
dengan ada atau tidak adanya 'illah, bukan tergantung ada atau ti- 
dak adanya hikmah. 


Jika memperhatikan kembali kaidah di atas dapat dipahami bahwa 
yang menentukan ada atau tidak adanya hukum adalah “lah, sementara 
hikmah tidak dapat berperan sebagai “l/lah (motif timbulnya hukum) ka- 
rena hikmah dirasakan secara berbeda oleh setiap orang. Penulis sendiri 
pun lebih cenderung sependapat dengan ulama yang membedakan '“illah 
dan hikmah karena pada dasarnya keduanya memang berbeda dan memi- 
liki akibat yang berbeda pula. Pemahaman ini mengambil posisi berse- 
berangan dengan yang dikemukakan sebelumnya bahwa magasid al- 


28 Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, Vol. I (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 
2001), 651. Perbedaan ini juga dapat dilihat dalam Mukhtar Yahya dan 
Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islami (Bandung: Al-Ma'arif, 
1993), 84-85. 
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Shari'ah berbeda dengan “illah sehingga ia tidak dapat berperan sebagai- 


mana peran “illah. 


Namun demikian tentu tidak tepat pula jika magasid al-shari ah 
dibiarkan tanpa peran yang berarti. Hal itu setidaknya walaupun tidak 
harus bermakna sebagaimana makna “illah tetapi karena begitu penting- 
nya suatu persoalan yang dihadapi untuk diselesaikan dan persoalan 
tersebut hanya tepat diselesaikan oleh magasid al-shari ah maka delegasi 
kewenangan kepada magasid al-shari'ah adalah langkah yang tepat di- 
lakukan. Tentu yang diperoleh dari upaya ini adalah kemaslahatan yang 
dipastikan pada tahap sebelumnya telah dilakukan kajian serius dan 


mendalam sehingga kemudian layak disebut sebagai kemaslahatan. 


B. Perjalanan Magasid al-Shari'ah dalam Sejarah 
1. Sebelum al-Shatibi 


Perhatian ulama pada magasid al-shari'ah sebenarnya telah ada 
sebelum masa imam al-Shatibi, bahkan magasid al-shari'ah pada masa 
Rasulullah pun sudah ada walaupun dalam bentuk embrio. Adapun yang 
secara formal membahas magasid al-shari'ah juga terjadi perbedaan di 
antara ulama atau penstudi. Dalam tulisan ini orang yang pertama kali 
memperhatikan tentang magasid al-shari'ah ini adalah Ibrahim al- 
Nakha' (w. 96 H) dari kalangan Tabi'In. Ia pernah mengatakan bahwa 
setiap hukum Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu berupa kemaslahatan 
untuk manusia sendiri.” Selanjutnya perhatian terhadap kemaslahatan ini 
pun juga diperhatikan mayoritas ulama bahkan kemaslahatan itulah yang 


menjadi dasar setiap mazhab.” 


2 Hammadi al- Ubaydi, al-Shatibt wa Magasid al-Shari'ah (Beirut: Dar Gutay- 
bah,1996), 134-135. 
“ Tbid., 135. 
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Setelah itu di akhir abad ke-3 atau awal abad ke-4 H, muncul Abu 
“Abdullah Muhammad ibn “Altal-Turmudhi atau yang dikenal Turmudhi 
al-Hakim (w. 320 H). Ia berbicara tentang magasid al-shari'ah, “illah, 
rahasia hukum yang tertuang dalam kitabnya al-salah wa Magasiduha 
dan al-Hajj wa Asraruha”' Kurang lebih setengah abad setelahnya mun- 
cul ulama magasid yang bernama Abu Bakr al-Gaffal al-Shashi (w. 365 
H) dengan karyanya Mahasin al-Shart'ah.” Namun dalam referensi yang 
lain disebutkan bahwa al-Shasht memiliki karya yang berjudul Mas'alat 
al-Jawab wa al-Dala'il wa al-'Ilal, sementara kitab Mahasin al-Sharit 'ah 
yang isinya tentang Magasid ditulis oleh Abi Bakr al-Abhart (w. 375). 


Berikutnya muncul Abu Ja'far Muhammad “Ali (w.381 H) dari ka- 
langan al-Imamtyah yang terfokus pada “illah hukum dengan judul “Ilal 
al-Shara'i.” Secara bersamaan, Abi al-hasan al-'Amiri (w. 381 H) 
seorang ulama yang menggunakan pendekatan filsafat dalam memahami 
magasid al-shart 'ah. Karya yang dihasilkan adalah al-I'lam bi Managib 
al-Islam. Karya ini termasuk perbandingan agama, tetapi di dalamnya 
terdapat bahasan yang menjadi inspirasi bagi ulama selanjutnya untuk 
merumuskan usul al-khamsah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). 


Bahasan yang dimaksud adalah hukuman bagi seorang pembunuh, pen- 


3 Ahmad al-Raysint, Nazariyat al-Magasid 'ind al-Imam al-Shatibt (Herndon- 
Virginia: al-Ma'had al- Alami li Fikr al-Islami, 1995), 40. Lihat juga Ahmad 
al-Raysiini, al-Bahth ft al-Magasid al-Sari'ah: Nash 'atuhu wa Tatawwuru- 
hu wa Mustagbilihu (London: Mw'assasat al-Furgan li Turath al-Islami, 
2005), 8. 

2 Tbid., 4. 

7 Muhammad husayn, al-Tanzir al-Magasidi “ind al-Imam Muhammad tahir ibn 'Ashir 
(Jaz2'ir: Wuzarat al-TaIim al- “Ali wa al-Bahath al-“Ilm, 2003), 95. 

2 al-Raysiini, al-Bahth fi al-Magasid, 8. 
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curi, membuka aib orang lain, merusak kehormatan orang lain dan hu- 


kuman bagi orang yang melepaskan agamanya. " 


Pada waktu yang berdekatan muncul Abu Bakr ibn al-Tayyib al- 
Bagilani (w. 403 H). Dalam karyanya al-Ahkam wa al- 'Ilal ia mengga- 
bungkan antara ilmu kalam dan ilmu usul al-figh sehingga menghasilkan 
kajian magasid.S Di abad yang sama muncul Imam al-haramayn al- 
Juwayni (w. 478 H). Ia memang tidak membahas secara khusus tentang 
magasid al-shari'ah dan karyanya berjudul al-Burhan ft Usul al-Figh 
tetapi melalui karya ini ia menguatkan kedudukan magasid al-shart ah 
dengan menyumbangkan konsep al-daruriyat, al-hajiyat dan al-tah- 
siniyat' bahwa hukum itu ditetapkan atas dasar kemaslahatan. Oleh kare- 
na itu disamping ketiga konsep di atas ia juga dipandang sebagai orang 
yang pertama kali menamakan istilah al-maslahah al-mursalah." 

Ulama berikutnya adalah murid al-Juwayni sendiri yaitu Abu hamid 
al-Ghazali (w. 505 H). Dalam karyanya al-Mustashfa fi Ilm al-Usul ia 
membahas tentang al-maslahah. Menurut al-Ghazali yang diketahui juga 
meneruskan kajian gurunya menyatakan bahwa suatu kemaslahatan dapat 
diterima jika kemaslahatan tersebut dapat memelihara maksud-maksud 
syara”. Dari pendapat ini akhirnya ia mengembangkan al-dariiriyat yang 
dipopulerkan al-Juwayni dengan sebutan al-daruriyat al-khams yakni 
kemaslahatan yang memelihara maksud-maksud syara” adalah kemasla- 
hatan yang memelihara lima unsur pokok yaitu pemeliharaan agama, jiwa, 


akal, keturunan dan harta. 


3 Tbid., 10. 


3 husayn, al-Tanzir al-Magasidi, 95. 
21 Al-Raysiini, al-Bahth fi al-Magasid, 11. 
3 Tbid., 18. 
39 Yy: 
Ibid., 19 - 20. 
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Fakhr al-Din Al-Razi murid dari al-Ghazalt (w. 606 H) dalam 
karyanya al-Mahsul ft Ilm al-Usal memiliki versi yang berbeda dalam 
mengurutkan kelima unsur pokok di atas. Versi al-Raz1 adalah memeli- 
hara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal." Sayf al-Din al-Amidi (w. 
631 H), dalam karyanya al-Ihkam fi Usul al-Ahkam menempatkan unsur 
keturunan sebelum akal, sehingga menjadi pemeliharaan agama, jiwa, 
keturunan, akal, dan harta." 


Tokoh berikutnya Abu' Abdullah Muhammad ibn “Abd Rahman (w. 
546 H) dari kalangan al-hanafi menulis karya yang mirip dengan Abii 
Bakr al-Gaffal al-Shashi dengan judul Mahasin al-Islam wa Shara'i al- 
Islam. Di dalam karya ini ia mengkaji “illah dari hukum-hukum figh yang 
ditetapkan. Selanjutnya “Izz al-Din ibn “Abd al-Salam (w. 660 H) 
walaupun tidak membahas langsung tentang magasid al-shari'ah tetapi 
kajian tentang masdlih dan magasid dalam karyanya Oaw@'id al-Ahkam 
fi Masalih al-Anam justru dipandang sebagai memperkokoh pijakan dari 


konsep magasid al-shart ah.” 


Kajian magasid selanjutnya diteruskan oleh murid Izz al-Din yaitu 
Shihab al-Din al-Garafi (w. 684 H). Sumbangan al-Garafi adalah mem- 
perkaya kaidah-kaidah magasid al-shari'ah yang terlihat dalam mazhab 
Maliki dan hubungannya juga dengan masalih al-mursalah serta sadd al- 
dhara'i. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H) seorang ulama yang termasuk 
banyak diperbincangkan bahkan pemikiran-pemikirannya mengusik 
sebagian orang karena dianggap berpegang pada logika saja. Dalam men- 


jelaskan hadis “)l» Y, ,-2Y” al-Tufi membolehkan untuk mendahulukan 


“0 Fakhr al-Din Muhammad ibn “Umar ibn al-Husayn Al-Razi, al-Mahsil fi “Ilm al-Usul, 
Vol. V (Damaskus-Suriah: Mu'assasat al-Risalah, t.th), 160. 

jie Al-Raysiini, al-Bahth fi al-Magasid, 20. 

" Tbid., 20. 

13 Husayn, al-Tanzir al-Magasidi, 100. 
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kemaslahatan daripada nas dan ijma” jika terjadi pertentangan, tetapi hal 
ini menurut para pengkaji hanya berkaitan dengan urusan muamalah dan 


adat. “ 


Ibn Taimiyah (w. 728 H) juga tercatat sebagai orang yang banyak 
menjatuhkan perhatiannya pada magasid al-shari'ah yang langsung di- 
aplikasikannya melalui fatwa-fatwa yang dikemukakan dalam karya- 
karyanya, salah satunya Majmii' al-Fatawdal-Kubra.” Ibn al-Gayyim al- 
Jawjiyah (w. 751 H) pun terpanggil untuk merinci dan menjelaskan 
kembali serta memberikan argumentasi terhadap pendapat Ibn Taimiyah 
yang merupakan guru Ibn al-Gayyim sendiri." 


Ulama selanjutnya yaitu Taj al-Din al-Subki (w. 771 H) dalam kar- 
yanya Jam ' al-Jawami' menambahkan unsur al-daririyat al-khams men- 
jadi enam unsur yaitu al- 'ird yang disebut juga unsur kehormatan. Ken- 
dati pun tawaran al-Subki ini menjadi bahan diskusi ulama selanjutnya 
yang di antaranya bahwa memelihara kehormatan itu masuk dalam unsur 
memelihara keturunan, tetapi tetap saja hal ini merupakan sejarah yang 


sebenarnya terjadi." 
2. Masa al-Shatibi dan Sesudahnya 


Magasid al-shart'ah semakin tampak ketika berada di tangan al- 
Imam al-Shatibi (w. 790 H). Dalam kitab al-Muwafagat al-Shatibi mem- 
bahas magasid al-shari'ah secara rinci dan dalam bab tersendiri baik 
terkait dengan pendapat-pendapat ulama sebelumnya atau pun hasil dari 
pemahamannya sendiri terhadap magasid al-shari ah. Disamping menje- 
laskan kembali tentang al-daruriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyat dan 


menjadikan ketiga hal ini bertingkat, ia juga memperdalam bahasan ustil 


“4 Tbid., 100-101. 
45 Ybid., 102-103. 
“0 Ybid., 103. 
“7 Tbid., 104. 
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al-khamsah yang urutannya pun berbeda dengan ulama sebelumnya. 
Urutannya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. 
Al-Shatibi juga membagi magasid kepada maksud yang dikehendaki al- 
Shari” dan maksud yang dikehendaki mukallaf. 

Hal yang lebih penting lagi al-Shatibt juga membuat kaidah-kaidah 
atau prinsip-prinsip magasid al-shart'ah"” sehingga dengan kaidah-kai- 
dah ini al-Shatibt menyatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mesti 
selalu bersandar atau berada di bawah pengawasan magasid al-shari'ah. 
Begitu dekatnya hukum dengan magasid menjadikan keduanya seperti 
jasad dan ruh atau antara akal dan pemikiran. Inilah yang membuat al- 
Shatibi dianggap sebagai Sheikh magasid atau sebagai penemu magasid 
al-shari 'ah walaupun disayangkan ia tidak pernah mendefinisikan apa 
arti magasid al-sharT ah itu sendiri. 

Sepeninggal al-Shatibi magasid al-shari'ah mengalami kevakuman 
yang cukup panjang dan kondisi yang memprihatinkan. Diperkirakan 
sekitar 5 abad lebih setelah masa al-Shatibi baru muncul kajian tentang 
magasid al-shari ah yang dilakukan oleh Muhammad tahir ibn “Ashiur (w. 
1393 H/ 1973 M). Di dalam karyanya Magasid al-Shari 'ah al-Islamiyah 
yang menurut beberapa ulama dapat dikategorikan sebagai karya mag- 
num opus karena menawarkan pemikiran-pemikiran progresif dan cemer- 
lang. Ibn “Ashur lebih memfokuskan untuk menguatkan kedudukan ma- 


gasid al-shari'ah dan berupaya untuk menjadikan ilmu yang mandiri atau 


“8 Abi Ishag al-Shatibi, al-Muwafagat ft Usil al-Sharf 'ah, Jilid I, Vol II (al-Mamlakah al- 
“Arabtyah al-Su'tidiyah: Wuzarat al-Shu'in al-Islamtyah wa al-Awgaf wa al-Da“wah 
wa al-Irshad, 8. 

49 Al-Kaylani, Oawa 'id al-Magasid, 126-371. 

20 Husayn, al-Tanzir al-Magasidi, 104. 
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melepaskan diri dari usil al-figh karena persoalan-persoalan kekinian 
lebih relevan dikaji dengan magasid al-shart ah.” 

Menurut para pengkaji, kini magasid al-shari'ah semakin banyak 
dikaji dan diterima berbagai kalangan sehingga jalan menuju puncak 
keberhasilan semakin terlihat. Kajian-kajian para ahli tentang muslim 
progresif di Barat yang berbicara tentang nilai-nilai universal Islam 
mengharuskan magasid al-shari'ah harus membuka diri agar magasid al- 
Shari'ah tidak lagi bergaya klasik tetapi menjadi progresif sebagai me- 
tode hukum untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian. Di antara 
para pengkaji ini seperti Muhammad Khalid Mas'ud, Mohammad Ha- 
shim Kamali, Ahmad al-Raysiini, Jamal al-Din “Atiyyah dan Jasser 
Auda.” 


C. Pembagian Magasid al-Shariah 


1. Dilihat dari Tujuan 
Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, magasid al-shart'ah ini terbagi 


kepada dua macam yaitu magasid al-Shari' dan magasid al-mukallaf. " 


4. Magasid al-Shari? 
Magasid al-Shari” ini adalah maksud-maksud yang dike- 
hendaki oleh pembuat hukum (Allah, al-Shari” dengan ditetap- 
kannya suatu aturan hukum.” Maksud ini tertuang ke dalam em- 


pat macam yakni: ” 


3 Tbid., 114. 

22 Mawardi, Figh Minoritas, 208. 

23 Al-Shatibt, al-Muwafagart, Jilid I, Vol IL, 3. 

34 Nor al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, al-ljtihad al-Magasidi: hujtyatuhu dawabituhu 
Majalatuhu (Gatar: Wuzarat al-Awgaf wa al-Shu'Tin al-Islamityah, 1998), 53. 

? Al-Shatibt, al-Muwafagat, Jilid I, Vol II, 4. 
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1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum 
(manusia, mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka 
sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat, tanpa 
ada perbedaan di antara keduanya. 

2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami 
oleh subjek hukum (manusia, mukallaf). 

3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh 
subjek hukum (manusia, mukallaf) karena aturan hukum 
tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia. 

4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia, mukallaf) 
berada di bawah naungan hukum Allah (al-Shari”. 

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan 
semuanya juga berhubungan dengan Allah (al-Shari”) selaku 
pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum 
adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika 
bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar 
kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan 
manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut 
dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (tak- 
lif bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kese- 
diaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. 
Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam 
naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan meng- 


hindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu. 


b. Magasid al-Mukallaf 
Magasid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diingin- 
kan oleh pelaku hukum (manusia, mukallaf) dalam setiap hal di 
kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuat- 
an. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik 
dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam 


kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya 
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dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan magasid al- 


Dn 156 
shari 'ah. 


2. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum 


Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka 
magasid al-shari'ah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-daruriyah, 
kebutuhan al-hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniyah. Kebutuhan al-daru- 
riyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, 
utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) 
baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemasla- 
hatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan meng- 
akibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini 
dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan 
sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara 
agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan 
kebutuhan primer ini.” Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer 
untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan 
penelitian (al-istigra, induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di 


berbagai tempat dan waktu.” 


Kebutuhan al-hajiyah adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau 
diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (ma- 
shaggah) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai 
merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh 


karena itu pada tingkat kemaslahatan hajiyah ini diperlukan adanya 


56 Al-Khadimi, al-Ijtihad al-Magasidi, 53. 

57 Yoisuf Ahmad Muhammad Badawi, Magasid al-Shari'ah “ind ibn Taymiyah (Yordania: 
Dar al-Nafa'is, 2000), 63. Lihat pula “Abd al-Gadir ibn hirzillah, al-Madkhal ila 'Ilm 
Magasid al-Shart ah (Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirin, 2005), 115. 

28 Al-Khadimt, Ilm al-Magasid, 72. 
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rukhsah.” Kebutuhan al-Tahsintyah adalah kebutuhan penunjang (tersier) 
atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyem- 
purnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini ti- 
dak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan 
manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahat- 


an yang diperoleh. 


3. Dilihat dari Cakupan 
Dilihat dari cakupan bahwa magasid al-shart'ah terbagi kepada tiga 


yaitu magasid al- 'ammah, magasid al-khassah dan magasid al-juz 'iyah. 
Magasid al-'ammah adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum 
Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat 
hukum dan tujuan-tujuan besar (ghayah al-kubra) yang meliputi berbagai 
hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya. "' 

Magasid al-khassah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat dite- 
mukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. 
Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemasla- 
hatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan 
dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis 
dan sebagainya.” Magasid al-juz 'Tyah adalah bahwa tujuan-tujuan atau 
maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. 
Hal ini berkaitan dengan berbagai “i/lah, hikmah dan rahasia suatu hukum. 


Contohnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak men- 


59 Badawi, Magasid al-Shart'ah, 66. Begitu juga hirzillah, al-Madkhal ila “Ilm Magasid, 
116. 

0 Badawi, Magasid al-Shart'ah, 66. Begitu juga hirzillah, al-Madkhal ila “Ilm Magasid, 
118. 

SI Al-Khadimi, al-Ijtihad al-Magasidi, 54. 

2? Tbid. 
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jalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging 


hewan kurban dan sebagainya. “ 


Ketiga kategori magasid al-shari'ah di atas mesti dilihat secara ho- 
listik, tidak terpisah-pisah dan bukan pula bersifat hirarki. Kesatuan 
kategori magasid al-shari'ah ini mesti pula dilihat dalam dimensi yang 
lebih luas, sebab dari hal ini adalah pintu masuk untuk melakukan pem- 


baharuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian. 


4. Dilihat dari Kekuatan 

Dilihat dari kekuatannya, magasid al-shari“ah terbagi kepada tiga 
yaitu al-magasid al-gat'Tyah, al-magasid al-zanntyah dan al-magasid al- 
wahmiyah. 

Al-magasid al-gat 'iyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah 
pasti (gat 7) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil 
dan teks-teks yang pasti pula. Contoh dari al-magasid al-gat 'Tyah ini se- 
perti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehor- 
matan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadil- 


64 
an. 


Al-magasid al-zanniyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai 
tingkat pasti (gat'7), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui pene- 
litian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pen- 
dapat terhadap kedudukan al-magasid al-zanniyah. Contoh al-magasid 
al-zanniyah ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan 


kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui 


8? Tbid. Lihat juga Jasser Auda, Magasid al-SharTah as Philosophy of Islamic A System 
Approach (London: The International Institut of Islamic Thought, 2008), 5. 

84 « Abd al-Majid al-Najjar, Magasid al-Shart'ah bi Ab 'ad al-Jadid (Beirut: Dar al-Gharb 
al-Islami, 2008), 38. 
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dalil zanni tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehi- 


dupan rumah tangga yang harmonis.” 


Al-magasid al-wahmiyah adalah maksud-maksud yang diperoleh ha- 
nya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diper- 
oleh melalui penelitian. Al-magasid al-wahmiyah ini juga terjadi ketika 


tidak mendapatkan dukungan dari nas." 


D. Lima Unsur Pokok Magasid al-Shari'ah 


Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut usil al-kham- 
sah merupakan bagian dari kebutuhan al-darurtyah, sehingga memelihara 
kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang 
berbeda mengurutkan kelima unsur (usul al-khamsah) pokok itu. Imam 
al-Ghazalt memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta.” Imam al-Razi memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan ke- 
lima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, ketu- 


68 
runan, agama, dan akal. 


Al-Amidi mengurutkan mulai dari pemeliha- 
raan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.“ Beda lagi dengan al- 
Shatibi, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, 


jiwa, keturunan, harta, dan akal." 


Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang 
jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki 
kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada 
yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan 


68 Tbid., 39. 

66 Tbid., 40. 

S1 Abu hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazili, al-Mustasfa ft “Ilm 
al-Usuil (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmtyah, 2000), 174. 

68 Al-Razi, al-Mahsil fi “Ilm al-Usil, 160. 

i Al-Raysiini, al-Bahth fi al-Magasid, 20. 

7 A1-Shatibt, al-Muwafagat, Jilid I, Vol. II, 8. 
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persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kon- 
disi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki 
seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemas- 


lahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan. 


1. Pemeliharaan Agama (Muhafazah al-Din) 


Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, 
ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua 
terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan 
semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang 


menjalankan kehendak al-shari” dan termasuk memelihara agama." 


Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat 
adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun 
berada di kebutuhan al-daruriyah (primer), tanpa melaksanakan shalat 
status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk 
beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan al-hajiyah (sekun- 
der), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasi- 
litas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan -bahkan di 
mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya 
menyulitkan bagi yang melaksanakannya.” Adapun untuk memenuhi ke- 
butuhan al-tahsiniyah (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai 
hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin 


bahkan yang berAC dan sebagainya. 


2. Pemeliharaan Jiwa (Muhafazah al-Nafs) 


Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan 


manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpe- 


7 Khallaf, Ilm Usil, 200. 
7? Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea 
Press, 2007), 46. 
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nuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga 
tentang hukum al-gisas (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaf- 
farah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum 
haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada ke- 
rusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya." 

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan 
sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun 
termasuk kebutuhan al-darurtyah (primer). Adapun pada tingkat kebu- 
tuhan al-hajiyah (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali 
sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. 
Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya 
saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utama- 
nya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. 
Pemenuhan kebutuhan al-tahsiniyah (tersier) dalam bidang ini misalnya 
memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang 


dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna. 


3. Pemeliharaan Akal (Muhafazah al-'Agl) 
Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal ini- 


lah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu 
yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. 
Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia 
juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu mela- 


kukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.” 


Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar 


memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedu- 


3 Khallaf, Ilm Usiil, 201. 
74 Jamal al-DIn “Atiyah, Nahwa Tafil Magasid al-Shari'ah (Damaskus: Dar al-Fikr, 
2003), 143. 
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dukan belajar menempati kebutuhan al-daruriyah (primer). Belajar yang 
kaitannya dengan kebutuhan al-hajiyah (sekunder) adanya tempat belajar 
seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan 
meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan 
dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya de- 
ngan kebutuhan al-tahsinityah (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang 


belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan. 


4. Pemeliharaan Keturunan (Muhafazah al-Nasl/al-Nasb) 


Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu 
keturunan merupakan kehormatan (al- rd) bagi setiap orang dan karena 
kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan 
yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama 
dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya 


keturunan.” 


Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu 
untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggara- 
an akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan al- 
daruriyah (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad ni- 
kah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa 
selanjutnya, maka dalam kebutuhan al-hajtyah (sekunder) pelaksanaan 
akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. 
Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak me- 
miliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik 
kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. 
Adapun untuk kebutuhan al-tahsiniyah (tersier) akad nikah ini diseleng- 
garakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai 


taulan. 


3 Hirzillah, al-Madkhal ila “Ilm, 120. 
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5. Pemeliharaan Harta (Muhafazah al-Mal) 
Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik 


Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pin- 
jaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar 
harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus 
sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang ber- 
kaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan 
al-daruriyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk meme- 
nuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. 
Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk 


pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. 
Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan 


alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Per- 
alatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan al-hajiyah (sekunder) dan 
tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi me- 
nyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun 
kebutuhan al-tahsintyah (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasi- 
litas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai. 


E. Cara Mengetahui Magasid al-Shari'ah 

Magasid al-shart 'ah yang merupakan bagian dari usul al-figh tidak 
terlepas dari pemikiran atau logika. Oleh karena itu tentu diperlukan ta- 
hap-tahapan untuk mengetahui magasid al-shari 'ah itu sendiri. Langkah- 
langkah tersebut adalah: 


1. Istigra? 


Istigra” adalah metode untuk mencari, menelaah dan mengidentifi- 
kasi (tasaffuh) dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (juz- 


'Iyah) yang kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi 
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terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan suatu kaidah kulli (me- 
nyeluruh) atau aghlabi (sebagian besar yang dominan) untuk dijadikan 
patokan atau hukum bagi tema lain yang serupa." 


Lebih mudahnya istigra” ini adalah cara melakukan kajian induktif. 
Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu 
pengetahuan ilmiah dimulai dari pengkajian terhadap masalah atau per- 
soalan-persoalan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bet- 
sifat umum.” Misalnya ada seseorang yang ingin mengkaji tentang kewa- 
jiban atau beban hukum pada manusia. Ia pun mengidentifikasi ayat-ayat 
yang mungkin masuk ke dalam tema yang dikaji dan kemudian mengkaji 
secara satu persatu (khusus) yang akhirnya dari kajian yang dilakukan 
diperoleh suatu kesimpulan (umum) bahwa beban hukum tersebut untuk 
kebaikan manusia. Kebaikan inilah yang merupakan tujuan atau maksud 
ditetapkannya suatu beban hukum pada manusia, sehingga itulah yang 
disebut magasid al-shari'ah. Secara tidak langsung pula, -bahkan secara 
langsung pun-" melalui kajian metode istigra” ini dapat diketahui “illah 
suatu hukum.” Pendapat ini cenderung masuk akal, karena ketika meng- 
kaji apa yang menjadi tujuan Allah menetapkan suatu hukum, tentu di- 
iringi pula dengan pertanyaan mengapa Allah menetapkan hukum ter- 
sebut. Pertanyaan mengapa yang demikian itu adalah merupakan perta- 


nyaan untuk menggali suatu “illah pada suatu ketentuan. 


2. Menggali Motif (“Illah) pada suatu Perintah atau Larangan 


Di dalam nas baik al-Gur'an atau pun hadis sering ditemukan bentuk 


perintah (al-amr) dan larangan (nahy) baik untuk dilaksanakan atau pun 


70 AI-Tayyib al-Santisi Ahmad, al-Istigra' wa Atharuhu ft al-Oawa'id al-Usiiltyah wa al- 
Fighiyah (Riyad: Dar al-Tadmurtyah, 2008), 51. 

1 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 57. 

3 Ibn “Ashiir, Magasid al-Shart'ah, 190. 

7? Al-Yubi, Magasid al-Shart ah, 126. 
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ditinggalkan. Dalam bentuk yang seperti ini tentu ada motif (“illah) yang 
melatarbelakangi munculnya perintah atau larangan itu. Penggalian motif 
ini penting dilakukan agar setelah mengetahui motif yang dimaksud dapat 
pula mengkaji maksud dari suatu nas. Penggalian motif ini dapat dila- 
kukan dengan cara masalik al-'illah dengan beberapa alternatif di bawah 


1nN1: 


a. Al-ljma 

Para ulama hampir dipastikan menyepakati bahwa setiap hu- 
kum memiliki “illah. Oleh karena itu salah satu cara untuk me- 
ngetahui “illah pada suatu hukum adalah melalui al-Ijma”. Al-Ij- 
mag” itu sendiri adalah kesepakatan ulama untuk menetapkan 
“illah pada suatu persoalan hukum. Misalnya, yang menjadi “illah 
perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta adalah “masih 
kecil”. Maksudnya masih kecil itulah menjadi “illah hukumnya 
dan “illah ini digiyaskan kepada perwalian dalam masalah ni- 
kah." 


b. Nas 


Nas yang dimaksudkan di sini adalah al-Gur'an dan Hadis. 
Illah di dalam nas ini adakalanya bersifat pasti (gat 7) yang ter- 
tulis pada nas itu sendiri dan adakalanya tidak jelas sehingga 
mengandung kemungkinan yang lain (muhtamilah). Dikatakan 
dalam bahasa lain bahwa “illah ada yang mansusah (tertulis pada 
nas secara eksplisit) ada pula yang mustanbatah (diteliti dan 
digali). 


50 Tbid., 129. 
S1 Tbid., 130-135. 
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c. Al-Ima' 

Al-Im@” adalah penyertaan sifat dengan hukum dan disebut- 
kan dalam lafal. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa 
penyebutan sifat ini dapat diistinbatkan. Adapun hukum yang 
menyertai sifat itu dapat ditetapkan melalui nas dan dapat dite- 
tapkan melalui ijtihad. " 


Misalnya, ketika seorang Arab Badui menyatakan kepada 
Nabi saw bahwa ia telah mencampuri isterinya di siang hari bulan 
Ramadhan, Nabi saw bersabda, “Merdeka-kanlah seorang bu- 
dak”. Penetapan hukum wajib memerdekakan budak uncul 
setelah Arab Badui itu mengatakan bahwa ia telah membatalkan 
puasanya dengan mencampuri istrinya di siang hari bulan Rama- 
dhan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut menjadi 
“illah diberlakukannya hukum wajib memerdekakan seorang 
hamba sahaya. 


d. Al-Munasabah 


Al-Munisabah menetapkan “illah hukum melalui semata-ma- 
ta melihat dari adanya kesesuaian kandungan sifat hukum yaitu 
adanya pencapaian terhadap kemaslahatan atau penolakan terha- 
dap kemudaratan: bukan berdasarkan nas atau yang lainnya." Al- 
Munasabah ini sepertinya berkaitan erat dengan ri'ayat al- 
magasid (pemeliharaan maksud-maksud hukum) atau dengan 
takhrij al-manat (mendapatkan “illah hukum asl semata-mata 


mengaitkan antara mundsabah dengan hukum). 


22 Tbid., 136-143. 
8 Tbid., 144-152. 
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Salah satu persoalan yang dapat dicontohkan melalui muna- 
sabah adalah perbuatan zina. Zina merupakan suatu perbuatan 
yang dapat diukur. Hukum haram berzina sejalan dengan logika 
yaitu pemeliharaan keturunan (kemaslahatan) dan menghindari 
tercampurnya nasab dan tidak dapat membedakan suatu keturun- 


an (menolak kemudaratan). 


e. Al-Sibr wa al-Tagsim 

Al-sibr adalah pengujian terhadap beberapa sifat yang terda- 
pat dalam suatu hukum. Apakah sifat tersebut layak untuk dija- 
dikan “illah hukum atau tidak. Setelah itu baru diambil satu sifat 
yang paling tepat dijadikan “illah. Adapun al-tagsim adalah mem- 
batasi “illah pada satu sifat dari beberapa sifat yang dikandung 
oleh suatu nas. Oleh karena itu dengan cara al-sibr wa al-tagsim 
ini memungkinkan terjadinya perbedaan di kalangan ulama. Se- 
muanya tergantung dengan kekuatan analisis dan pengujian dila- 


kukan.“ 


f. Tangih al-Manat 
Tangih al-manat adalah suatu upaya untuk menentukan “illah 
dari berbagai sifat. Sifat yang dipilih untuk dijadikan “illah ada- 


lah sifat-sifat yang terdapat dalam nas. " 


Misalnya, mencari “illah hukum kaffarah bagi yang melaku- 
kan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan. Dalam sebuah 
hadis terdapat beberapa sifat yang dapat dijadikan “illah, misal- 
nya yang disenggama itu seorang wanita dan yang disenggama 
itu isterinya sendiri. Namun dari dua sifat itu dipandang tidak te- 


pat dijadikan “illah, karena “illah pada dasarnya harus membuat 


84 Tbid., 155-158. 
55 Tbid., 161-164. 
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hukum dapat berlaku umum, sementara “illah disebutkan masih 
mengandung celah bahwa senggama dengan bukan istri dan bu- 
kan seorang wanita tentu hukumannya lebih berat. Agar “illah 
dan hukumnya berlaku umum, maka diperlukan untuk memilih 
sifat senggama di siang hari Ramadhan yang paling tepat. Pe- 
milihan “illah yang diisyaratkan nas ini disebut dengan tangih al- 


manat. 


g. Al-Shibh 

Al-shibh adalah menyamakan suatu cabang (far'u) kepada 
pokok (asl) dengan melihat keserupaan beberapa sifat pada 
keduanya untuk disamakan. Metode ini disebut giyas al-shibh 
dan metode ini pun terbagi kepada dua yaitu giyas al-shibh yang 
dominan dan giyas al-shibh semu. Oiyas al-shibh yang dominan 
adalah mengaitkan far'u yang mempunyai bentuk kesamaan 
dengan dua hukum al-asl, tetapi kemiripannya dengan salah satu 
sifat lebih dominan dibandingkan dengan sifat lainnya. Contoh- 
nya, menyamakan hamba sahaya dengan harta karena (“illah) 
status hamba itu bisa dimiliki, atau menyamakan hamba sahaya 
dengan orang merdeka disebabkan (“illah) ia adalah manusia se- 
perti orang merdeka. Adapun giyas yang semu, yaitu menggiyas- 
kan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan 
bentuknya. Contohnya, menyamakan kuda dengan keledai dalam 
hal zakat. Apabila keledai tidak wajib dikeluarkan zakat maka 
kuda pun tidak wajib pula. " 


56 Tbid., 153-155. 
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h. Al-Dawran 


Al-dawran adalah berkaitan dengan adanya suatu hukum 
ketika adanya sifat dan tidak adanya hukum ketika sifat itu sudah 
tidak ditemukan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang 
selalu menyertai hukum itu disebut “illah hukum." Konsep al- 


dawran ini sepertinya sejalan dengan kaidah “illah itu sendiri 


yaitu" Laxcg Isg2ng KK BI ae at H ol yang artinya “sesung- 


guhnya hukum itu ada tergantung dengan ada atau tidak adanya 
“illah, bukan tergantung dengan hikmah”. Kaidah ini juga mene- 
gaskan bahwa hikmah tidak dapat dijadikan sebagai penentu ada 
atau tidak adanya hukum karena hikmah dirasakan berbeda oleh 


setiap orang. 


i. Al-Tard 
Al-Tard adalah mengaitkan hukum dengan sifat yang kedua- 
nya sebenarnya tidak memiliki keserasian. Misalnya pukul orang 
buta itu. Perintah memukul di sini tidak ada kaitannya dengan 
sifat orang yang dipukul yaitu buta. Oleh karena itu mayoritas 
ulama pun tidak menjadikan al-tard ini sebagai metode yang kuat 
untuk menggali “illah hukum." 


3. Perintah dan Larangan yang al-Ibtida'i dan al-Tasrihi 

Suatu perintah atau larangan yang dijadikan alasan atau pedoman 
adalah maksud awalnya (al-ibtida 1), bukan maksud yang mengiringi atau 
ada kaitannya dengan persoalan yang lain. Misalnya adanya larangan 
melakukan jual beli pada 9.S.al-Jumu'ah ayat 9. Maksud awalnya adalah 


untuk bersegera berjalan (sa 'y) menuju mesjid melakukan shalat Jumat 


87 Tbid., 159. 
88 Al-Zuhayli, Usil al-Figh, Vol. I, 651. 
89 AI-Yubi, Magasid al-Shart ah, 160. 
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(& 53 dl Iw6), bukan memahami larangan jual beli karena larangan ini 


hanya pengiring. Sebab perintah sa 'y ini tidak maksimal dilakukan jika 
tidak meninggalkan jual beli. Selanjutnya keadaan perintah atau larangan 
itu mesti al-tasrihi. Maksudnya baik perintah atau larangan mesti 
menggunakan bentuk (sighah) yang jelas, bukan perintah atau larangan 


yang tersirat.” 


4. Mengkaji Iradah suatu Ketentuan 

Salah satu untuk mengetahui magasid al-shari 'ah adalah dengan cara 
mempelajari keinginan (iradah) hukum itu sendiri. Misalnya dalam O.S. 
al-Bagarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak 
menghendaki kesukaran bagi manusia. Begitu juga pada O.S. al-Maidah 
ayat 6 bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu mengalami kesulitan 


dalam beragama.” 


5. Lafal-lafal bermakna Kemaslahatan dan Kemudaratan 

Cara lainnya untuk mengetahui magasid al-shari'ah adalah melalui 
kajian terhadap lafal-lafal yang digunakan baik dalam al-Gur'an atau pun 
dalam hadis Nabi. Dari kajian ini dapat diketahui ada lafal yang mak- 
nanya dapat dikaitkan dengan kemaslahatan (al-masalih), ada pula lafal 
yang maknanya dapat dikaitkan dengan kemudaratan atau kerusakan (al- 
mafasid).” 

Lafal-lafal tersebut seperti al-khair (baik), al-sharr (buruk), al-naf' 
(manfaat), al-darr (mudarat), al-hasanat (kebaikan), al-sayyi 'at (kebu- 
rukan), al-hasan (baik), al-gabih (jelek), al-mahbub (disukai), al-makrih 
(dibenci), al-'urf (arif) dan al-nakr (ingkar).” Salah satu contoh, bebe- 


20 Tbid., 165-166. 
9! Tbid., 168-169. 
22 Tbid., 171. 

33 Tbid. 
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rapa lafal ini dapat dilihat pada O.S. al-Bagarah (2: 216) yang di 
dalamnya menggunakan lafal “kurh”, “takrah#”, “khair”, “tuhibbi”” dan 
“sharr”. Lafal-lafal ini sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kemu- 
daratan atau kemaslahatan dan keburukan yang dari lafal-lafal ini pula 


dapat diketahui maksud Allah menetapkan hukum dalam ayat di atas. 


6. Sukit al-Shari 


Dalam beberapa persoalan yang terjadi, terkadang tidak ditemukan 
ketentuan hukum yang mengaturnya. Posisi inilah yang disebut dengan 
sukiit al-shari” (diamnya shari”) terhadap hukum suatu persoalan. Kenda- 
tipun demikian tentu sukut al-shari” ini bukan berarti tidak ada atau 
kosongnya hukum sama sekali, melainkan dengan diamnya shari” menja- 
di lahan berkreativitas Gjtihad) untuk menemukan hukum suatu ketentuan. 
Hasil kajian yang dilakukan dapat diperoleh status hukum yang berbentuk 
bisa jadi wajib, sunnah (keduanya tergolong perintah), haram, makruh 
(keduanya tergolong larangan) atau mubah (tergolong sebagai pilihan un- 
tuk dilakukan atau tidak dilakukan). 


Kaitannya dengan magasid al-shari'ah disebutkan bahwa apapun 
yang dilakukan untuk menguatkan dan mempertahankan posisi magasid 
al-shari 'ah, maka langkah yang dilakukan itulah yang dimaksud sebagai 
maksud syarak. Begitu juga setiap kajian yang dilakukan bersesuaian atau 
sejalan dan tidak bertentangan dengan magasid al-shart ah, maka kajian 


tersebut dan hasilnya adalah sebagai melakukan kehendak syarak.”" 


24 Tbid., 175. 
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F. Hubungan Magasid al-Shar''ah dengan Beberapa 
Metode Ma 'nawiyah 


1. Magasid al-Shari'ah dan al-Oiyas 

Al-giyas dalam arti etimologi adalah ukuran, mengetahui ukuran se- 
suatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.” 
Secara terminologi diartikan dengan redaksi yang berbeda-beda di anta- 


ranya: 


AA Dang Bat Y data ala (AI Jl JS ya KE ls 


Artinya: “memberlakukan hukum asal kepada hukum far' disebabkan 
kesatuan “illah yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pen- 
dekatan bahasa”. 


TI Sa Bani All 3 HA GA og el ye Dale 


Artinya: “menyamakan 'illah yang ada pada far' dengan 'illah yang 
ada pada asl yang diistinbatkan dari hukum asl” 


AK Je yoyata jab SAI! AK Is Gopata ye al SE 
"Hae GLS 


Artinya: “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya 
dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas 
disebabkan kesatuan “illah hukum antara keduanya”. 


?5 Al-Amidi, al-Ihkam fi Usil, Jilid Il, Vol. III, 124. 

20 “Ubaydillah ibn Mas'ud al-Bukhari sadr al-Shari'ah, Tangih al-Usiil, Vol. Il (Makkah: 
Maktabat al-Baz, t.th.), 52 

?! Al-Amidi, al-Ihkam fi Usil, Jilid Il, Vol. III, 130. 

8 Al-Zuhayli, Usil al-Figh, Vol. 1, 603. 
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Dapat disimpulkan al-giyas adalah menyamakan status hukum suatu 
persoalan yang tidak diatur dalam nas (far” kepada hukum (hukm al-asl) 
suatu persoalan yang telah diatur dalam nas (as!) disebabkan adanya per- 
samaan “illah. Artinya suatu persoalan yang tidak diatur dalam nas, 
disamakan hukumnya dengan suatu persoalan yang diatur oleh nas karena 


adanya persamaan 'illah. 


Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi ketika menggunakan al- 
giyas yaitu adanya asl, far', “illah dan hukm al-asl. 2 Asl adalah suatu 
persoalan yang telah diatur dalam nas, far' adalah suatu persoalan yang 
tidak diatur dalam nas, “illah adalah sifat yang menjadi motif atau mo- 
tivasi dalam menentukan adanya hukum '" dan hukm al-asl adalah status 
hukum yang terdapat pada asl. Contoh keempat unsur ini, haramnya 
wisky karena digiyaskan dengan haramnya khamar. Khamar dalam al- 
Our'an, 5: 90-91 sebagai asl, berbagai jenis minuman keras dan obat-obat 
terlarang lainnya serta obat oplosan untuk difungsikan seperti khamar 
yang merupakan persoalan baru disebut far', sementara adanya zat yang 


memabukkan disebut “illah dan hukm al-asInya adalah haram. 


Letak hubungan antara magasid al-shari'ah dan al-giyas adalah di 
bagian “illah. Sebagaimana dijelaskan pada bagian makna magasid al- 
Shari'ah bahwa magasid al-shari ah tidak hanya berkaitan dengan untuk 
apa suatu hukum ditetapkan (hikmah, tujuan), tetapi berkaitan pula de- 
ngan mengapa hukum itu ditetapkan ('illah). Oleh karena itu menurut 
beberapa ulama bahwa Magasid al-shari'ah ada yang berkaitan dengan 
hikmah atau tujuan ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan 
dengan “illah atau motif (al-ba 'ith, al-da 'T atau al-mu 'aththir). Salah satu 
rukun al-giyas adalah “illah. Berarti “illah adalah bagian dari al-giyas, 


?9 Al-Amidi, al-Ihkam fi Usil, Jilid Il, Vol. III, 130. 
100 Taj al-Din “Abd al-Wahhab ibn “Alt al-Subki, Jam" a-Jawami fr Usil al-Figh (Bei- 
rut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2003), 84. 
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sementara magasid al-shari'ah juga memiliki hubungan dengan “illah 


sehingga inilah inti dari hubungan kedua metode ini. 


Tujuan dari semua penetapan hukum baik yang dihasilkan melalui 
metode al-giyas dan terlebih lagi hukum yang dihasilkan dari kajian 
magasid al-shart'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini merupakan 
tujuan tertinggi dari semua penetapan hukum, karena tidak mungkin 
hukum yang ditetapkan adalah untuk menyengsarakan masyarakat pelaku 
hukum. Kendatipun terjadi yang seakan-akan hukum membuat kesusahan, 
tetapi dapat dipastikan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya faktor 
internal (pemikiran, persepsi, perasaan, prasangka) atau eksternal (ling- 


kungan, pergaulan, masyarakat) mukallaf itu sendiri. 


Jika dikaitkan dengan khamar (berbagai jenis minuman keras dan 
obat-obat terlarang lainnya serta obat oplosan untuk difungsikan seperti 
khamar) seperti yang dicontohkan di atas, maka “illah larangan khamar 
adalah karena adanya zat yang dapat memabukkan. Hukum haram kha- 
mar dan teman-temannya bukan melihat sedikit ataupun banyak ia dikon- 
sumsi, tetapi ia diharamkan karena adanya zat atau unsur yang dapat 
memabukkan. Tujuan diharamkannya khamar tidak lain adalah untuk 
memelihara berbagai hal yang salah satunya adalah memelihara akal. Hal 
ini tidak lain adalah bentuk kemaslahatan. 


Hubungan yang digambarkan di atas dapat dilihat dalam skema beri- 
kut ini: 


Oiyas Illah, Magasid Ana Kemasla- 
y Motif al-Shari 'ah 2 ina hatan 
Tujuan 


2. Magasid al-Shar''ah dan al-Istihsan 


Al-istihsan yang berasal dari timbangan Uloel -ooetg uc) 


bermakna “menganggap adanya suatu kebaikan”. Maksudnya “mencari 
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yang paling baik untuk diikuti (diterapkan) karena pada dasarnya diperin- 


tahkan untuk melakukannya”.'”' 


Al-istihsan secara terminologi: 
1. 


Ata Gaal Owl Jl ad ega ye Jasa! 


Artinya: “meninggalkan keharusan melakukan al-giyas untuk mela- 
kukan al-giyas lain yang lebih kuat dari al-giyas sebelumnya”. 


Ditinggalkannya al-giyas ini karena pengaruhnya terhadap hukum sangat 
lemah bahkan membawa kepada kemudaratan, sementara ada al-giyas 
lain yakni al-istihsan memiliki pengaruh kuat terhadap hukum yang dapat 
membawa kepada kebaikan. Dalam mazhab al-hanafi al-giyas yang 
ditinggalkan adalah al-giyas al-jali, sementara maksud dari al-giyas yang 
lain adalah al-giyas al-khaft atau al-istihsan. 


Al-Istihsan dalam mazhab al-Maliki adalah: 


(anal! cegb Jal 


Artinya: “mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat” 
Y. Ta 1 P 
S Jeda lia Gpp Telan ISI 


Artinya: “memberlakukan kemaslahatan juz'1 ketika berhadapan de- 
ngan ketentuan umum”. 


101 Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal al-Sarkhisi, Usi! al-Sarakhst, Vol. Il 
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmtyah, 1993), 200. 

102 Husayn Muhammad Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuha wa Tatawwuruha — Usiluha wa 
Tatbigatuha, Vol. HI (Beirut: al-Maktabah al- Asriyah, 2001), 469. 

10 Al-Zuhaylt, Usil al-Figh, Vol. II, 738. 

104 Abu Ishag al-Shatibt, al-Muwafagat fi Usil al-Shari ah, Jilid Il, Vol. IV (al-Mamlakah 
al-Su uidiyah al- Arabiyah: Wuzarat al-Shu'in al-Islamtyah, t.th.), 148-149. 
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Berdasarkan definisi ini mazhab al-Maliki meninggalkan al-giyas 
karena bertentangan dengan al- 'urf yang telah dikenal luas atau karena 
dengan kemaslahatan yang lebih kuat atau juga karena dapat membawa 


kepada kesulitan dan kesusahan." 


Dalam mazhab al-Hanbali al-istihsan diartikan: 


“1 £ £ 
sdn apa 


Artinya: “meninggalkan suatu ketentuan hukum kepada ketentuan 


) 


hukum lain yang lebih kuat dari ketentuan hukum sebelumnya”. 


Meninggalkan atau berpalingnya dari satu hukum kepada hukum 
yang lebih kuat tentunya adalah untuk memelihara atau mendatangkan 
kemaslahatan dan menolak kemudaratan kepada seluruh masyarakat 


Islam. ' 


Dapat disimpulkan al-istihsan memiliki dua makna. Pertama, yaitu 
lebih mendahulukan al-giyas al-khaft (samar-samar) daripada melaksana- 
kan al-giyas al-jali (nyata) karena adanya dalil yang mendukung untuk 
melakukan al-giyas al-khafi. Kedua, memberlakukan hukum juz4 dari- 
pada melaksanakan hukum kullz (ketentuan umum) disebabkan adanya 


105 Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuha PVol. II, 472. Lihat juga Al-Zuhaylt, Usul al-Figh, Vol. 
II, 738. 

106 « Abd al-Lih ibn Ahmad ibn Oudamah, Rawdat al-Nazir wa Jannat al-Manazir fi Usul 
al-Figh “ala Madhhab al-Imam Ahmad ibn hanbal, Vol. I (Beirut-Lebanon: Mu'assa- 
sat al-Rayyan, 1998), 473. Lihat juga “Abd al-Karim ibn “Alt ibn Muhammad al- 
Namlah, Ithaf Dhawi al-Basa 'ir Sharh Rawdat al-Nazir wa Jannat al-Manazir, Jilid 
IV (Riyad: Dar al-“Asimah, 1996), 289-290. 

19 A1-Zuhaylt, Usil al-Figh, Vol. IL, 740. 

108 Giyas jali seperti yang disebutkan di atas adalah giyas yang dikenal dalam ilmu usil 

al-figh, yakni upaya yang dilakukan untuk menyamakan status hukum yang tidak 
diatur dalam nas (al-Our'an atau hadis) kepada status hukum suatu persoalan yang 


telah diatur dalam nas (al-Our'an atau hadis) disebabkan adanya persamaan “illah. 
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dalil khusus yang mendukung pelaksanaan hukum hukum juz 7 tersebut. 
Kedua makna ini kemudian dapat disatukan menjadi “menguatkan suatu 
dalil atas dalil lain yang berlawanan dengan tarjih yang diakui oleh sya- 
rak dan yang terpenting dalam al-istihsan adalah tercapainya riih al-hu- 


km” 109 


Mayoritas ulama menggunakan al-istihsan sebagai dalil atau metode 


110 
Imam 


dalam menjawab persoalan-persoalan baru dalam hukum Islam. 
Shafi'7 sendiri tidak menyebutkan al-istihsan sebagai salah satu dalil atau 
metode dalam mazhabnya, tetapi bukan berarti ia menolak secara mutlak. 
Ia hanya memperketat penggunaan al-istihsan agar tidak digunakan untuk 
kepentingan individu, kesenangan dan hawa nafsu serta menetapkan 
hukum tidak berdasarkan dalil yang kuat. Beberapa dari kalangan ulama 
menilai Imam Shafi”1 sebenarnya juga menggunakan al-istihsan. Hal ini 
dapat dilihat beberapa kali ia menggunakan kata al-istihsan secara 


langsung dalam menjawab persoalan hukum Islam" atau menggunakan 
kata lain “astahibbu dhalik- N$ ce.” yang menurut al-Sarakhsi tidak 


ada bedanya dengan “astahsinu- oem” 1? 


Letak hubungan antara magasid al-shari'ah dan al-istihsan adalah 
berada pada proses perpindahan hukum kepada hukum yang lain yang 


dipandang lebih kuat atau menguatkan salah satu dalil kepada dalil lain 


yang lebih kuat. Memang fungsi seperti ini secara eksplisit adalah konsep 


10 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 161 
dan 166. 

H0 Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuha, Vol. II, 474. 

1 Tbid., Vol. I, 179. Lihat al-Bannani, hashiyah al-“Allamah al-Bannani “ala Sharh al-Ja- 
lal Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli “ala Matn Jam" al-Jawami', Vol. 
II (Indonesia-Semarang: taha Putra, t.th.), 345. 

12 Af-Sarakhsi, Usiil al-Sarakhst, Vol. II, 201. 
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al-istihsan, tetapi sebenarnya di dalam diri magasid al-shari'ah pun 
secara implisit ada juga konsep serupa. Konsep tersebut terdapat pada 
kaidah berikut ini: 


1 Jilat antik Oa pai! 


Artinya: “dipandang perlu adanya pembedaan antara al-magasid 
dan al-wasa il”. 


Jika dipahami bahwa kaidah di atas adalah untuk menjelaskan bahwa 
al-magasid dan al-wasa'il atau al-wasilah (perantara, media) adalah ber- 
beda. Al-magasid adalah merupakan tujuan utama dari sesuatu sementara 
al-wasa 'il atau al-wasilah adalah perantara untuk menyampaikan kepada 
suatu tujuan. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa sementara al-wasa'il 
atau al-wasilah adalah perantara untuk tercapainya tujuan dari al- 
magasid atau magasid al-shari'ah. Oleh karena itu al-magasid dan al- 


wasa 'il atau al-wasilah perlu dibedakan fungsi keduanya. 


Jika dibuat contoh, misalnya dalam pembagian harta waris. Secara al- 
istihsan pembagian waris dapat dibagi secara faraid. Namun karena ada 
alasan lain, bahkan alasan ini cukup kuat untuk dipertimbangkan akhir- 
nya berpindahlah pembagian harta waris dari faraid ke cara yang lain 
misalnya membagi bagian secara rata tanpa membedakan jenis kelamin 
ahli waris. Adanya perpindahan ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan 


dan kerukunan antar ahli waris. 


Contoh di atas juga sejalan dengan magasid al-shari'ah. Dalam 
pandangan magasid al-shari'ah pembagian harta waris dengan cara 
faraid adalah lebih sesuai dengan yang ditentukan dalam nas. Namun ka- 
rena adanya alasan lain yang lebih dapat membuat para ahli waris dapat 


menerimanya maka akhirnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Cara pem- 


lg Al-Raysiint, al-Fikr al-Magasidi, 17. Mawardi, Figh Minoritas, 219. 
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bagian harta waris sebagaimana disebutkan dalam kaidah di atas sebagai 
al-wasilah, media atau sarana sementara secara al-magasid adalah terba- 
ginya harta waris dengan baik dan tercapainya kemaslahatan yang benar- 


benar dapat dirasakan oleh masing-masing oleh ahli waris. 


Untuk tercapainya kemaslahatan bersama di antara para ahli waris, 
apapun metode pembagian yang dalam hal ini disebut al-wasa'il atau al- 
wasilah adalah dapat digunakan asalkan tujuan (al-magasid) pembagian 
harta secara baik dan damai serta berbuah harmonis dapat tercapai. Proses 
pemilihan metode pembagian harta waris dari faraid ke pembagian bagi 
rata adalah merupakan perpindahan dari hukum satu ke hukum yang lain 


yang dalam hal ini ia sebagai al-wasa'il atau al-wasilah. 


Berarti dapat dikatakan bahwa magasid al-shari'ah dan al-istihsan 
memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya juga memiliki tugas 
yang sama berupa berpindahnya dari satu hukum ke hukum lain yang di- 
pandang lebih memiliki pengaruh yang kuat. Semuanya jika dilihat dari 
tujuan adalah sama-sama untuk kebaikan bersama. Hubungan yang 


digambarkan di atas dapat dilihat dalam skema berikut ini: 


al-Istihsan 


Perpindahan dari satu 
hukum ke hukum yang 
lebih kuat 


Kebaikan 


Magasid 
al-Shari'ah 


3. Magasid al-Shar''ah dan al-Maslahah 
Al-maslahah berasal dari timbangan 4s /Dhe “aka Teng diartikan 


sebagai Pl yaitu “kebaikan” atau sll ix» yaitu “kebalikan dari 
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kerusakan”."4 Ada juga yang memahami al-maslahah ini sebagai 1x1" 


yaitu “sesuatu yang bermanfaat”. Sesuatu yang mengandung kebaikan 
atau manfaat adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, ke- 
nyamanan dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenik- 
matan tersebut. Lawan dari manfaat adalah kerusakan atau mudarat yang 
merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, kepedihan 


dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratan tersebut. 
116 


Al-maslahah juga disebut sebagai sesuatu yang menolak kemudaratan 
dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai. 
Kesimpulan ini sejalan dengan pemahaman para ulama usul al-figh yang 
mengatakan bahwa al-maslahah adalah sebuah dalil atau metode yang 
digunakan dalam penemuan, penggalian dan penetapan hukum Islam. 
Proses ini dilakukan baik digali dari sumber hukum Islam (al-Gur'an dan 
Hadis) dengan menggunakan metode deduktif atau pun digali dari sumber 
empiris dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap terfokus 
untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan beserta 
media-media yang menyertainya. '' 

Mempertimbangkan kembali masih mutlaknya konsep al-maslahah, 
di antara para ulama usiil al-figh ada yang membatasi kemaslahatan. Hal 


ini dapat dipahami dari pesan yang dikemukakan iman al-Ghazalt: 


14 Thn Mangziir, Lisin al- Arab, 2479. 

15 Muhammad Sa'id Ramadan al-Biti, dawabit al-Maslahah ft al-Shart'ah al-Islamiyah 
(Beirut-Lebanon: Mw'assasat al-Risalah, 2001), 27. 

M0 Al-Razi, al-Mahsal, Vol. V, 157-158. 

17 Tbid. 
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alm Sonia 3 indra gd Tewadl JpeYI ola Site pakala 
YYA 2 a . « 

Paw PE 0 Sama x Jail 

Maksud dari kutipan di atas bahwa kemaslahatan yang dimaksud ha- 

nya dibatasi pada pemeliharaan maksud-maksud syarak berupa pemeli- 

haraan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Setiap kegiatan yang ter- 


kandung di dalamnya untuk memelihara kelima hal itu, disebut al- 


maslahah tetapi jika sebaliknya ia termasuk al-mafsadah. 


Para ulama usil al-figh membagi al-maslahah ke beberapa bagian 
yang dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi keberadaannya sebagai 
dalil atau metode, al-maslahah terbagi kepada al-maslahah al-mu 'ta- 


barah, al-maslahah al-mulghah dan al-maslahah al-mursalah. ni 


Al-maslahah al-mu 'tabarah adalah nilai kemaslahatan dalam suatu 
persoalan didukung syarak. Al-maslahah ini terbagi kepada dua yaitu al- 
munasib al-mu 'aththir dan al-munasib al-mula 'im. Al-munasib al-mu 'a- 
ththir adanya petunjuk secara langsung dari al-shari' terhadap kemas- 
lahatan suatu persoalan. Misalnya larangan berhubungan badan dengan 
perempuan yang sedang haid karena darah haid mengandung penyakit 
sebagaimana disebutkan dalam al-Our'an, 2: 222. Al-munasib al-mula 'im 
adalah tidak ada petunjuk secara langsung dari al-shari' baik dalam 
bentuk nas maupun al-ijma' tentang kemaslahatan yang dimaksud dan 
yang ada hanya petunjuk tidak langsung. Misalnya perwalian orang tua 


terhadap anak perempuannya dengan alasan belum dewasa. Hal inilah 


18 Al-Ghazali, al-Mustasfa ft lm, 174. 
19 Ybid., 173-174. Al-Raz1, al-Mahsal, Vol. V, 163, 165-166. Lihat juga al-Amidi, al- 
Ihkam fi Usil, Jilid Il, Vol. IV, 308. 
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yang menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan hal tersebut yaitu 


perwalian dalam harta milik anak kecil. 


Al-maslahah al-mulghah yaitu nilai kemaslahatan dalam suatu per- 
soalan tidak didukung atau bertentangan dengan syarak sehingga kemas- 
lahatannya pun ditolak. Akal memandang adanya kemaslahatan dalam 
suatu persoalan, tetapi syarak memiliki ketetapan sendiri sehingga kemas- 
lahatan menurut akal tersebut tidak sejalan dengan syarak. Misalnya ber- 
lebih-lebihan dalam beragama khususnya melaksanakan ibadah. Kondisi 
ini cenderung membuat seseorang menyampingkan kehidupan dunia 
misalnya tidak berumah tangga karena beranggapan dapat menjauhkan 
diri dari Tuhan. Dengan tidak berumah tangga seseorang dapat beribadat 
sepanjang hari dan malam tanpa istirahat. Pandangan itu secara akal dapat 
diterima, tetapi bertentangan dengan kehendak syarak yang menyatakan 
tidak ada kerahiban di dalam Islam. '' 


Al-maslahah al-mursalah atau al-istislah yaitu menurut pertimbangan 
akal adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu persoalan dan 
dipandang sejalan pula dengan kehendak syarak. Persoalannya hanya ke- 
maslahatan tersebut tidak didukung dan tidak pula ditolak syarak. Con- 
tohnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan manusia sekarang 
yang dipandang memiliki nilai kemaslahatan." Oleh karena itu kemas- 
lahatan pada kategori al-maslahah al-mursalah ini perlu pengkajian lebih 
lanjut untuk mengetahui apakah sejalan dengan kehendak syarak. Salah 
satu caranya melakukan kajian induktif terhadap berbagai nas yang ke- 


mudian diakhiri dengan konklusi terhadap kajian tersebut. 


120 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Vol. II (Jakarta: Logos, 1999), 329-330. 

11 Al-Zuhaylt, Usil al-Figh, Vol. II, 753-754. 

12 Tbid. Lihat juga Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih (Surabaya: 
Bina Ilmu, 1990), 117-118. 
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Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ulama 
usul al-figh membagi al-maslahah ke dalam tiga bagian. Ketiga bagian 
yang dimaksud adalah al-maslahah al-darurityah, al-maslahah al-hajiyah 


dan al-maslahah al-tahsiniyah. 


Dalam mengkaji atau menetapkan suatu persoalan hukum mengguna- 
kan al-maslahah, para ulama usul al-figh menentukan beberapa syarat. 
Suatu persoalan hukum yang dipandang memiliki kemaslahatan disyarat- 
kan mesti termasuk persoalan yang primer (dariiriyah), kemaslahatannya 
dapat dipastikan ada (gat 7), bukan termasuk khayalan atau dalam bentuk 
prediksi, dapat diterima akal sehat (ma 'giil), kemaslahatannya universal 
atau menyeluruh (kulli) ke setiap lapisan masyarakat, dan tidak berten- 


tangan dengan hukum yang telah ditetapkan nas dan ijma”'? 


Letak hubungan antara magasid al-shari'ah dan al-maslahah adalah 
berada pada kesamaan teori yaitu keduanya membahas tentang al-masla- 
hah al-darurtyah, al-maslahah al-hajiyah dan al-maslahah al-tahsiniyah. 
Ketiga hal ini berujung pada suatu tujuan yang disebut kemaslahatan dan 
pada kenyataannya keduanya juga sama-sama membahas tentang kemas- 
lahatan. Kemaslahatan itu pun kembali kepada tiga hal yang disebutkan 
sebelumnya yaitu kemaslahatan primer (daruriyah), sekunder (hajiyah) 


dan tersier (tahsiniyah). 


Terbaginya tiga macam kemaslahatan tersebut secara otomatis 
menunjukkan adanya kemaslahatan yang bertingkat. Untuk memperoleh 
tingkatan ini mesti dilakukan dengan pengkajian dan tentunya juga terkait 
dengan kategori-kategori tertentu atau bahkan termasuk syarat-syarat ter- 
tentu agar dapat disebut mengandung kemaslahatan. Khusus terkait de- 
ngan syarat ini baik magasid al-shari'ah atau pun al-maslahah sama- 


sama menentukan syarat terhadap sesuatu agar dapat disebut sebagai 


12 Al-Ghazali, al-Mustasfi ft "Ilm, 176. Khallaf, Tlm Usil al-Figh, 85. Mallah, al-Fatwa: 
Nash 'atuha , Vol. II, 494. 
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kemaslahatan. Maksudnya adalah bahwa syarat-syarat yang ditentukan 
al-maslahah adalah syarat-syarat yang ditentukan pula oleh magasid al- 
Shari ah. Hubungan yang digambarkan di atas dapat dilihat dalam skema 


berikut ini: 


al-darirityah 


al-Maslahah 


Kemaslahatan al-hajiyah 


Magasid 
al-shari 'ah 


al-tahsiniyah 


Contoh pada persoalan ini sangat banyak. Contoh tersebut terutama 
berkaitan dengan al-maslahah al-mursalah. Metode ini lebih spesifik 
mengkaji persoalan-persoalan baru yang terjadi dalam kehidupan ma- 
nusia. Misalnya berbagai aturan hukum, berbagai bisnis, berbagai media 
teknologi, berbagai lembaga dan banyak macamnya. Semuanya diguna- 
kan untuk kepentingan bersama asalkan kemaslahatan ini tidak ber- 
tentangan dengan syarat-syarat kemaslahatan sebagaimana yang disebut- 


kan sebelumnya. 
4. Magasid al-Shart'ah dan al-Dhari'ah 

Al-dhari'ah secara etimologi diartikan sebagai &..4| “perantara, me- 
dia atau suatu jalan” atau » &Jl Jl wd! “sebagai sebab (untuk menuju) 


kepada sesuatu”. "' Dalam pandangan para ulama usil al-figh bahwa al- 


dhari 'ah adalah: 


“2 II Wa J3 Alang OS La 


12 Ton Mangzur, Lisan al- “Arab, 1498. dayf, et. al., al-Mu jam al-Wasig311. 


128 Al-Jawziyah, I lam al-Muwaggi Tn, Vol. IV, 553. 
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Artinya: “apa-apa yang menjadi perantara dan menjadi jalan menu- 
ju sesuatu”. 


ap al Jl Jangan 


Artinya: “suatu jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu 
yang lainnya”. 


Al-dhari'ah secara terminologi adalah: 


Kondaaa gl Bekanita pil! ls 06 Lelga padi Jl Gp la Alomgll D 

YNA TAK TE editan 
Artinya: “perantara dan jalan kepada sesuatu baik sesuatu itu ber- 
bentuk kerusakan atau kebaikan, perkataan atau perbuatan”. 


3 5 (NP “3 . P3 
pajak! tadi y) Belanda Jo Jati! Pain tadll Jl Jogi (2 
YYA 
Imas 5 asih! 
Artinya: “yang menyampaikan kepada sesuatu baik berupa yang 
dilarang karena mengandung kerusakan atau kepada sesuatu yang 
disuruh karena mengandung kebaikan”. 


16 A1-Zuhaylt, Usil al-Figh, Vol. II, 902. Mallah, al-Fatwa: Nash'atuha PVol. II, 531. 

127 «Abd al-Karim Zaydan, Al-Wajz fi Usil al-Figh (Beirut-Lebanon: Mua'assasat al- 
Risalah, 1998), 245. 

128 Muhmmad Zakariy3 al-Bardisi, Usiil al-Figh (Kairo: Dar al-Thagafah, t.th), 354. 
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AA Ka OA ora AG LA Gila latian La all, 
al ll II TAN ab #LIN Jl dpt Kiat ip JUS 


Mala pda) ala Ga ag 
Artinya: al-dhart 'ah adalah perantara atau jalan yang dapat mem- 
bawa kepada yang diharamkan atau kepada yang dibolehkan. Jalan 
yang membawa kepada yang diharamkan hukumnya haram dan jalan 
yang membawa kepada yang dibolehkan hukumnya boleh. Hal-hal 
yang membuat tidak dapat dilaksanakannya suatu kewajiban kecuali 
melaksanakan wasilah itu, maka menunaikan wasilah juga wajib”. 


Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa al-dhari 'ah adalah 
suatu media atau perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan 
atau mengantarkan kepada suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut 
dapat berupa kemaslahatan untuk manusia baik individu ataupun 
universal, atau tujuan yang berupa keburukan, kesulitan dan kemudaratan 


untuk manusia secara individu ataupun universal. 


Media atau perantara yang menyampaikan kepada kebaikan diboleh- 
kan bahkan diwajibkan untuk dilakukan, sementara media atau perantara 
yang bisa menyampaikan kepada kerusakan atau keburukan tidak boleh 
atau haram untuk dilakukan. Di samping sebagai media, al-dhari 'ah juga 
mengandung pengertian sebagai akibat dari suatu perbuatan (akibat hu- 


kum). Akibat ini dapat berupa kebaikan dan dapat pula berupa keburukan. 


Berdasarkan adanya dua capaian yang diantarkan oleh al-dhari'ah 
maka al-dhart'ah lebih populer disebut memiliki dua kemungkinan." 
Al-dhari'ah yang mengantarkan kepada kemaslahatan harus dibuka (fath), 


sementara yang mengantarkan kepada kemudaratan harus ditutup 


12 Abu Zahrah, Usil al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), 228. 
10 Zaydan, al-Wajiz fi Usil, 245. 
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(sadd)."' Al-dhari'ah atau media yang mengantarkan kepada kemasla- 
hatan diartikan sebagai media yang halal, mubah bahkan wajib dilakukan 
sehingga disebut fath al-dhari'ah.'” Al-dhari'ah atau media yang dapat 
mengantarkan kepada kemudaratan diartikan sebagai media yang haram 
dilakukan sehingga disebut sadd al-dhari'ah. Hal ini sebagaimana yang 
dikatakan al-Ourafft: 


NTT : Pe Pa : 
P3 DAS 03 LA arie Eka ja 


Artinya: “al-dhari'ah itu sebagaimana wajib untuk menutup jalan 
karena menuju keburukan, wajib pula membuka jalan karena menuju 
kebaikan atau karena makruh, sunah, mubah”. 


Para ulama usul al-figh merumuskan sebuah kaidah fath al-dhart'ah 


sebagai berikut: 
Yr 


| ala P0) aj RL 


Artinya: “Sesuatu (ibadah atau muamalah) yang wajib tidak sem- 
purna kecuali dengan al-dhari'ah, maka melaksanakan al-dhari ah 
adalah wajib”. 


Begitu juga para ulama merumuskan sebuah kaidah sadd al-dhari ah 


sebagai berikut: 


H1 Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuhi Nol. 11, 531. 

132 Abu Zahrah, Usil al-Figh, 228-229. 

33 Al-Bardisi, Usii al-Figh, 359. 

134 Abti hasan al-Ba'I1 al-hanbali, al-Gawa'id wa al-Fawa'id al-Usiilyah wama Yata'allag 
biha min al-Ahkam al-Far'tyah (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmtyah, 2001), 
81. Lihat juga “Alt Ahmad al-Nadwi, al-Gawa'id al-Fightyah: Mafhtimuha Nash'atu- 
ha Tatawwuruha Dirasat Mu'allafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tatbigatuha (Da- 
maskus: Dar al-Galam, 2000), 106. 


52 Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 


selat 


Artinya: — “jalan apa saja yang menyampaikan kepada yang haram, 
maka jalan itu pun diharamkan”. 


Apabila ingin mengetahui kemungkinan-kemungkinan baik yang bisa 
mengantarkan kepada kemaslahatan atau mengantarkan kepada kemuda- 
ratan, para pengkaji hukum Islam mesti melihat tiga hal yaitu tujuan yang 
telah direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan al- 
dhart'ah dan hasil (al-natijah) dari pelaksanaan al-dhart'ah atau dalam 
bahasa al-Shatibt yaitu al-nazr fr malat al-af'al."S Ketiga hal ini mesti 
dilihat sebagai satu kesatuan yang integratif. Apabila melalui analisis- 
prediksi yang kuat telah dapat diketahui tujuan dari suatu tindakan ber- 
buah (al-natijah) kemaslahatan atau baru diketahui setelah adanya hasil 
(al-natijah) maka pelaksanaan al-dhari'ah mesti dibuka secara luas. Na- 
mun apabila melalui analisis-prediksi yang kuat telah dapat diketahui 
tujuan dari suatu tindakan berbuah (al-natijah) kemudaratan atau baru 
diketahui setelah adanya hasil (al-natijah), maka pelaksanaan al-dhari 'ah 
mesti ditutup serapat-rapatnya. 


Letak hubungan antara magasid al-shari'ah dan al-dhari'ah adalah 
berada di al-wasilah (perantara, media atau suatu jalan). Terkait dengan 


hubungan ini terdapat sebuah kaidah: 


YYV 
Artinya: “al-wasa'il (wasilah-wasilah) adalah menempati hukum al- 
magasid”. 


38 “Izz al-Din ibn “Abd al-Salim, Oawa 'id al-Ahkam fi Masdlih al-Anam, Jilid II, (Beirut- 
Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1999), 141. 

336 Al-Shatibi, al-Muwafagat, Jilid Il, Vol. IV, 140-141. 

37 Al-Salam, Oawa 'id al-Ahkam, Jilid 1, 39. 
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Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum al-wasa'il adalah mengikuti 
hukum al-magasid. Jika hukum dari al-magasid adalah wajib, maka 
wajib pula hukum bagi al-wasa'il. 


Kaidah ini juga tidak bertentangan dengan kaidah di bawah ini: 


bi Jilauglg Jaobak! Uya jae 


Atinya: “perlu adanya pembedaan antara al-magasid dan al-wasa'il. 


|) 


Pembedaan dalam kaidah ini maksudnya agar dapat dibedakan mana 
yang disebut sebagai perantara dan mana yang disebut sebagai tujuan. 
Dengan adanya pembedaan ini dapat diketahui peran masing-masing dan 


ketika ditemukan adanya kesesuaian antara al-magasid dan al-wasa'il 


atau sebaliknya maka berlakulah kaidah set! &- Slugl bahwa hukum al- 


wasa 'il menempati hukum al-magasid. 


Hubungan magasid al-sharr'ah dan al-dhari'ah lainnya adalah 
berada di tujuan atau hasil atau akibat dari suatu persoalan. Tujuan akhir 
dari magasid 'al-shari'ah adalah tercapainya kemaslahatan dan 
terhindarnya kemudaratan maka begitu juga al-dhari'ah yang tujuan 
akhirnya juga adalah tercapainya kemaslahatan (fath al-dhari'ah) dan 


terhindarnya kemudaratan (sadd al-dhari ah). 


Bi — 


Al-Dhari'ah Wajib: boleh 


Haram, 


Magasid Tidak Boleh 


al-sharti ah 


tiki Al-Raysiini, al-Fikr al-Magasidi, 17. Mawardi, Figh Minoritas, 219. 
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Di antara banyak contoh tentang hal ini adalah misalnya tentang 
demonstrasi. Jika demonstrasi ini dilakukan dengan baik dan tidak anar- 
kis maka ia bisa menyampaikan kepada kebaikan sebagaimana yang men- 
jadi tujuan dari magasid al-shari'ah. Oleh karena itu demonstrasi seperti 
ini dapat dibolehkan karena mengandung kemaslahatan sehingga dapat 
disebut fath al-dhari'ah. Namun jika demonstrasi ini dilakukan secara 
anarkis dan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum atau situs dan lokus 
yang dilindungi maka demonstrasi tersebut mesti dilarang karena me- 


ngandung kemudaratan sehingga ia dapat disebut sadd al-dhari ah. 

G. Hubungan Magasid al-Shari'ah dengan al-Oawza'id al- 
Fighryah 
Al-Oawi@ 'id al-Fighiyah (kid! as!53|) merupakan dua kata yang me- 


miliki makna tersendiri. Al-Oawa'id merupakan jamak dari al-ga 'idah 


(&ueWI) yang secara bahasa diartikan al-asas (Sl) yaitu “basis, dasar, 


pondasi” atau sWJl epblulsusa RE 19 Yaitu “pilar untuk berdirinya sebuah 


bangunan”. Adapun secara istilah al-ga 'idah adalah: 


yg. £ 
Artinya: “ketentuan (aturan) umum (menyeluruh) yang meliputi se- 


mua bagian-bagiannya supaya dapat mengetahui hukum-hukumnya 
berdasarkan ketentuan umum itu”. 


Ada juga yang mengartikan: 


11 £.. : : N si .$ 
da LK Sal ian pin Je Jalan GA Jl gel Kb 


39 Muhammad Bakr Isma'Il, al-Oawa'id al-Fightyah baina al-Asalah wa al-Tawjih (t.t: 
Dar al-Manar, 1997), 5. 
10 Tbid., 6. 
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Artinya: “ketentuan (aturan) yang mayoritas atau kebanyakannya 
meliputi sebagian besar bagian-bagiannya agar dapat diketahui hu- 
kum-hukumnya dari ketentuan aghlabi tersebut”. 


Secara istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan al- 
ga'idah. Definisi yang pertama dikemukakan oleh para ulama nahwu 
sedangkan definisi kedua dikemukakan para ulama fikih. Pada pengertian 


pertama disebutkan bahwa al-ga 'idah adalah ketentuan atau aturan yang 


bersifat menyeluruh ($ —, sementara pada pengertian yang kedua al- 


ga 'idah lebih disebut sebagai ketentuan atau aturan yang mayoritasnya 


(ki — ia meliputi persoalan-persoalan fikih, bukan eksistensinya 


sebagai kaidah atau aturan yang menyeluruh sehingga dapat meliputi 
semua hal. 


Kata al-fighryah yang merupakan nisbah dari asal kata al-figh (“1 


»142 


diartikan “paham” “ yaitu mengetahui suatu persoalan dan memahami- 


»143 


nya dengan baik atau “paham dan cerdas” “ sehingga mampu mengeta- 


hui maksud terdalam dari suatu persoalan. Secara istilah al-figh diartikan: 
| Adat We oya Kelal Ras BII (KAL Al 


Artinya: “suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak bersifat “ama- 
Ityah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”. 


MW adkamidl BY! oya 3535 LI AalaaI Ras, SY II 


MI Muhammad sidgi ibn Ahmad al-Bumi, al-Wajiz ft Idih Oawa'id al-Fighiyah al- 
Kulliyah (Riyad: Mw'assasah al-Risalah, 1982), 13-14. 

12 Yon Mangzir, Lisan al- Arab, 3450. 

143 dayf, et al., al-Mu jam al-Wasit, 698. 

M4 “(mar Sulaymin al-Ashgar, al-Madkhal ila al-sari'ah wa al-Figh al-Islamt (Yorda- 
nia: Dar al-Nafa'is, 2005), 36. 
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Artinya: “ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak yang 


, 


bersifat 'amaliyah yang diambil (dikaji) dari dalil-dalil yang rinci”. 
dal aa Tel Kel (KAL dll 


Artinya: “suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat 
amaliyah beserta dengan dalil-dalilnya” 


MO Gal Kala! #ESSI Regae 


Artinya: “kumpulan hukum-hukum “amaliyah yang disyariatkan da- 
lam Islam” 


Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih 
adalah kumpulan aturan yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang 
mukallaf. Perbuatan tersebut dipastikan ada yang berkaitan dengan 
perintah untuk dilaksanakan (wajib dan sunnah) atau ditinggalkan (haram 
dan makruh) dan ada yang berkaitan dengan pilihan untuk dilaksanakan 
atau ditinggalkan (mubah). Pada dasarnya setiap ketentuan yang meng- 
atur suatu perbuatan disebut fikih, walaupun ketentuan tersebut tidak ber- 
sumber langsung dari al-Our'an dan Hadis asalkan tidak bertentangan 


dengan kedua sumber tersebut maka ia disebut ketentuan hukum. 


Selanjutnya jika kata al-yawa'id dan al-fighiyah ini disatukan maka 


ia pengertian dari kedua kata ini adalah: 


“ala kain! SS - dia Sya alel & 


45 Nasr Farid Muhammad Wasil, al-Madkhal al-Wasit Lidirasat al-Shari'ah al-Islamtyah 
wa al-Figh wa al-Tashri (Mesir: al-Maktabah al-Tawfigiyah, t.th.), 20. 

46 Mustafa Ahmad al-Zarga, al-Madkhal al-Fighy al- “Am, Vol. I (Damaskus: Dar al- 
Oalam, 2004), 65-66. 

17 Tbid., 66. 
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Artinya: “suatu aturan (norma) yang mayoritasnya ia meliputi per- 
soalan-persoalan hukum fikih yang dengan aturan (norma) itu dapat 
ditentukan secara langsung status hukum fikih Guz 'iyat)”. 


(Ja La pi La Saya KE Rasa 3 oi Kb 


Artinya: “suatu aturan (norma) yang bersifat syar T pada ketentuan 


144 


yang mayoritasnya meliputi persoalan yang dengan aturan (norma) 
itu dapat ditentukan hukum-hukum yang menjadi bagian (di bawah) 
dari aturan (norma) itu”. 


egg Ilir (EA Je Baik Jas LK LA Key Inah 


Artinya: “ketentuan syar'tyah yang bersifat “amaliyah universal 


| 


(umum) yang mana ia mengandung hukum-hukum juz 'iyat (fikih) 
sesuai dengan topiknya masing-masing”. 


Any pas label (jaka Ap ygiwa Beng Koma BLS A13 Jyel 
engan CE Jaa al Salak G kal 


Artinya: “asas (pokok-pokok) fikih yang bersifat universal dalam 
bentuk teks-teks ringkas yang dibuat dalam perundang-undangan 
suatu negara yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang telah 
ditetapkan untuk umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di 
bawah naungannya. 


Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat 
dikemukakan bahwa al-gawa 'id al-fighiyah adalah suatu pedoman, suatu 


18 Tmad “Alt Jum'ah, al-Oawa 'id al-Fighiyah al-Muyassarah (t.t: Silsilah al- “Ulum al- 
Islamtyah al-Muyassarah, 2006), 9. 

149 Al-Nadwi, al-Gawa'id al-Fightyah, 43. 

150 Muhammad “Uthman Shibir, al-Gawa'id al-Kulliyah wa al-dawabit al-Fighityah fi al- 
Shari'ah al-Islamtyah (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2006), 18. 

B1 AJ-Zarga, al-Madkhal al-Fighy, Vol. IL, 965. 
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norma, suatu ketentuan atau suatu aturan yang bersifat mayoritasnya ia 
meliputi persoalan-persoalan fikih (hukum Islam) yang menjadi bagian 
ruang lingkupnya sesuai dengan tema atau topik masing-masing. Namun 
ada juga yang mengartikan al-gawa'id al-fighiyah bukan sebagai yang 
mayoritasnya, tetapi ia merupakan pedoman, norma, ketentuan atau 


aturan yang bersifat universal (($ atau menyeluruh) sehingga ia dapat 


meliputi semua persoalan fikih. Jelasnya ada yang memahami al-gawa 'id 


al-fightyah sebagai kaidah yang eksistensinya bersifat mayoritas, ada pula 


yang memahaminya sebagai kaidah yang universal (, £ atau menyeluruh). 


Namun jika perbedaan ini dipahami tampaknya perbedaan ini hanya 
terjadi pada perbedaan kata. Jika hal ini diperhatikan kembali bahwa 


walaupun ada yang memahami al-gawa'id al-fightyah sebagai kaidah 


yang universal (, £) tetapi secara logika tidak mungkin misalnya ada satu 


kaidah yang mana ia bersifat universal sehingga berfungsi untuk seluruh 
persoalan fikih. Pada kenyataannya teks-teks al-gawa'id al-fighiyah 
memang sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa satu kaidah fikih 
tidak dapat menjadi universal. Namun jika dikatakan bahwa al-gawa'id 


al-fighiyah adalah kaidah universal ( $) untuk seluruh tema atau topiknya 


maka pengertian seperti ini dapat diterima logika. Atinya keuniversalan 
al-gaw@a'id al-fighiyah adalah diperuntukkan pada tema atau topiknya 
sendiri, bukan melingkupi topik yang lain. 

Al-gawa 'id al-fighiyah ini walaupun baru ditulis dan dibukukan pada 
abad ke empat Hijriyah,"” tetapi kehadiran dan wujudnya telah ada sejak 
adanya Islam, terlebih lagi kaidah-kaidah asasiyah yang langsung 
memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat- 


122 Muhammad ibn Hamid al-Wa'lI, al-Oawa 'id al-Fighiyah: Tarikhuha wa Atharuha ft 
al-Figh (Madinah al-Munawwarah: al-Rahab, 1987), 19. 
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ayat al-Guran yang mengandung kaidah-kaidah yang kemudian disusun 
dan dirumuskan sehingga menjadi suatu pedoman sebagaimana yang 
dikenal saat ini. Begitu juga dengan kumpulan kata-kata yang diucapkan 
Nabi (Hadis) sekalipun dengan bahasa dan kata-kata yang ringkas tetapi 
mengandung berbagai makna. Inilah yang kemudian mendorong timbul- 
nya al-gawd 'id al-fighiyah.' 

Selanjutnya para ulama membagi al-gawa 'id al-fighiyah kepada yang 
kaidah-kaidah asasiyah dan kaidah-kaidah ghair asasiyah. Kaidah-kaidah 
asasiyah disebut juga sebagai al-gawa 'id al-kulliyah al-kubra yaitu kai- 
dah-kaidah kulli yang besar. Disebut demikian karena ia lebih universal 
(ashmal) dan lebih umum (a'amm) dari kaidah-kaidah lainnya sehingga 
dengan keberadaan ini ia dapat menampung berbagai hukum fikih dan 
persoalan-persoalan fikih. Besarnya fungsi yang dapat dimainkan 
menjadikan al-gawa 'id al-kulliyah al-kubra disepakati oleh para ulama 
untuk diterima dan digunakan." Dengan posisi demikian kaidah-kaidah 
ini disebut juga sebagai mabnd al-figh'” atau tempat dibangunnya hukum 
fikih. 


Kaidah-kaidah asasiyah atau al-gaw@'id al-kulliyah al-kubra ini 


berjumlah sebanyak lima kaidah yaitu: 


SLS Jp Y aa 


Artinya: “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena 
keraguan”. 


153 Tsma'il, al-Gawa'id al-Fighiyah, 18. 
184 salih ibn Ghanim al-Sadlan, al-Oawa 'id al-Fightyah al-Kubra wa ma Tafarra'a 'anha 
(Riyad: Dar Balansiyah, 1417), 9. 
39 Taj al-Din al-Subki, al-Ashbah wa al-Naza'ir, Vol 1 (Lebanon: Dar al-9utb al- 
“Ilmiyah, 1991), 12. 
156 Jalal al-Din “Abd al-Rahman al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza 'ir (Beirut-Lebanon: Dar 
al-Kutub al-Ilmtyah, 1983), 7-8. 


60 Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 


pama JL AAA 


Artinya: “kesulitan itu membutuhkan kemudahan”. 


Ily pall 


Artinya: “kemudaratan itu harus dihilangkan”. 
AX6 35Ull 


Artinya: “adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman (metode 
penetapan) hukum”. 


Insuoli 330 YI 


Artinya: “setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud”. 


Adapun kaidah-kaidah ghair asasiyah adalah kaidah-kaidah yang 
bukan termasuk kaidah-kaidah dasar yang memiliki keuniversalan 
sebagaimana kaidah-kaidah asasiyah, sehingga ia juga disebut sebagai al- 
gawa 'id al-kulltyah ghair al-kubra yaitu kaidah-kaidah kuli yang bukan 
besar atau tidak memiliki cakupan yang luas. Disebut seperti itu karena 
kaidah-kaidah ini hanya sebagai kaidah pelengkap atau pendukung dari 
kaidah-kaidah asasiyah. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa al-gawa'id 
al-kulltyah ghair al-kubra merupakan kaidah-kaidah sub bahkan sub sub 
dari kaidah-kaidah asasiyah.'” 


Misalnya dalam sebuah kaidah asasiyah yang salah satunya (Jl, , 51). 


Sebagai kaidah asasiyah tentu ia memiliki kaidah-kaidah di bawahnya. 


157 Al-Sadlan, al-Gawa'id al-Fighiyah, 9. 
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Salah satunya seperti (2! Jzs! ag Da rall) atau (SEL Ha A1 »xdl) dan 
masih lagi kaidah-kaidah ghair asasiyah. ' 


Terlepas dari pembagian dan penyebutan istilah di atas, terdapat 
suatu pendapat yang menyimpulkan semua kaidah fikih. “1zz al-Din ibn 
“Abd al-Salam menyatakan bahwa yang paling pokok daripada segala 
pokok kaidah bahwa semua kaidah dan apa pun bentuknya kembali 
padanya yaitu: 


1 alih! gag Ela! He 


Artinya: “menarik Kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (keru- 
sakan)”. 


Inti dari kaidah di atas adalah segala sesuatu dapat dikembalikan ke- 
pada pencapaian kemaslahatan. Segala sesuatu tersebut adalah termasuk 
pula di dalamnya adalah hukum-hukum yang mengatur kehidupan 
manusia khususnya dalam tulisan ini disebut fikih. Hukum atau fikih 
ditetapkan adalah untuk kemaslahatan. Tercapainya suatu kemaslahatan 
berarti suatu aturan, ketentuan atau fikih dapat berfungsi untuk menolak 
kemudaratan yang berarti pula dengan ditolaknya kemudaratan seseorang 


akan memperoleh kemaslahatan.'9 


Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa 
letak hubungan antara magasid al-shari'ah dan al-gawa'id al-fightyah 
adalah sebagaimana kaidah pokok daripada segala kaidah. Maksudnya 
bahwa hubungan keduanya adalah berupaya untuk mendatangkan kemas- 


158 AI-Wa' II, al-Gawa'id al-Fightyah, 15. 

159 Al-Salam, Oawa 'id al-Ahkam, Vol. I, 16. Lihat juga Badar al-Din ibn Muhammad ibn 
Bahadur al-Zarkashi al-Shafi T, al-Manthiir fi al-Oawa'id, Vol 1 (Kuwait: Wuzarat 
al-Awgaf wa al-Shu'in al-Islamiyah, 1982), 18. 

100 Ybid. 
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lahatan dan sekaligus menjauhkan dan menolak kemudaratan. Salah satu 
fungsi dari magasid al-shari'ah adalah untuk mendatangkan kemas- 
lahatan baik untuk kepentingan dunia atau pun akhirat dan begitu juga 
dengan al-gawa'id al-fighiyah yang secara eksistensi bahwa misinya 
adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Hubung- 


an yang digambarkan di atas dapat dilihat dalam skema berikut ini: 


al-gawad 


al-fighiyah Menarik 


Kemaslahatan 


Menolak 
Magasid Kemudaratan 


al-Shari&ah 


H. Manfaat dan Pentingnya Mempelajari Magasid al- 
Sharr'ah 
Setiap ilmu dipastikan memiliki target-target tertentu yang ingin dica- 

pai sesuai dengan kedudukannya. Sama halnya dengan magasid al- 

Shari'ah, ia juga memiliki target-target yang dengannya dapat diperoleh 

manfaat. Di bawah ini diuraikan manfaat yang diharapkan dengan mem- 

pelajari magasid al-shari ah yaitu: ""' 

1. Untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan dan hukum, 
maka langkah yang dilakukan adalah lebih memprioritaskan kajian 
pada “illah, hikmah, maksud dan tujuan penetapan hukum baik yang 
bersifat juz '1yah (parsial) atau pun kulliyah (menyeluruh), umum atau 


Il A1-Khadimi, “Ilm al-Magasid, 51-52. 
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pun khusus. Dengan kajian yang dilakukan maka di situ dapat dikuak 
magasid al-shari ah. 

Memperkuat hujah ulama dalam melakukan penggalian (istinbat) hu- 
kum sesuai dengan kehendak magasid al-shart'ah. Termasuk pula 
dapat membantu ulama untuk memahami, menentukan dan memprak- 
tikkan hukum sesuai dengan kehendak magasid al-shari'ah. 


Memperkaya kajian usil al-figh yang khususnya berhubungan de- 
ngan magasid karena magasid juga berhubungan dengan al-giyas, al- 
maslahah, al- 'urf, al-dhara'7 dan kaidah-kaidah usul al-figh lainnya. 
Dengan bersandar pada magasid al-shari'ah dalam menetapkan hu- 
kum maka dapat meminimalisir perbedaan atau perselisihan di dalam 
hukum dan dapat menghindari terjadinya fanatisme bermazhab. Ter- 
masuk juga melalui kajian magasid al-shart'ah dapat digunakan 
untuk mengkoordinasikan berbagai pandangan yang berbeda dan 
menghindari terjadinya kontradiksi di antara pendapat-pendapat ter- 
sebut. 


Rekonsiliasi terhadap dua model berpikir yaitu antara yang meng- 
ambil makna lahiriah (tekstual) dari suatu teks dan yang mengambil 
makna batin, esensi (kontekstual) dari suatu teks tanpa menghilang- 
kan jati diri dari keduanya, sehingga dengan demikian hukum Islam 
terlihat berjalan dalam satu sistem yang sama tanpa adanya perbedaan 
dan kontradiksi di dalamnya. 


Membantu mukallaf untuk melaksanakan kewajiban semaksimal 
mungkin. Hal yang demikian itu jika mukallaf mengetahui maksud 
dari suatu ibadah, misalnya maksud ibadah haji yaitu untuk menyem- 
purnakan adab kepada Allah dan menghiasi diri dengan akhlak yang 
mulia, maka tentu ia akan beramal seoptimal mungkin untuk menca- 
pai derajat yang tinggi itu yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan. 

Membantu khatib, dai, guru, hakim, mufti, murshid (pembimbing da- 
lam dunia tasawuf), penstudi hukum Islam dan lainnya dalam menu- 
naikan tugas dan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak al-shari” 
dan kehendak baik dalam perintah atau pun larangan-Nya, bukan 


64 Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 


lajari magasid al-shart'ah diperoleh beberapa hal berikut ini: 


1. 


hanya berpegang pada makna tekstual suatu nas atau bukan pula 
terikat pada susunan lafal suatu teks semata. 


Dalam referensi yang lain juga disebutkan bahwa dengan mempe- 
162 


Dapat menjadi lampu dalam memahami hukum-hukum syarak yang 
digali dari dalil-dalilnya yang rinci baik dalam bentuk juz 7yah (par- 
sial) atau kultyah (keseluruhan). 

Membantu dalam memahami nas-nas syarak dan menafsirkannya se- 
cara benar serta tepat pula menerapkannya pada peristiwa-peristiwa 
yang terjadi. 

Membatasi maksud-maksud atau makna suatu lafal untuk menentu- 
kan maksud yang sebenarnya. Perlunya pembatasan ini karena suatu 
lafal terkadang memiliki banyak makna dan berbeda pula maksud- 
maksudnya, maka dengan adanya magasid ini dibatasilah makna- 
makna dan yang diambil adalah bersesuaian dengan magasid al- 
shari'ah. 


Sebagai dalil rujukan yang akurat dalam menetapkan status hukum 
suatu persoalan baru di mana tidak ada atau tidak ditemukan dalil 
yang pasti yang mengatur persoalan tersebut. Dalam mengkaji (jjti- 
had) persoalan-persoalan yang dimaksud disamping menggunakan 
magasid al-shari ah juga menggunakan pula perspektif al-giyas, al- 
itihsan, al-istislah dan metode-metode yang lain. Intinya semua ka- 
jian yang dilakukan mesti bersesuaian dengan spirit agama dan hu- 
kum-hukum dasar dari magasid al-shari'ah. 


Magasid al-shari 'ah dapat membantu para ahli baik mujtahid, hakim, 
ulama (fagih) untuk melakukan tarjih (mencari yang terkuat) ketika 
terjadinya kontradiksi antar dalil-dalil baik yang juz '1yah (parsial) 
atau kuliyah (keseluruhan) dalam kehidupan masyarakat. Dengan tar- 


12 Muhammad al-Zuhayli, Mawsii 'ah Oadaya Islamiyyah Mu Aasarah: Magasid al-Sha- 


ri 'ah, Vol. V (Damaskus: Dar Maktabi, 2009), 632-633. 
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Jih atau bahkan akhirnya kontradiksi itu dikompromikan (al-tawfig), 
yang jelas melalui magasid al-shari'ah dapat menetapkan hukum 
yang sesuai dengan kondisi masyarakat. @ 
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BAB 3 


MAOASID AL-SHARI'AH 
DI MATA USUL AL-FIOH 


Jika yang ditanyakan tentang kedudukan atau posisi magasid al-shari'ah 
dalam pandangan usii al-figh tampaknya ada beberapa jawaban yang da- 
pat dikemukakan di sini. 


A. Keberlanjutan Logika Illah Hukum 


Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa magasid al- 
Shari'ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki 


163 Dalam bahasa sederhana 


dengan ditetapkannya hukum pada manusia. 
magasid al-shari'ah adalah maksud atau tujuan ditetapkannya hukum. 
Jika pengertian ini diperhatikan kembali tampaknya posisi magasid al- 
Shart 'ah hanya berperan pada bagian untuk mencari tujuan Allah mene- 
tapkan hukum. Pertanyaan yang dapat digunakan untuk memahami tujuan 


adalah diawali dengan pertanyaan “untuk apa”, “apa maksud” atau “apa 


yang menjadi tujuan ditetapkannya sebuah hukum”. Untuk menjawab 


1 Al-Raysiint, al-Fikr al-Magasidi, 13. 
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pertanyaan ini tentu dipastikan menggunakan kata “supaya” atau kata 
“agar”. 

Tujuan ini berkaitan erat dengan suatu perbuatan yang akan dilak- 
sanakan atau telah dilaksanakan. Tujuan yang berkaitan dengan perbuatan 
yang akan dilaksanakan dapat bermakna sebagai rencana yang menjadi 
target, sementara tujuan yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang 
telah dilaksanakan terkait dengan target-target apa saja yang dapat dica- 
pai atau hal-hal apa saja yang dirasakan dan diperoleh setelah melaksa- 


nakan perbuatan itu. 


Untuk memudahkan memahami maksud atau tujuan ini dapat dicon- 
tohkan tentang adanya seseorang yang melaksanakan ibadah umrah setiap 
tahun. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa untuk mengetahui 
maksud atau tujuan orang itu melaksanakan ibadah umrah, mesti diawali 
dengan pertanyaan “apa”. Maksudnya apa yang menjadi tujuan seseorang 
melaksanakan ibadah umrah atau target apa saja yang ingin dicapai de- 
ngan melaksanakan ibadah umrah. Pertanyaan seperti ini aslinya memang 
merupakan bagian dari pertanyaan magasid al-shari'ah. Hal ini tentu ka- 
rena jika dilihat dari pengertian dan kedudukan magasid al-shari'ah sen- 
diri, pada dasarnya secara hakiki ia berada pada bagian mencari sebuah 
atau beberapa tujuan (magsad dengan jamak magasid). 

Permasalahan baru muncul ketika ada di antara ulama yang menya- 
takan bahwa magasid al-shari'ah adalah juga sebagai “illah. Dalam usii 
al-figh “illah adalah «dc &sUWl yaitu motif atau pembangkit adanya 
hukum. Arti lainnya yaitu sifat yang ada baik pada al-asl (peristiwa 


yang diatur atau terdapat dalam nas baik al-Gur'an atau hadis) ataupun 
pada al-far” (peristiwa yang tidak diatur atau terdapat dalam nas baik al- 


14 A1-Amidi, al-Ihkam ft Usil, Vol. IL, 56. 
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Our'an atau hadis) yang keduanya itu memiliki persamaan." Sifat inilah 
yang menjadi tanda adanya suatu ketentuan hukum, sehingga dengan 
adanya sifat ini menjadikan adanya hukum dan ketiadaan sifat itu juga 


menjadikan tidak adanya hukum.'? 


Jika dipahami dari pengertian di atas tampaknya posisi “llah itu ber- 
ada di belakang hukum (melatari adanya hukum) atau alasan adanya hu- 
kum. Untuk mengetahui “illah, disamping seperti yang dijelaskan pada 
bahasan mencari “illah (masalik al-'illah) juga secara sederhana ada kata 
khas yang digunakan. Kata khas yang dimaksud berbentuk sebuah per- 
tanyaan yaitu “mengapa”. Misalnya mengapa seseorang melaksanakan 
ibadah umrah setiap tahun. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu dipas- 


tikan menggunakan kata khas pula yaitu “karena”. 


Jika ditelaah kembali deskripsi di atas dapat dipahami bahwa posisi 
magasid al-shart'ah sebagai keberlanjutan “illah suatu hukum. Hal ini 
dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ada sebuah ketentuan hukum, mi- 
salnya musafir yang mencapai perjalanan sebanyak dua marhalah boleh 
tidak berpuasa. Pertanyaan untuk mencari “i/lah terkait dengan hukum di 
atas adalah “mengapa musafir tersebut dibolehkan tidak berpuasa”, ja- 
wabannya “karena adanya safar atau perjalanan”. Selanjutnya pertanyaan 
untuk mengetahui magasid al-shari'ah adalah “apa tujuan hukum dibo- 
lehkan bagi musafir tidak berpuasa”, jawabannya “agar tidak menim- 
bulkan kesulitan bagi musafir” atau “untuk memudahkan musafir mela- 
kukan perjalanan”. Inilah yang dimaksud bahwa magasid al-shari'ah se- 
bagai keberlanjutan “/lah suatu hukum. 


165 Muhamad ibn “Ali al-Shawkani, Irshad al-Fuhal ila Tahgig al-hagg min Ilm al-Usul 
(Riyad: Dar al-Fadilah, 2000), 863. 
16 A1-Zuhaylt, Usil al-Figh, Vol. 1, 646. 
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B. Pengkaji Hikmah Hukum 
Pada bahasan sebelumnya jika disepakati maka dapat dikatakan bah- 


wa magisid al-shari ah melanjutkan kajian dari “i/lah hukum. Pertanyaan 
yang digunakan untuk mencari magasid al-shari'ah sebagaimana dise- 
butkan sebelumnya memerlukan jawaban yang diawali dengan kata “u- 
ntuk” atau “agar”. Dua kata ini sangat berkaitan dengan hikmah yang 
maksudnya hikmah adanya hukum, sehingga magasid al-shart 'ah pun 


tidak lain adalah sebagai pengkaji hikmah adanya hukum. 


Jika ada yang ingin menyamakan “llah dan hikmah tampaknya me- 
nimbulkan persoalan yang baru. Hal yang dipastikan adalah persoalan 
yang terkait dengan makna bahasa bahwa maksud atau tujuan dan “illah 
merupakan dua unsur yang berbeda. Jika keduanya disamakan tentu 
menimbulkan inkonsistensi terhadap makna hakiki magasid al-shari'ah. 
Oleh karena itu dipandang tidak memungkinkan jika menyatakan bahwa 
magasid al-shart 'ah dapat berperan sebagai pengkaji maksud atau tujuan 
ditetapkannya suatu hukum, juga sekaligus sebagai “i/lah timbulnya hu- 
kum. Namun demikian konsekuensi yang harus dihadapi bahwa dengan 
mengembalikan magasid al-shari'ah ke fungsi asal seperti yang dipahami 
dari segi bahasa menimbulkan akibat lain yang berkelanjutan. Akibat 
tersebut magasid al-shari'ah hanya berperan untuk mengkaji hikmah 


adanya hukum sehingga kedudukannya pun tidak lebih dari filsafat. 
Peran hikmah sangat berbeda dengan peran yang dimiliki “illah. Jika 


“illah berperan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum maka hik- 
mah tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki “llah. Suatu hu- 
kum tidak bisa ditetapkan hanya karena pertimbangan hikmah. Kendati- 
pun dalam sebuah ketetapan hukum dinilai ada peran magasid al-shari'ah, 
tetapi sudah dipastikan eksistensi magasid al-shari'ah hanya sebagai 
pendukung, bukan hal yang utama dalam menentukan sebuah ketetapan, 
walaupun juga sangat disadari agar sebuah hukum dapat terlepas dari 
“cengkeraman” kajian-kajian kebahasaan, hadirnya magasid al-shari'ah 


sangat diperlukan. 
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Menempatkan magasid al-shari 'ah pada posisi yang sangat penting 
adalah hal yang patut didukung, terlebih lagi jika melihat dari hasil pem- 
bacaan sejarah tentang keterlibatan magasid al-shart'ah dalam setiap 
ketetapan hukum. Namun persoalan yang justru muncul ketika ingin 
menjadikan magasid al-shart ah sebagai pemberi pertimbangan dan seka- 
ligus sebagai metode penetapan hukum Islam adalah terkait dengan kon- 
sep magasid al-shart 'ah itu sendiri. 

Jika mengikuti apa yang dikemukakan sebelumnya bahwa magasid 
al-shari 'ah adalah sebagai keberlanjutan dari logika “i/lah hukum sehing- 
ga ia pun mendapat bagian sebagai pengkaji hikmah hukum maka dilihat 
dari konsepnya, magasid al-shari'ah berada pada bagian akhir atau di 
urutan terakhir setelah munculnya hukum. Kendatipun hikmah dapat di- 
prediksi terlebih dahulu, tetapi hikmah yang sebenarnya adalah baru 
dapat diketahui secara sebenarnya setelah hukum itu diterapkan atau di- 
laksanakan. Hal ini pun dipastikan setiap orang akan mengalami dan 
merasakan hikmah yang berbeda-beda dan antara satu dengan yang lain- 
nya merasakan dan menjelaskan hikmah yang berbeda-beda sesuai de- 
ngan pengalaman masing-masing. Oleh karena itu hikmah pun tidak da- 
pat dijadikan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum sebagaimana 


yang menjadi peran dari “lah. 


C. Pendukung Kajian Metode-Metode Usil al-Figh 
Disamping sebagai keberlanjutan logika “illah dan sebagai pengkaji 
hikmah hukum, magasid al-shari ah tampaknya juga menjadi pendukung 
dari beberapa metode usiil al-figh. Dikatakan demikian karena magasid 
al-shari 'ah tampaknya selalu ada di setiap hukum, tetapi bukan sebagai 
penentu melainkan sebagai pengkaji hikmah. Hikmah itu lebih erat de- 
ngan rahasia-rahasia (asrar) dibalik hukum. Rahasia-rahasia ini diperoleh 
melalui penelitian dan pemikiran yang serius sehingga ia pun lebih ber- 


nuansa filosofis. 
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Peran magasid al-shari'ah khususnya terkait dengan hikmah ini ada- 
lah untuk menjelaskan kepada pelaksana hukum (masyarakat) bahwa 
hukum yang ditetapkan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut 
tentu terkait dengan kebutuhan manusia yang salah satunya adalah kemu- 
dahan bagi manusia dalam melaksanakan hukum. Kemudahan ini didu- 
kung oleh nas yang tidak menginginkan manusia itu mengalami kesulitan 
dalam beragama. Semua itu tidak lain adalah untuk mewujudkan kebaik- 
an dan kemaslahatan kepada kehidupan manusia. Penjelasan seperti ini 
dipastikan dapat memberikan kedamaian kepada pelaksana hukum se- 
hingga mereka pun tunduk dengan perintah atau pun larangan yang diten- 
tukan dalam Islam. Peran magasid al-shari ah dalam bidang yang seperti 
ini tepatnya dikatakan sebagai pendukung hasil kajian dari metode- 
metode usil al-figh. 


Hal lainnya sebagaimana diketahui bahwa al-OGur'an dan Hadis Nabi 
Muhammad SAW adalah sebagai sumber hukum Islam. Sumber, tentu se- 
gala-galanya dikaji dan diambil dari keduanya. Untuk mengambil pela- 
jaran dari keduanya diharuskan memahami bahasa yang digunakan kedua 
sumber tersebut. Untuk memahami bahasa kedua sumber itu dengan be- 
nar, para ulama usiil al-figh pun menyusun kaidah-kaidah lughawiyah 
(kebahasaan) yang akhirnya menjadi teori atau metode serta menjadi 
bagian dari usul al-figh. Selanjutnya kaidah-kaidah ini pun digunakan 
dalam beristinbat yang sampai sekarang tetap digunakan dan diajarkan 


kepada para pengkaji hukum Islam dari berbagai kalangan. 
Magasid al-shari'ah bukannya tidak diperhatikan tetapi karena al- 


Ouran dan Hadis mengandung kaidah-kaidah dan seni bahasa yang sangat 
tinggi, maka para ulama pun terlebih dahulu memfokuskan perhatian me- 
reka pada metode pemahaman kebahasaan nas. Para ulama pun dipas- 
tikan berhati-hati dalam menetapkan hukum, sehingga mereka pun mem- 
perketat gaya menetapkan hukum. Hal yang lebih utama terlebih dahulu 
adalah mengkaji bahasa yang digunakan nas dan ketika suatu persoalan 
telah terjawab melalui kaidah-kaidah kebahasaan ini maka hukum itu pun 
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ditetapkan untuk dilaksanakan. Konfirmasi kepada magasid al-shari'ah 
pun tampaknya hanya tergantung kebutuhan, sebab dengan terjawabnya 
suatu masalah melalui kaidah-kaidah kebahasaan dipandang telah cukup. 
Terlebih lagi magasid al-shari'ah hanya sebagai penjelas lanjutan untuk 
merasionalisasikan hukum yang telah ditetapkan yang utamanya adalah 


menjelaskan hikmah ditetapkannya hukum. 


Kedudukan magasid al-shari'ah seperti ini secara faktual —terlepas 
apakah ada faktor kesengajaan atau tidak- karena belum atau tidak dite- 
mukan langkah-langkah operasional cara menggunakan magasid al-sha- 
ri ah. Keadaan ini kemudian diperkuat dari konsep magasid al-shari'ah 
itu sendiri sebagai hikmah hukum, sehingga posisinya pun berada di 
depan hukum. Posisi di depan yang dimaksudkan di sini adalah jika dili- 
hat dari urutan keluarnya hukum berada di akhir. Ketika suatu ketentuan 
hukum muncul, maka yang pertama kali dikaji adalah “i/lah hukum. 
Posisi “Y/lah berada di belakang hukum atau yang menjadi motif timbul- 
nya hukum, sementara magasid al-shari'ah berposisi setelah munculnya 
hukum. Oleh karena itu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa posisi 
magasid al-shart'ah berada di akhir. Magasid al-shari'ah pun bukan 
sebagai hal utama dan ia pun mau tidak mau mengikuti hukum yang telah 
ditetapkan sebab jika ingin diikutsertakan sebagai bagian dari penentu 
adanya suatu hukum, ia mesti menjadi metode yang memiliki cara khusus 


dalam mengoperasionalkannya. 


Langkah-langkah ini baru muncul setelah Ibn “Ashur mengemukakan 
konsep-konsep dalam menggunakan magasid al-shari'ah sebagai meto- 
de.'' Namun permasalahannya yang membuat tidak mencapai titik temu 
dengan bahasan di sini adalah bahwa Ibn “Ashur cenderung memahami 
magasid al-shari ah berfungsi ganda baik sebagai hikmah, juga sebagai 


illah hukum. Pemahaman sebagaimana dijelaskan sebelumnya menim- 


167 Tbid., 190-195. 
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bulkan persoalan tersendiri yang terkait dengan konsep magasid al- 


shart'ah. 


Jelasnya jika dilihat dari keadaan magasid al-shari'ah sampai saat ini 
masih dikatakan sebagai pendukung metode-metode usul al-figh. Diakui 
bahwa magasid al-shari'ah memiliki hubungan dengan metode-metode 
usul al-figh. Misalnya hubungan antara al-giyas dengan magasid al- 
Shart ah yang dapat dipertemukan bahwa hukum itu adalah untuk kemas- 
lahatan. Contohnya diharamkan segala jenis minuman keras dan narkoba 
serta sejenisnya (al-far”) kepada haramnya (hukum al-as!) khamar (al- 
asl). Haramnya ini adalah karena adanya kesamaan sifat antara al-far' 
dengan al-as! sehingga sifat inilah yang menjadi motif timbulnya hukum 
haram. Sifat tersebut adalah adanya zat yang memabukkan. Haramnya 
segala yang memabukkan itu, tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan 


manusia supaya akalnya terjaga." 


Dalam kaidah umum dinyatakan bahwa setiap hukum yang dite- 
tapkan adalah untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini al-giyas juga 
berbicara tentang kemaslahatan dan dilengkapi juga dengan kemaslahatan 
yang dibahas oleh magasid al-shari'ah. Di sini terlihat bahwa magasid 
al-shart ah menjadi pendukung metode al-giyas. 


Selanjutnya hubungan al-maslahah al-mursalah dengan magasid al- 
Shart ah. Hukum pengumpulan mushaf al-9ur'an, penulisan dan sampai 
pada pembukuannya dipandang dari metode al-maslahah al-mursalah 
memiliki nilai kemaslahatan yang sangat besar, terlebih lagi ketika para 
penghapal al-OGur'an telah menyebar ke berbagai daerah dan banyaknya 
juga yang shdhid di jalan Allah." Hal ini tidak lain agar kemaslahatan 


al-Our'an (agama) terjaga dengan baik. Keduanya berbicara tentang ke- 


168 Al-hasan, Falsafah Magasid, 39. 
19 A1-Khaidimi, lm al-Magasid, 38. 
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maslahatan, tetapi tetaplah magasid al-shari ah hanya sebagai pendukung 


metode al-maslahah al-mursalah. 


Berikutnya hubungan al-istihsan dengan magasid al-shari'ah. Salah 
satu contohnya tentang hukum jual beli salam. Jual beli ini dibolehkan 
karena untuk memudahkan untuk menunaikan kebutuhan masyarakat 
asalkan barang yang dijual dan dibeli jelas dan sama-sama diketahui oleh 
penjual dan pembeli. Tujuan dari dibolehkannya jual beli salam adalah 
untuk tercapai kebaikan atau kemaslahatan masyarakat dalam memenuhi 


170 


keperluan hidupnya. ' Maksud atau tujuan dari jual beli salam di atas 
merupakan tujuan dari metode al-istihsan yang juga tujuan dari magasid 
al-shari 'ah. 

Kedudukan magasid al-shart'ah tetap tidak berubah sebagai pendu- 
kung metode usul al-figh. Hal yang sama juga hubungannya dengan me- 
tode al-dhari'ah. Salah satu contoh di sini adalah zina yang jelas hukum- 
nya dilarang dalam Islam. Jika dalam kehidupan ini ada media-media 
atau wasilah-wasilah (al-dhari'ah) yang dibuat untuk terarahnya melaku- 
kan perbuatan zina, misalnya pembuatan jalan untuk menuju lokalisasi 
maka pembuatan jalan tersebut adalah juga diharamkan (sadd al- 
dhari'ah)."' Tujuan dari semua ini adalah agar terpeliharanya agama dan 


terlebih lagi terpeliharanya keturunan. 


Magasid al-shari'ah sebagai pendukung metode usul al-figh tetap 
masih terbaca ketika dikaitkan dengan metode al- 'urf. Dalam al- 'urf bah- 
wa adat atau kebiasaan dapat dibenarkan jika tidak bertentangan dengan 
nas baik secara eksplisit atau pun implisit. Adat juga dibenarkan jika ti- 
dak ada dalil yang melarangnya atau tidak mengandung kemudaratan. 


Jika bertentangan dengan dalil nas atau adanya kemudaratan maka kebia- 


170 A1-Yubi, Magasid al-Shart ah, 750. 
1! Muhammad Bakr Isma'il habib, Magasid al-Shart'ah Ta'silan wa Taf'ilan (Rabitah al- 
“Alam al-Islami, t.th), 60. 
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saan atau adat itu dilarang." Salah satu alasan dibolehkan atau dilarang 
suatu kebiasaan seperti yang disebutkan di atas adalah adanya kemasla- 
hatan atau justru adanya kemudaratan kepada orang yang melakukan adat 
atau kebiasaan itu. Di sinilah adanya keterkaitan magasid al-shart'ah 


dengan al- 'urf atau sebaliknya yang juga menjadi pendukung metode al- 


urf. 


D. Satu Kesatuan dalam Ilmu Usil al-Figh 


Magasid al-shari'ah merupakan satu kesatuan dalam ilmu usul al- 
figh dan bahkan disebutkan sebagai bagian dari usil al-figh. Hal ini se- 
suai dengan yang tertulis dalam sebuah referensi yaitu: 


DT II Ope leginya ikan ca gaya Kay ll analis Ol 

Maksud dari redaksi di atas bahwa magasid al-shari'ah adalah salah 
satu bagian dari ustil al-figh. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ruang 
lingkup usil al-figh adalah lebih luas dari magasid al-shari'ah dan bah- 
kan ilmu usul al-figh lah yang menjadi payung magasid al-shari ah. 

Jika eksistensi magasid al-shart ah berada di dalam usil al-figh ber- 
arti ia bukan sejajar dengan usiil al-figh, bahkan sebaliknya ia sama 
dengan metode-metode lainnya dalam ilmu usul al-figh. Namun karena 
masih terkait dengan hakikat dirinya sebagai pengkaji hikmah dan tidak 
atau belum ditemukan cara kerja magasid al-shari ah itu sendiri akhirnya 
kedudukan magasid al-shari'ah pun lebih banyak berada sebagai pendu- 
kung. Dengan kedudukan seperti ini, tidak berlebihan jika dikatakan bah- 
wa magasid al-shari ah sebagai salah satu pengikut dari usul al-figh dan 
sebagai pengikut maka masa depan pengikut pun sepertinya tergantung 


dengan yang diikuti. 


12 Tbid., 75. 
13 “mar, Magasid al-Shari'ah, 80. 
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Hal inilah yang mungkin sekali menjadikan ulama usul al-figh dinilai 
kurang mengoptimalkan magasid al-shari'ah karena ia berada di urutan 
terakhir dalam setiap penetapan hukum. Jika diletakkan di antara hukum 


dan masyarakat, magasid al-shart'ah berada di antara keduanya.'” I 


a 
berfungsi untuk menjembatani antara kehendak hukum dan kehendak 
masyarakat yang menjadi mahkiim '“alayh (subjek atau pelaksana hukum). 
Ketika terjadi benturan antar kehendak, magasid al-shari'ah berperan 
sebagai bagian dari usiil al-figh untuk memberikan ketenangan atau keda- 
maian melalui hikmah-hikmah yang dikemukakan. Uraian magasid al- 
Shari'ah ini berupaya sedemikian rupa untuk menjelaskan bahwa dimana 
pun ada hukum Allah di sana ada kemaslahatan. Ketika terjadi benturan 
dengan pemikiran manusia, magasid al-shari'ah berupaya meredam kete- 
gangan itu melalui hikmah-hikmah yang dikemukakannya. Akhir dari 
penjelasan hikmah tersebut adalah, bukannya hukum Allah yang tidak 
logis tetapi pemikiran atau akal manusialah yang tidak sampai memikir- 
kan logika hukum Allah itu. 


Bisa jadi saat ini dalam akal manusia hukum yang ditentukan Allah 
cocok dan relevan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Pandangan 
ini lahir dari pemikiran manusia saat ini yang melihat ketentuan Allah itu 
memang kurang bahkan tidak cocok atau tidak relevan lagi jika diterap- 
kan pada zaman sekarang. Dalam situasi seperti ini, magasid al-shari ah 
mesti menampakkan diri untuk memberikan penjelasan maksud-maksud 
atau tujuan-tujuan dari ketentuan Allah itu, bahkan magasid al-shart'ah 
juga dapat menjelaskan bahwa pemikiran manusia memang semakin 
maju dan berkembang, tetapi perilaku bisa jadi menampakkan kemundur- 


an atau bahkan lebih buruk dari masyarakat jahiliah. 


174 Lihat empat hal terkait dengan maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hu- 
kum (Allah, al-Shari') dengan ditetapkannya suatu aturan hukum dalam Al-Shatibi, 
al-Muwafagat, Jilid I, Vol II, 4. 
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Salah contoh misalnya hukuman bagi orang yang berzina (pezina) 
baik perempuan atau pun laki-laki sebanyak seratus kali cambuk seba- 
gaimana yang tertulis dalam 9.S. al-Nur, 24: 2 sebagai berikut: 


senar Tila Laga any K Angka SN RA 


Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...” 


Bisa jadi menurut pemikiran orang yang hidup di zaman sekarang, 
hukuman di atas hanya bersesuaian dengan kondisi masyarakat pada wak- 
tu itu dan kurang relevan lagi dengan zaman sekarang, sehingga pemerin- 
tah pun khususnya Indonesia tidak melaksanakan hukuman (hadd) kepa- 
da orang yang berbuat zina. Namun jika hal ini dipikirkan kembali, ba- 
rangkali muncul beberapa pertanyaan misalnya di suatu masa perzinahan 
semakin marak, anak-anak muda yang belum dalam ikatan akad perni- 
kahan telah berhubungan dengan pasangannya layaknya suami istri yang 
sah. Begitu juga dalam sebuah rumah tangga misalnya, yang melakukan 
perselingkuhan (melakukan hubungan zina) tidak hanya dilakukan oleh 
suami, tetapi justru ada juga yang dimulai oleh istri. Kenyataannya pada 
zaman sekarang perilaku semacam ini telah menyebar dalam kehidupan 
masyarakat, bahkan lebih parah lagi ada yang melakukan hubungan sua- 
mi istri dengan orang yang sedarah. Berdasarkan beberapa kasus ini, 
apakah masih ada upaya untuk melakukan reinterpretasi kembali terhadap 
aturan Allah di atas atau bahkan masih menganggap bahwa hukuman se- 
ratus kali cambuk sebagaimana diatur dalam firman Allah di atas melang- 


gar Hak Asasi Manusia?. 


Di sinilah pentingnya magasid al-shart'ah berperan untuk menyata- 
kan bahwa maksud Allah membuat hukum rajam adalah agar manusia 
benar-benar dapat membedakan antara kehidupan manusia yang mulia 
dengan binatang yang hanya penuh nafsu. Dengan bebasnya perzinahan, 
membuat garis keturunan pun semakin tidak jelas dan bisa jadi anak-anak 


yang dilahirkan dari hubungan terlarang ini bertemu dan menikah sebagai 
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suami istri, padahal sangat memungkinkan dahulu kedua orang tuanya 
pernah berzinah dan menghasilkan anak yaitu salah seorang dari mereka 
sendiri. Akhirnya bisa jadi yang dinikahi adalah saudara biologis dan ke- 
duanya pun punya anak yang dihasilkan dari hubungan saudara biologis. 
Inilah yang disebut kekacauan garis keturunan yang mesti menjadi titik 


tekan magasid al-shari'ah. 


Begitu juga tentang hukuman bagi pencuri seperti pada O.S. al- 
Maidah, 5: 38 adalah dipotong tangannya yaitu: 


aan IE Teens esa Yao Sui Si 


Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, po- 
tonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mere- 
ka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah... ”. 


Hukum potong tangan kepada pelaku pencurian merupakan kebiasaan 
yang sudah terjadi sebelum datangnya Islam dan ketika Islam datang pun 
praktik ini diakui, bahkan diformulasikan dalam firman Allah di atas. 
Pada zaman sekarang dengan berbagai alasan dan interpretasi tentang 
potong tangan adalah tidak mesti dipotong secara hakiki, tetapi bisa juga 
dengan memotong ruang geraknya untuk tidak memiliki kuasa berbuat 
sehingga mereka pun dijatuhkan hukuman penjara. Disamping itu, hu- 
kuman di penjara lebih manusiawi karena tidak menghilangkan salah satu 


anggota tubuh manusia sebagai ciptaan Allah yang patut dihormati. 


Namun jika hukuman di atas dikaitkan dengan perilaku di zaman se- 
karang, kasus pencurian lebih marak dengan berbagai versi salah satunya 
korupsi yang menjamur, ditambah pula dengan kasus-kasus penipuan 
sampai pada perampokan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah masih 
mempertahankan bahwa hukum potong tangan tidak manusiawi atau 
melanggar Hak Asasi Manusia? Di sinilah pentingnya magasid al-sha- 
ri ah berperan dan menyatakan bahwa dimana ada hukum Allah di situ 
adanya kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut tidak diperuntukkan kepada 


Allah, tetapi dikembalikan pada pribadi dan manusia lainnya. Salah satu 
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kemaslahatan tersebut terwujudnya kedamaian di dunia dan keselamatan 


di kehidupan akhirat yang penuh dengan pertanggungjawaban. 


Sampai di sini, akhirnya akal yang maksudnya adalah manusia mesti 
mengakui bahwa ia memiliki kemampuan yang terbatas serta banyak hal 
yang tidak diketahui manusia. Kendatipun dengan akal yang dimiliki 
mampu membangun dunia ini, tetapi tetaplah akal tidak bisa berpikir sen- 
diri secara komprehensif, terlebih untuk mengetahui rahasia-rahasia di 
balik hukum Allah. 

Kaitannya dengan magasid al-shari ah, tampaknya tidak sepenuhnya 
jika ada yang mengatakan bahwa usil al-figh mengabaikan eksistensinya. 
Dari dua contoh di atas dan walaupun magasid al-shari'ah hanya sebagai 


pendukung tetapi tetap saja ia memiliki peran sebagai bagian dari usii! al- 
Jigh. e 
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BAB 4 


ALASAN MUNCULNYA 
KEINGINAN MELAKUKAN 
INDEPENDENSI 
MAOASID AL-SHARI "AH DARI 
USUL AL-FIOH 


Ada beberapa faktor yang menyebabkan keinginan dari beberapa ulama 
untuk memisahkan magasid al-shari ah dari usul al-figh. Istilah usul al- 
figh yang dimaksudkan di sini tidak diperuntukkan kepada usuil al-figh 
secara keseluruhan, melainkan hanya berkaitan dengan beberapa teori 
atau metode dalam usil al-figh. Hal ini disebabkan bahwa di antara ula- 
ma yang menyeru independensi magasid al-shart ah, di saat yang bersa- 
maan juga menggunakan teori-teori usiil al-figh lainnya. Alasan-alasan 


yang dapat ditemukan adalah: 
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A. Dari Sudut Magasid al-Shari'ah 


I. Kurang Berperannya Magasid al-Shar''ah dalam Usul al- 

Figh 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa magasid al-shari 'ah 
adalah salah satu bagian dari ilmu usil al-figh."? Namun sejak lahirnya 
usil al-figh"“ sebagai metodologi penetapan hukum Islam, ilmu ini 
sepertinya tidak memfokuskan kajiannya pada maksud-maksud ditetap- 
kannya suatu hukum. Usul al-figh terlihat lebih cenderung fokus untuk 
memahami teks-teks al-Gur'an dan Hadis. 


Kecenderungan ini terjadi bisa jadi alasan utamanya adalah karena al- 
Our'an dan Hadis adalah teks, sehingga di antara pilihan yang sangat 
relevan dipilih terlebih dahulu pada waktu itu untuk dilakukan adalah 
memahami teks, bukan memahami konteks, apalagi memahami maksud- 
maksud suatu teks ayat atau hadis yang disebut magasid al-shari ah. Hal 
seperti ini sangat wajar dilakukan karena seiring dengan meluasnya 
wilayah Islam dan bercampurnya pergaulan antara orang Arab dengan 
non Arab baik melalui lisan ataupun tulisan, sehingga dibutuhkanlah 
kaidah-kaidah bahasa agar nas dapat dipahami sebagaimana pemahaman 


orang Arab. 
Kebutuhan terhadap kaidah-kaidah bahasa dan bahasan-bahasan ter- 


hadap dalil-dalil syarak serta cara-cara termasuk juga syarat-syarat beris- 
tidlal, semakin terlihat setelah meluasnya perdebatan antara kelompok 
ahl al-ra 'yi (ulama-ulama Irak -Kifah- yang lebih banyak menggunakan 
rasio) dan kelompok ahl al-hadith (ulama-ulama Madinah —Hijaz- yang 


17 Lihat “Umar, Magasid al-Shart ah, 80. 

176 Secara formal usiil al-figh lahir pada abad ke- 2 H tetapi secara informal, ilmu telah 
ada sejak adanya fikih. Dalam bahasa lain dikatakan bahwa secara substansi usii/ al- 
figh telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kelahiran usul al-figh ini dapat 
dilihat dalam Khallaf, lm Usil al-Figh, 16. 
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lebih banyak menggunakan Hadis dalam menjawab suatu persoalan).'” 


Kejadian ini terus berlanjut sampai akhirnya dilanjutkan generasi ahl al- 
ra 'yi yang diwakili Abu hanifah beserta sahabat-sahabatnya dan ahl al- 
hadith diwakili oleh Malik ibn Anas beserta sahabat-sahabatnya.'" Fokus 
pembicaraan masih di seputar kaidah-kaidah kebahasaan yang sampai 
akhirnya muncul al-Shafi'1. Di dalam al-Risalah ia menggabungkan kai- 
dah-kaidah kedua kelompok di atas dengan kaidah-kaidah tersendiri, 


tetapi tetap masih tidak terlepas dari kajian-kajian kebahasaan. '”” 


Di sisi lain ulama pun bermunculan dan perbedaan istilah-istilah dan 
metode-metode yang digunakan pun tidak dapat dihindari yang akhirnya 
membentuk menjadi dua mazhab besar yaitu al-mutakallimin dan al- 
fugaha. Mazhab al-mutakallimin terdiri dari ulama mazhab al-Malikiyah, 
al-Shafi'tyah, al-hanbaltyah dan al-Mu'tazilah, sementara mazhab al- 
fugaha hanya ulama mazhab al-hanafiyah saja. Mazhab al-mutakallimin 
membangun kaidah-kaidah usil al-figh khususnya gawa'id al-lughawi- 
yah (kaidah-kaidah kebahasaan) tanpa memperhatikan apakah kaidah 
yang disusun cocok atau tidak dengan peristiwa yang terjadi di masya- 
rakat (furu”). Mazhab ini membangun kaidah-kaidah secara teoretis murni, 
berdasarkan logika dan argumentasi yang kuat tanpa dipengaruhi dengan 
peristiwa hukum Islam yang berkembang. Kaidah-kaidah itu dibuat terle- 
bih dahulu sebelum digunakan untuk beristinbat sehingga ada di antara 
kaidah-kaidah tidak memiliki contoh." 


Mazhab al-fugaha menyusun kaidah-kaidah banyak mempertimbang- 
kan dan bahkan menjaga masalah-masalah furii'” yang ada dalam mazhab 


mereka. Aliran ini menyusun kaidah-kaidah bertujuan untuk memperkuat 


17 Tbid. 

18 husayn ibn Hgsan al-Jayzani, Ma alim Usil al-Figh 'inda Ahl al-Sunnah wa al- 
Jama'ah (Riyad: Dar Ibn al-Juwayzi, 1996), 26-27. 

179 Lihat dalam Muhammad ibn Idris al-Shafi 1, al-Risalah (Kairo: Dar al-Turath, 1979). 

180 Wahbah al-Zuhaylt, al-Wajzz fi Usal al-Figh (Damaskus: Suriah, 1999), 17-18. 
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mazhab yang dianut. Oleh karena itu sebelum menyusun kaidah-kaidah 
aliran ini terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap hukum 
furi” yang ada di dalam mazhabnya, kaidah-kaidah itu pun dapat dite- 
rapkan karena telah disesuaikan dengan furii'”. Apabila suatu kaidah ber- 
tentangan dengan furii'”, mazhab ini berupaya mengubah kaidah tersebut 
dan membangun kaidah lain yang sesuai dengan masalah furu” yang 
dihadapi. Kaidah-kaidah itu dibuat secara induktif dari kasus-kasus hu- 
kum dan dapat berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang 


menuntut pemecahan hukum yang lain. "! 


Bahasan utama dari dua aliran ini pun masih terfokus pada kajian 
kaidah-kaidah kebahasaan dan walaupun ulama-ulama dari mazhab al- 
Shafi'tyah ada yang membahas magasid al-shari'ah seperti al-haramain 
al-Juwayni, al-Ghazali, al-Razi dan seterusnya," tetapi bahasan magasid 
al-shart 'ah masih sedikit. Hal seperti ini tetap terjadi bahkan sampai 
muncul mazhab al-muta 'akhkhirin pada abad ke-7 H yang mengkompro- 
mikan dua mazhab (al-jam' bayn al-tarigatayn-konvergensi) usul al-figh 
di atas,"' keberadaan magasid al-shari'ah juga hampir tidak tercium 
apalagi memainkan perannya. 

Pada abad ke-8, barulah magasid al-shart “ah menampakkan perannya 
melalui tangan al-Shatibi (w. 790 H). Sebagaimana dijelaskan pula pada 
bab sebelumnya bahwa penulis kitab al-Muwafagat fi Usuk al-Shari ah 
ini memberikan porsi yang begitu luas pada magasid al-shari'ah. Di 
dalam karya ini ia menempuh cara yang berbeda dengan para pendahu- 
lunya, ia tidak meletakkan kaidah-kaidah usul al-figh di bawah bab-bab 


tertentu tetapi dikemukakan dan dikaji dari segi magasid al-shari'ah, 


381 Tbid., 18. Lihat Hasbi Ash Shiddiegy, Pengantar Hukum Islam, Vol. I (Bandung: Bu- 
lan Bintang, 1975), 125-126. Lihat juga Nasrun Haroen, Ushul Figh I (Logos: Jakar- 
ta, 1996), 12-13. 

182 Lihat kembali Magasid sebelum al-Shatibi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. 

18 Taydan, Al-Wajiz fi Usal, 19. 


84 Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 


sehingga dalam menetapkan suatu hukum selalu dikaitkan dengan ma- 
gasid al-shari ah. Oleh karena itu al-Shatibt telah memberi warna baru 
dalam kajian usil al-figh."'" 

Namun pertahanan magasid al-shari 'ah pun tak lama, sepeninggal al- 
Shatibi dan termasuk pula ulama semasanya kurang memberikan perha- 
tian terhadap kajian magasid al-shari'ah' yang kini dinyatakan memi- 
liki peran penting dalam penetapan hukum Islam. Suasana demikian 
membuat magasid al-shari 'ah mengalami eliminasi dari percaturan kom- 
petisi antar metode dalam usil al-figh hingga kurang lebih 5 abad. Di 
tengah keprihatinan ini muncullah Ibn “Ashiur (1296-1392 H/1879-1973 
M) dan memberikan ruang yang sangat luas kepada magasid al-shari'ah 
dan menggunakannya sebagai alat atau metode untuk menyelesaikan per- 


soalan hukum Islam yang berkembang di setiap saat." 


Metode penggunaan magasid al-shari'ah yang ditawarkan Ibn 


“Ashuir secara garis besar ada tiga metode, yaitu: "' 


1. Meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui “illahnya melalui ma- 
salik al- 'illah sehingga darinya dapat diketahui hikmahnya dan mene- 
liti dalil-dalil hukum yang memiliki “Ilah yang sama, kemudian seca- 
ra induktif ditarik “illah yang diyakini. 


2. Meneliti dalil-dalil al-Gur'an yang jelas penunjukannya kepada hu- 
kum yang sangat kecil mengandung kemungkinan makna lain sehing- 
ga darinya dapat diketahui maksudnya. 


3. Meneliti sunnah mutawatirah baik ma 'nawi atau “amali. 


184 Muhammad Amin Suwayd al-Dimashg, Tashil al-husul “Ala Oawa'id al-Usil, ed. 
Mustafa Sa'id al-Khin (Damaskus: Dar al-Galam, 1991), 51. 

185 Tbid. lihat juga Haroen, Ushul Figh 1, 14. 

18 Tbn “Ashiir, Magasid al-Shart ah, 190-195. 

7 Tbid. 
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Untuk mencapai kemaslahatan yang menyeluruh, Ibn “Ashir pun 
menekankan kepada empat hal yaitu al-fitrah (kesucian manusia), al- 
samdhah (toleransi), al-hurriyah (kebebasan) yang terikat dengan al-sa- 
mdhah dan al-hagg (kebenaran dan keadilan) yang di dalamnya adanya 
hak-hak manusia. Keempat hal ini kemudian menjadi dasar untuk terca- 
painya kemaslahatan umum yang merupakan perwujudan dari magasid 
al-shari 'ah. Beberapa di antaranya setiap manusia memiliki hak dan be- 
bas (tetapi tetap dalam koridor toleransi) untuk berpendapat, bertindak 


dan beragama serta hal-hal lainnya' 


Namun karena faktor biografis, ibn “Ashur kelahiran Tunisia tidak 
cepat dikenal masyarakat akademik dibandingkan ulama-ulama yang 
berasal dari Mesir, Damaskus dan Saudi yang pada waktu itu lebih men- 
dominasi perkembangan pemikiran Islam, sehingga tidak banyak dari 


umat Islam yang menikmati peran magasid al-shari ah.” 

Akhirnya kondisi ini tetap saja menjadikan magasid al-shari'ah tidak 
memiliki tenaga bahkan sampai hari ini pun. Kurang berperannya ma- 
gasid al-shari'ah bukan disebabkan ia tidak dapat menjawab persoalan- 
persoalan yang bermunculan, tetapi karena perhatian ulama usul al-figh 
kurang terfokus pada magasid al-shari'ah. Hal inilah menyebabkan 
magasid al-shari'ah kurang dapat menampilkan eksistensinya, sementara 
di sisi Jain para ulama lebih banyak fokus pada kajian kebahasaan dalam 
ilmu usul al-figh. 

Kondisi magasid al-shari'ah semakin terpuruk karena di luar dari 
ilmu usul al-figh telah ada ilmu nahwu. Ilmu ini secara formal telah ada 
sejak zaman khalifah “Alt ibn Abi Talib yang pada waktu Abu al-Aswad 
al-Du'alt (w. 69 H) melaporkan ke “Alt tentang kehawatirannya akan ter- 


jadi kesalahpahaman dalam menggunakan dan memahami bahasa Arab 


188 Tbid., 114, 259, 268, 329 dan 390. 
18 Mawardi, Figh Minoritas, 195. 
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orang non Arab, sementara bahasa Arab sendiri memiliki estetika dan tata 
bahasa tersendiri. Khalifah “Alt pun mengajarkan al-Du'ali tentang al-ism, 
al-fi'l dan al-hurif serta yang lainnya seraya berkata kepada al-Du'ali 
“ungu hadha al-nahwa” yang artinya “Ikutilah jalan ini”. Al-Du'ali pun 
menyusun kaidah-kaidah dan memberi nama dengan sebutan “ilmu nah- 


wu” yang maksudnya mengambil tabaaruk kepada Khalifah “Alt.” 


Ilmu ini berisi kaidah-kaidah untuk memahami suatu lafal melalui 
harakat akhir lafal tersebut baik terkait dengan kedudukannya atau pun 
fungsinya. Berdasarkan kajian terhadap harakat akhir suatu lafal dapat 
diketahui ketepatan atau kebenaran makna suatu lafal." Ilmu usil al-figh 
dapat dipastikan mendapat pengaruh dari ilmu nahwu ini khususnya ter- 
kait dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan untuk memahami 
nas. Magasid al-shari'ah sudah dapat dipastikan tidak dapat berperan 
atau bahkan kurang mendapatkan tempat pada waktu itu. 


Terlebih pula di bidang teologi penurunan peran akal sudah terlihat 
sejak Khalifah al-Mutawakkil pada tahun 856 M/242 H menghapus aliran 


190 Muhammad ibn Ahmad ibn “Abd al-Bart al-Ahdal, al-Kawakib al-Durriyah, Vol. I 
(Beirut-Lebanon: Mu'assasat al-Kutub al-Thagaftyah, 1990), 25. Ahmad al-Hashimi, 
al-Oawa'id al-Asasiyah al-Lughah al- “Arabiyah (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- 
“Ilmiyah, t.th), 4-5. 

1! Salah satunya lihat al-Ahdal, al-Kawakib al-Durriyah, Vol. I dan II. Sebagaimana 
disebutkan pada cover kitab al-Kawikib bahwa al-Ahdal adalah ulama pada abad ke- 
13 H. Referensi lainnya yang lebih dahulu adalah Baha” al-Din “Abdullah ibn “Agil, 
Sharh ibn “Agil, Vol 1 — IV (Kairo: Dar al-Turath, 1980). Ibn “Agil adalah ulama 
yang lahir pada tahun 698 H dan wafat pada tahun 769 H. Karya ilmu nahwu yang 
lebih dahulu lagi lihat Abi “Abdullah Muhammad Jamal al-Din ibn Malik, Matn 
Alfiyah ibn Malik (Kuwait: Dar al-“Artibah, 2006). Jamal al-Din ibn Malik adalah 
ulama yang lahir pada tahun 598, ada juga mengatakan tahun 600 H dan wafat pada 
tahun 672 H. 
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al-Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara,'” sementara magasid al- 
Shari'ah dalam menjalankan fungsinya tentu tidak bisa lepas dari berpikir 
mendalam untuk mencapai suatu kesimpulan berupa maksud penetapan 


suatu hukum. 


Ketidakberdayaan magasid al-shari'ah pun semakin mendekati per- 
manen karena pada tahun 1258 M/656 H, -diperkirakan setelah masa 
kehidupan ulama Sayf al-Din al-Amidi (w. 631 H) yang menempatkan 
unsur keturunan sebelum akal dalam kajian magasid al-shari 'ah atau 
menjelang wafatnya “Izz al-Din ibn “Abd al-Salam (w. 660 H) yang 
membahas masalih dan magasid serta ulama-ulama selanjutnya- pemikir- 
an Islam baik teologi, fikih atau filsafat mengalami masa stagnasi dan 
kemunduran yang ditandai dengan runtuhnya dinasti “Abbasiyah. Kemu- 
nduran ini terjadi karena pintu ijtihad ditutup atau ijtihad sudah tidak 
dibutuhkan lagi dan untuk menghadapi situasi serta menjawab persoalan- 
persoalan yang berkembang cukup mengikuti pendapat ulama-ulama 
terdahulu sehingga dari sini bermunculan mazhab-mazhab khususnya 
dalam fikih." 


Ditambah lagi bahwa magasid al-shari'ah dipandang sebagai bagian 
dari filsafat, sementara pada saat masa kemunduran itu bahkan jauh di 
masa sebelumnya yaitu pada masa Abi hamid al-Ghazali (w. 505 H) 
filsafat sudah mendapat serangan dari berbagai sisi. Al-Ghazali sendiri 
juga mengritik filsafat dan setidaknya ada dua puluh kritikan yang disam- 
paikan, tiga persoalan yang dibantahnya dan dikafirkan jika memper- 
cayainya. Tiga persoalan tersebut adalah tentang gadimnya alam, Allah 
tidak mengurus hal-hal yang kecil (partikular) dan pada masa kebang- 


19 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: 
UI-Press, 1986), 9. 

198 Abu Ameenah Bilall Philips, Asal-Usul dan Perkembangan Figh: Analisis Historis 
atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi, Terj. M. Fauzi Arifin (Bandung: Musamedia, 
2005), 145-148. 
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kitan kelak yang dibangkit hanya dalam bentuk rohani. Adapun persoalan 
lainnya yang sebanyak tujuh belas persoalan sisanya hanya dibantah al- 


Ghazali saja." 


Keadaan di atas membawa pada ketidakadaan ruang bagi akal untuk 
menentukan suatu pemikiran baik berkaitan dengan teologi, hukum 
ataupun berkaitan dengan filsafat. Dalam kondisi seperti ini magasid al- 
Shari ah mendapat pukulan dari berbagai sisi yang membuatnya semakin 
kehilangan tenaga, hingga sampai pada masa al-Shatibi magasid al- 
shart 'ah bercahaya terang benderang, tetapi sepeninggalnya magasid al- 
shari'ah kembali gelap. Beberapa abad setelahnya atau diperkirakan 5 
abad berikutnya, barulah muncul Ibn “Ashur yang dengan kegelisahan in- 
telektual yang dirasakannya, ia pun ingin memisahkan magasid al-sha- 
ri'ah dari usul al-figh yang selama ini menjadi rumahnya. Namun sa- 
yangnya karena pada waktu itu keadaan geografis yang lahir dan hidup di 
Tunisia membuatnya lambat dikenal masyarakat jika dibandingkan de- 
ngan ulama yang tinggal di Mekkah, Madinah dan Mesir. Hal ini mem- 
buat posisi magasid al-shari'ah sepertinya tidak bergeser pada tempatnya, 
hingga sampai pada masa al-Raysini, Jamal al-Din “Atiyah dan Jasser 
Auda, magasid al-shari'ah kemudian magasid al-shart'ah dimunculkan 
kembali. Jasser Auda, bahkan sebagai pendiri Magasid Research Center 
dan Filsafat Hukum Islam di London. '” 


Di Indonesia sendiri, kendati pun magasid al-shari'ah ditulis dalam 


karya-karya ilmu usiil al-figh'”, tetapi karena nuansa usil al-figh klasik 


194 Abu Hamid al-Ghazalt, Tahafut al-Falasifah (tt: Dar al-Ma'arif, t.th). 
195 Jasser Auda sebagai penggelut magasid di London dapat dilihat pada 
http://www. jasserauda.net/en/about-jasser-auda.html. Lihat juga Muhammad Sala- 
huddin, “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser 
Auda tentang Magasid al-Shari'ah”, Ulumuna, Vol. 16, No. 1 (Juni, 2012), 106-107. 

196 Salah satu karya lama yang dapat ditemukan dan pertama kalinya dicetak pada tahun 


1953 yaitu lihat Hasbi Ash Shiddiegy, Pengantar Hukum Islam, Vol II (Jakarta: 
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yang lebih mengutamakan kajian kebahasaan begitu kental sehingga po- 


sisi magasid al-shari ah juga tidak ubahnya seperti di masa-masa silam. 


Hanya beberapa tahun terakhir atau sekitar sepuluh tahun terakhir pa- 
ra pengkaji usil al-figh mulai mengaplikasikan magasid al-shari 'ah seba- 
gai metode,'” bahkan kini tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam 
saja, tetapi berkaitan dengan disiplin ilmu umum pun sudah mengguna- 
kan magasid al-shari ah sebagai subjek yang memberikan penilaian ter- 
hadap suatu masalah. Namun karena posisi magasid al-shart'ah diletak- 
kan sebagai filsafat telah mengakar, sehingga sampai saat ini hanya pada 
kalangan tertentu saja yang memainkan peran magasid al-shari'ah. Di 
samping itu, walaupun semangat ( Ashiir yang ingin memisahkan maga- 
sid al-shart'ah dari usuil al-figh begitu terasa tetapi sampai saat ini pula 
belum ditemukan langkah-langkah operasional dalam menggunakan ma- 
gasid al-shari'ah sebagai alat atau metode untuk menetapkan status hu- 


kum suatu persoalan. 


Bulan Bintang, 1981), 78-89. Di dalam karya ini yang ditulis sepertinya hanya terje- 
mahan penulisan dari magasid al-shart'ah yaitu maksud-maksud syarak dalam men- 
syariatkan hukum. Karya lainnya yang pertama kali terbit pada tahun 1983 yaitu lihat 
Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam 
(Bandung: al-Ma'arif, 1993), 333-343. Magasid al-shart ah di dalam karya ini ditulis 
dengan sebutan tujuan (umum) perundang-undangan. 

199 Lihat karya Yudian Wahyudi tentang usil a-figh yang dihadapkannya dengan 
hermeneutika. Karya ini dicetak pertama kalinya pada tahun 2006. Lihat Wahyudi, 
Ushul Fikih versus, 44-51. Begitu juga lihat karya dari Lajnah Pentashihan Mushaf 
al-Our'an yang menggunakan magasid al-shart'ah sebagai pendekatan atau bahkan 
metode dalam memahami ayat-ayat al-Gu'an untuk mengkaji persoalan kekinian. 
Lebih jelasnya lihat TIM Lajnah Pentashihan Mushaf al-Our'an, Tafsir Al-Our'an 
Tematik: Magasidusy-Syri ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Mushaf al-Our'an, 2013). 
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2. Kurangnya Pemahaman terhadap Magasid al-Sharr'ah 
Al-Shatibi mengatakan dari berbagai perbedaan pendapat di antara 


ulama baik yang memang ingin mencari suatu kebenaran atau ada yang 
hanya ingin berdebat mengikuti hawa nafsunya atau juga karena tidak 
mau menerima kebenaran dari orang lain sehingga munculnya perbedaan, 
semua itu titik pangkalnya adalah kurang bahkan tidak pahamnya mereka 
terhadap magasid al-shari ah. Membahas suatu persoalan dengan jawab- 
an prasangka tanpa diperoleh melalui penelitian yang kuat atau meyakin- 
kan. Termasuk pula mereka adalah hanya berpegang pada pendapat sese- 
orang dan tidak mengkonfirmasikan kembali kepada orang yang benar- 
benar diakui kredibilitasnya.'” 


Orang yang memahami magasid al-shari'ah adalah orang yang ber- 
usaha mengkaji suatu nas tidak hanya melalui kajian tekstual saja, tetapi 
diiringi pula dengan kajian kontekstual yang tidak lain adalah mengikut- 
sertakan magasid al-shari ah. Kajian yang mengandalkan tekstual semata, 
menurut Al-Shatibi tidak ubahnya seperti golongan al-Khawarij yang 
keluar dari kebenaran agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. 
Oleh karena itu orang yang seperti al-Khawarij ini jika membaca al- 
Our'an, maka bacaannya pun hanya sampai kerongkongan, tidak bisa me- 
nyinari sampai ke hati karena hanya memahami al-Gur'an secara lahiriah 


saja dan tidak ingin memperdalam memahami al-Gur'an.'” 


Kendatipun golongan ini dinyatakan dalam sejarah sudah tidak ada 


200 


bentuk dan pengikutnya lagi,” tetapi pada zaman sekarang aliran seperti 


ini muncul kembali dalam bentuk lain tetapi tetap dalam gaya yang sama, 


198 Abu Ishag al-Shatibi, al-I 'tisam, Vol II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1988), 403. 
199 Tbid. 


200 Nasution, Teologi Islam, 9. 
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201 Dalam bidang 


sehingga diberi nama neo Khawarij atau Khawarij baru. 
fikih, orang yang berpegang pada makna lahir atau makna harfiah suatu 
teks (al-Our'an atau Hadis) adalah mazhab al-zahiri yang dibangun oleh 
Imam Dawd ibn “Ali al-zahiri (w. 270 H). Sepeninggal Imam Dawd, 
mazhab literalis ini dilanjutkan oleh Ibn Hazm al-Andalusi (w. 463 H) 
murid cerdas dari Imam Dawd. Di tangannya mazhab ini berkembang pe- 
sat di Spanyol dan menyebar luas hingga wilayah Afrika dan lainnya. Na- 
mun seiring dengan ditaklukannya pemerintahan Islam di Spanyol (803 
H), bersamaan itu pula mazhab al-z2hiri pun ikut berakhir. 

Namun demikian, jejak-jejak paham mazhab al-zahiri tidak hilang 
begitu saja. Kini sebagaimana adanya neo Khawarjj, di sini juga ada yang 
disebut dengan al-zahiriyah al-Judud (mazhab al-zahiri baru). Di antara 
ciri mazhab ini adalah pemahaman yang literal, keras, sombong dengan 
pendapatnya, tidak menerima pendapat yang berbeda dengannya, mudah 
mengkafirkan dan tidak peduli akibat dari yang ia lakukan bahkan bersi- 
kap seperti hanya dia atau golongannya yang hidup di dunia.” 

Metode berpikir mazhab al-zahiri baru ini di antaranya memahami 
teks (nas) literal tidak terlebih dahulu mengkaji makna, “illah dan mak- 
sud-maksud yang terdapat dalam teks tersebut. Mereka tidak menerima 
pencarian “illah melalui akal dan ijtihad manusia, bahkan mencurigai atau 
merendahkan kemampuan akal dan tidak menggunakannya ketika me- 


mahami suatu teks (nas), terlebih lagi dalam menentukan “illah. Mereka 


201 Gerakan-gerakan neo Khawarij ini dalam berbagai aktivitas dakwahnya baik di ma- 
syarakat atau di lembaga pendidikan tergambar dengan jelas dalam Noorhaidi Hasan 
(ed), Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi dan Kontestasi 
(Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018). 

202 Philips, Asal-Usul dan Perkembangan, 117-120. 

203 Yfisuf al-Garadawi, Dirasah fi Figh Magasid al-Shari'ah bayn al-Magasid al-Kulltyah 
wa al-Nusiis al-Juz”Tyah (Kairo: Dar al-Shurtig, 2008), 53-58 . 
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juga mengambil jalan tashaddud (sulit, keras dan kaku) dalam menentu- 


kan atau mengamalkan suatu hukum.” 


Dengan pemahaman seperti yang digambarkan di atas baik terkait 
dengan ciri atau pun metode, maka dirasa mustahil magasid al-shari'ah 
dapat berkembang atau setidaknya mendapatkan perhatian kala itu, bah- 
kan termasuk pula sampai sekarang. Namun dapat dipastikan pula tentu 
tidak semua orang atau ulama memiliki gaya berpikir seperti al-zahiri 
baru dan tidak sedikit orang atau ulama yang memperjuangkan agar ber- 
pikir moderat-kontekstual. Persoalan yang dihadapi adalah masih adanya 
pengaruh yang sudah terbiasa —karena faktor sejarah- kurang atau tidak 
memperhatikan besarnya manfaat menggunakan magasid al-shari'ah. 
Selain itu barangkali masih ada atau bahkan memang tidak mengetahui 
terhadap magasid al-shari ah dan fungsi-fungsinya di dalam hukum Is- 
lam karena ketika menjadi murid, mereka tidak diperkenalkan atau didok- 
trin agar tidak mempelajari magasid al-shari'ah. Kemungkinan lainnya 
yang bisa terjadi telah mengetahui istilah magasid al-shari'ah, tetapi ti- 


dak mengetahui secara rinci seperti apa magasid al-shari ah itu. 


3. Adanya Peluang Magasid al-Shar''“ah untuk Berkreativitas 
Salah satu alasan adanya keinginan untuk melakukan independensi 
magasid al-shari'ah dari usil al-figh adalah karena adanya peluang untuk 
melakukan hal tersebut. Peluang ini terbaca dari definisi yang dibangun 
oleh (“Ashur bahkan telah dipraktikkan jauh sebelumnya oleh al-Shatibi 
yang meletakkan kajian kaidah-kaidah usil al-figh di bawah lingkup ma- 
gasid al-shari'ah. Adapun definisi yang disusun Ibn “Ashur bahwa ma- 
gasid al-shari'ah itu terkait dengan makna-makna yang terkandung 
dalam suatu ketentuan hukum atau pun makna-makna yang tidak diper- 


hatikan oleh suatu ketetapan. Magasid al-shari'ah juga terkait dengan 


204 Tbid., 61- 64. 
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hikmah-hikmah, berbagai sifat dan tujuan umum suatu hukum,” bahkan 
termasuk pula berkaitan dengan rahasia-rahasia yang melatarbelakangi 


terbentuknya suatu ketentuan.” 


nya sebagai alat untuk mengkaji maksud-maksud suatu hukum, tetapi 
juga sebagai alat untuk mengkaji “illah hukum. Hal ini dapat diketahui 
dari point yang disebutkan yaitu tentang sifat hukum. Jika dipahami dari 
usul al-figh sifat hukum itu adalah “illah dan dalam usil al-figh “illah 


berstatus sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum. 


Pemahaman ini tampak berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama 
umumnya yang membedakan antara “illah dan maksud hukum. Sebagai- 


mana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa “i/lah berkedudukan seba- 


gai penentu adanya hukum sebagaimana kaidah yang telah disebutkan “5! 


lose loyang KK AI Ale Kr bahwa ada atau tidak adanya hukum 


tergantung dengan ada atau tidak adanya “illah, sementara maksud hu- 
kum yaitu magasid al-shari'ah itu sendiri adalah sebagai hikmah atau 
tujuan ditetapkannya hukum. Hikmah tentu tidak dapat berkedudukan 
sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum. 


Jika ditelisik kembali sebenarnya dua hal di atas memang berbeda se- 
cara signifikan. Jika keduanya disamakan tentu menimbulkan inkonsis- 
tensi terhadap makna hakiki magasid al-shari'ah. Oleh karena itu —dalam 
pandangan sementara- tidak memungkinkan jika menyatakan magasid al- 
Shari'ah dapat berperan sebagai pengkaji maksud atau tujuan ditetapkan- 
nya suatu hukum, juga sekaligus sebagai “/lah untuk mengkaji motif tim- 
bulnya hukum. 


208 Ypn “Ashir, Magasid al-Shart'ah, 251. 


Al-Hasan, Falsafah Magasid, 6. 
Al-Zuhayli, Usul al-Figh , Vol. I, 651. 
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Kendatipun demikian, pada dasarnya “illah dan hikmah memiliki hu- 
bungan yang cukup erat. Oleh karena itu tampaknya tidak tepat jika lang- 
sung menolak pemikiran “Ashur ini, justru sebenarnya penting pula mem- 
perhatikan pemikirannya bahwa untuk memahami magasid al-shari ah 
dengan baik mesti dilakukan secara metodis. Salah satu yang dilakukan 
sebagaimana telah dibahas pula pada bab sebelumnya yaitu yang disebut 


turg ithbat al-magasid al-shar'iyah”” atau dalam kajian usiil al-figh 
disebut masalik al-'illah atau langkah-langkah yang dilakukan untuk 


mencari “illah. 


Salah satu yang dilakukan adalah mencari “illah (motif) adanya suatu 
nas. Satu hal yang mesti dibaca di sini sepertinya (“Ashuir menawarkan 
bahwa magasid al-shari'ah adalah juga sebagai penentu adanya hukum, 
sebab dalam menetapkan status hukum sebelumnya dilakukan terlebih 
dahulu mengkaji “lah suatu nas baru kemudian mengkaji hikmahnya. 
Hikmah hukum tidak dapat diperoleh dengan baik, tanpa sebelumnya 
mengkaji “illah nas. “Illah itu sendiri tetap ada jika secara hikmah dapat 
membawa kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demi- 
kian hubungan antara “i/llah dan hikmah yang dihubungkan oleh magasid 
al-shari 'ah adalah hubungan yang timbal balik. Jika dibuat skema, ba- 


rangkali seperti ini: 


magasid al-shart ah 


Hal yang seperti inilah yang tampaknya dibaca oleh “Ashur. Adanya 


hubungan di atas itulah yang membuat magasid al-shari'ah memiliki 
peluang untuk keluar dari ilmu usul al-figh menjadi disiplin ilmu ter- 
sendiri jika masih dalam genggaman usil al-figh yang tidak memberikan 


posisi yang jelas pada magasid al-shari 'ah. 


208 Thn “Ashiir, Magasid al-Shart ah, 189-196. 
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4. Memiliki Kelayakan untuk Mandiri secara Sejati 


Alasan berikutnya tentang adanya keinginan independensi magasid 
al-shart 'ah dari usiil al-figh karena di dalam magasid al-shari'ah terdapat 
berbagai hal. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini ada yang 
diperuntukkan pada kepentingan umum dan ada pula yang khusus. Ma- 
sing-masing yang diciptakan ini dipastikan mengandung maksud-maksud 
dan hikmah serta makna-makna bahkan motif tertentu, tidak mungkin 
sesuatu yang diciptakan hampa dari beberapa hal itu. Pada bagian seperti 
inilah yang menjadi lahan magasid al-shari ah. 

Sejalan dengan itu, (“Ashur membagi magasid al-shart'ah kepada 
magasid al-tashri' al-'“dmmah dan magasid al-tashri' al-khassah. Maga- 
sid al-tashri' al-'“ammah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang 
diperhatikan oleh Allah dalam seluruh aturan-Nya atau sebagian besar 
dari aturan itu. Makna-makna dan hikmah-hikmah itu tidak hanya ter- 
khusus kepada satu macam pokok aturan syariat Allah saja.” Topik ba- 
hasan dalam magasid al-tashri' al- '“ammah adalah al-fitrah, al-samahah, 
al-maslahah, al-musawah dan al-hurriyah. 

a. Al-fitrah yaitu fitrah bahwa manusia adalah makhluk beragama dan 


berbudaya. Aturan-aturan yang dibuat Allah sesuai dengan fitrah ma- 


nusia. 


b. Al-samdhah yaitu toleransi, posisinya berada di tengah antara kesu- 
litan dan kemudahan atau posisi antara yang berlebih-lebihan dalam 
beragama (ifrat) dan bermudah-mudahan dalam beragama (tafrit). 
Kendatipun mencari yang mudah, tetapi maksudnya adalah kemudah- 
an yang terpuji, yang tidak membawa kepada kemudaratan. Intinya 


209 Tbid., 251. 


210 Yhid., 265-267. 
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Cc. 


adalah jika dilihat secara induktif dapat dikemukakan bahwa hukum 
Allah adalah untuk al-samahah." 


Al-maslahah) yaitu kemaslahatan bahwa maksud terbesar atau ter- 
agung dari aturan Allah adalah tercapainya suatu kemaslahatan dan 
sekaligus tertolaknya suatu kerusakan.” Kemaslahatan ini tetap di- 
perhatikan baik untuk kepentingan umum atau khusus dan tinggal 
mengkaji mana yang lebih dominan di antara keduanya. Jika terdapat 
dua kemaslahatan atau lebih yang berkontradiksi maka yang diper- 
hatikan adalah yang lebih kuat,” 
maslahatan yang dimaksud harus dikaji melalui penelitian yang benar, 


tentunya untuk mendapatkan ke- 


karena kemaslahatan yang dihasilkan dari kajian akan selalu berse- 


suaian dengan logika yang sehat. 


Al-musawah yaitu kesetaraan atau persamaan antara manusia karena 
di samping manusia pada dasarnya bersaudara, juga tujuan dari atur- 
an-aturan Allah ini adalah untuk terwujudnya persamaan sesama 
makhluk Allah. Tujuan sebaliknya adalah untuk menghilangkan per- 
bedaan atau ketidakseimbangan (tafawut) antar sesama makhluk 
. 215 


Allah dari berbagai sisi. 


Al-hurriyah yaitu kebebasan bahwa setiap orang terlepas dari peng- 
hambaan atau perbudakan (didd al- 'ubiidiyah) dan setiap orang dapat 
melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginannya tanpa men- 


dapatkan rintangan dari orang lain.” 


Islam sendiri datang untuk 
membebaskan manusia dari penghambaan atau akidah yang salah. 


Oleh karena itu adanya siksa adalah sebagai tanda Islam ingin mem- 


2 


2 


2 


! Tbid., 268-270. 
2 Tbid., 276. 
3 Tbid., 296. 
4 Ibid., 316. 
? Tbid., 329. 
6 Tbid., 390-391. 
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bebaskan manusia kesesatan.” Jelasnya manusia memiliki kebebas- 
an dalam beritikad atau berkeyakinan karena pada dasarnya tidak ada 
paksaan dalam beragama. Begitu juga manusia memiliki kebebasan 


dalam berbicara, berbuat dan dalam segala keadaan selama tidak ber- 


akibat pada kerusakan atau kemudaratan.”" 


Selanjutnya magasid al-tashri' al-khassah adalah hal-hal yang di- 
maksudkan Allah dengan segala ketentuannya adalah untuk merealisasi- 
kan maksud-maksud manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara 


kemaslahatan umum dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus. 


Dengan magasid al-shari 'ah ini dapat diketahui kehendak dari ajaran 
Islam ini. Oleh karena itu maka ia sudah dipandang lebih dari cukup un- 
tuk menjadi penentu atau metode penetapan hukum Islam. Ketika usil al- 
figh lebih banyak memfokuskan kepada hal yang lain, sementara magasid 
al-shari 'ah memiliki kekuatan yang mungkin tidak dimiliki keilmuan lain, 
tentu tidak salah jika magasid al-shari'ah berkreasi secara sejati dan 


mandiri untuk menjadi ilmu dengan disiplin kajian tersendiri. 


5. Motivasi Pencapaian Kemaslahatan Universal 

Selama ini disamping peran magasid al-shart'ah di ranah publik ti- 
dak menguak, juga walaupun ketika membahas magasid al-shari ah sela- 
lu diorientasikan kepada kemaslahatan individu. Hal seperti inilah yang 


kemudian menjadi kritik para pembela magasid al-shart'ah. 


Jasser Auda yang sepertinya banyak terinspirasi dari pemikiran Ibn 
“Ashur berupaya memperlihatkan bahwa teori magasid al-shari'ah secara 
hakiki dapat memberikan kontribusi yang banyak kepada masyarakat luas 
bahkan ke setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu Jasser Auda pun 


berupaya menawarkan pemikiran-pemikiran agar tidak tetap bertahan de- 


217 Tbid., 396. 


218 Thid., 400. 
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ngan rumusan para ulama magasid sebelumnya. Ada beberapa hal yang 

patut dipertimbangkan pentingnya menggunakan magasid al-shart ah 

yang hakiki secara optimal pada masa sekarang yaitu: 

a. Teori magasid al-shari'ah klasik tidak membuat rincian cakupannya 
dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail 
pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu, 

b. Teori magasid al-shari'ah klasik lebih berorientasi pada kemasla- 
hatan individu, bukan untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat 
secara umum, 

c. Teori magasid al-shari'ah klasik tidak mencakup prinsip-prinsip uta- 
ma yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan 
lain-lain, 

d. Penetapan teori magasid al-shart'ah klasik bersumber dari warisan 
intelektual figh yang ditetapkan oleh para ahli figh, bukan diambil 
dari teks-teks utama seperti al-9ur'an dan Hadis.” 

Menurut Jasser Auda agar hukum Islam dapat memainkan peran po- 
sistif untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu men- 
jawab tantangan zaman, maka cakupan teori magasid al-shart 'ah perlu 
diperluas. Asalnya hanya terbatas kepada kemaslahatan individu, mesti 
diperluas mencakup ke wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu 
menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia di berbagai tingkatannya. 
Asalnya perlindungan keturunan menjadi perlindungan keluarga. Asalnya 
perlindungan akal menjadi perwujudan berpikir ilmiah, penelitian atau 
semangat menuntut ilmu pengetahuan. Asalnya perlindungan jiwa men- 
jadi perlindungan kehormatan manusia atau perlindungan hak-hak manu- 
sia. Asalnya perlindungan agama menjadi perlindungan kebebasan men- 


jalankan ibadah dan kebebasan berkeyakinan. Asalnya perlindungan harta 


219 Auda, Magasid al-Shari£ah as Philosophy, 4. 
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kekayaan menjadi perwujudan solidaritas sosia 


1.20 Untuk lebih jelasnya, 


deskripsi di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :”' 


Usul al-Khamsah Klasik 


Usul al-Khamsah 


Kontemporer 


Perlindungan keturunan 
(hifz al-Nasl) seperti 


larangan berzina 


a) Kajian dan tindakan yang dilakukan 
selalu berorientasi pada perlindungan 
Keluarga. 

b) Kajian dan tindakan yang berupaya 
agar selalu lebih peduli terhadap 
institusi Keluarga. 


Perlindungan akal (hifz al- 
“Agl) seperti larangan 


minum khamar 


a) Mengoptimalkan pola pikir dan 
research ilmiah. 

b) Menggiatkan dan memotivasi untuk 
mencari ilmu pengetahuan. 


c) Mempersempit pola pikir yang 
berorientasi pada kriminalitas, 
berkerumun dan bergerombol. 

d) Menghindari adanya upaya yang 
meremehkan kemampuan dan kerja 
otak. 


Perlindungan jiwa (hif al- 
Nafs) seperti larangan 


membunuh 


a) Menjaga dan melindungi martabat 
kemanusiaan 


b) Menjaga dan memelihara 


220 Tbid., 21-23. 


21 Muhammad Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Meres- 


pon Perubahan di Era Negara-Negara dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan 
Agama Islam Jasser Auda)”, Media Syariah, Vol. XIV, No. 2 (Juli-Desember, 2012), 
146. Begitu juga Muhammad Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistimologi Keil- 


muan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi”, Asy-Syir 'ah: Jurnal Ilmu 
Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. 11 (Juli-Desember 2012), 364. 
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kehormatan 


c) Menjaga serta melindungi hak-hak 
asasi manusia. 


Perlindungan agama (hif | a) Menjaga, melindungi dan 
al-Din) seperti menghormati kebebasan beribadah 


diwajibkannya shalat b) Menjaga, melindungi dan 
menghormati kebebasan beragama 
dan berkepercayaan. 


Perlindungan harta (hifz al- | a) Mengutamakan kepedulian sosial. 


Mal) seperti keharusan b) Menaruh perhatian pada 
bekerja pembangunan dan pengembangan 
ekonomi. 


c) Mendorong kesejahteraan manusia. 


d) Menghilangkan jurang antara miskin 


dan kaya 


Berdasarkan gambaran tentang begitu luasnya cakupan usiil al-kham- 
sah yang merupakan bagian dari magasid al-shari'ah, berarti dapat pula 
dikatakan bahwa ia dapat menerobos berbagai lini kehidupan. Kemasla- 
hatan universal pun tentu hampir dapat dipastikan dapat dicapai jika 


benar-benar melaksanakan dari cita-cita magasid al-shart'ah. 


Dikatakan demikian karena suatu ketetapan atau keputusan dalam 
hukum, tidak hanya dilihat atau hanya mengandalkan dalil tekstual (nag- 
IT), tetapi mesti pula memperhatikan kepada kemaslahatan. Jika hanya 
mengandalkan dalil tampaknya akan mengalami kesulitan jika berha- 
dapan dengan kondisi yang berbeda dengan isi dari dalil itu, sementara 
diketahui pula bahwa dalil terkadang menanggapi persoalan yang terjadi 
pada waktu dalil itu diturunkan. Di sinilah letak pentingnya mengetahui 
situasi, kondisi, sosial, budaya, ekonomi bahkan politik masyarakat Arab 
sewaktu ayat-ayat al-Our'an diturunkan dan termasuk pula kondisi-kon- 
disi timbulnya suatu hadis. Hal ini tidak lain agar suatu ketetapan hukum 
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dapat berpihak kepada kebaikan dan kemaslahatan yang universal. Ke- 
maslahatan ini pun tidak diperoleh secara serta merta, melainkan melalui 
kajian yang serius dan metodis yang salah satunya melalui kajian maga- 


sid al-shari 'ah. 


B. Dari Sudut Usul al-Figh 


1. Usul al-figh sebagai Alat dan Hasil Ijtihad 


Satu hal yang mesti dipahami bahwa usil al-figh adalah alat. Disebut 
sebagai alat karena di dalam usil al-figh dalil-dalil, kaidah-kaidah atau 
metode yang digunakan untuk mengkaji suatu persoalan hukum dan hasil 
dari kajian ini adalah status hukum suatu masalah. Inilah peran penting 
dari usul al-figh di dunia hukum Islam yang dengan dalil-dalil, kaidah- 
kaidah atau metode-metode dapat menjawab persoalan-persoalan hukum 


Islam secara metodologis. 


Namun di luar itu semua, harus pula disadari bahwa usul al-figh (ter- 
lebih lagi hukum Islam-fikih) adalah hasil ijtihad”” yang dibangun ulama 


(mujtahid)' berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks-teks kitab 


22? Titihad adalah pengerahan segala kemampuan mujtahid untuk menggali dan menetap- 
kan status hukum suatu persoalan dari dalilnya dengan jalan sangkaan kuat yang ia 
sendiri merasa tidak mampu lagi berbuat lebih maksimal dari usaha maksimal yang 
telah dilakukan. Lihat Sayf al-Din Abi al- Hasan “Alt ibn Abi “Alt ibn Muhammad 
al-Amidi, Muntaha al-Sul ft Ilm al-Usil: Mukhtasar al-Ihkam fi Usil al-Ahkam 
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2003), 246. Adapun syarat-syarat orang 
yang dapat berijtihad lihat dalam Lihat “Abd al-Majid al-Sawsih al-Sharfi, al-ljtihad 
al-Jama fi al-Tashri' al-Islami (Yatar: Wuzarat al-Awgaf li al-Shu'in al-Islamiyah, 
1998), 59-70. Begitu juga “Adnin Muhammad, al-Tajdid ft al-Fikr al-Islami (t.t.: 
Dar ibn al-Jawzi, 1424), 170-175. 

223 Walaupun para ulama usil alfigh berbeda dalam menetapkan dan menamakan 
tingkatan para mujtahid terlebih lagi siapa saja yang termasuk dalam masing-masing 
tingkatan, tetapi secara garis besarnya mujtahid terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu 


mujtahid muflag (mujtahid mustagil), mujtahid muntasib (mujtahid mutlag ghayr al- 
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224 


suci.” Usil al-figh merupakan hasil dari rumusan kreativitas nalar dan 


murni hasil pemikiran para mujtahid yang tidak ada contohnya pada umat 


terdahulu. 


Bukti bahwa usil al-figh sebagai hasil ijtihad adalah kitab al-Risa- 


h”0 sebagai kitab pertama dalam ilmu usil al-figh. Kendatipun ada 


la 
yang mengakui bahwa ada ulama sebelum al-Shafi'1 yang lebih dahulu 
menyusun kitab, tetapi fakta dalam sejarah kitab al-Risalah adalah yang 
pertama. Setelah itu bermunculanlah kitab-kitab usii!l al-figh bahkan 
membentuk menjadi aliran-aliran yang di dalamnya terdapat pula perbe- 
daan antar ulama dalam membangun suatu kaidah atau metode. Gam- 
baran ini mengharuskan setiap orang mengakui bahwa usil al-figh adalah 
sebagai alat yang disusun (ijtihad) ulama untuk kepentingan analisis suatu 


persoalan hukum. 
Sebagai alat dan hasil ijtihad, tentu usul al-figh bukanlah seperti se- 
suatu yang tidak akan mengalami sentuhan kembali bahkan kritik untuk 


dikaji kembali terkait dengan perannya selama ini. Memang diakui bahwa 


mustagil), dan mujtahid fi al-madhhab. Lihat Nadiah Sharif al-“Umari, al-Jjtihad ft 
al-Islam: Usiiluhi, Ahkamuhi, Afituhi (Beirut-Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 
2001), 173-193. Lihat pula Amir Sa'id al-Zibari, Mabahith fi Ahkam al-Fatwa (Bei- 
rut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1995), 118-126. Namun ada juga yang membagi muj- 
tahid ke dalam dua tingkatan yaitu mujtahid muflag dan mujtahid mugayyad yang 
terdiri dari ahl al-ijtihad fi al-madhhab, ahl al-ijtihad ft al-masa'il, ahl al-takhrij dan 
ahl al-tarjih. Lihat Muhammad Asywadie Syukur, Mode Ijtihad Masa Dulu dan 
Masa Kini (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 1992), 6-7. Hal ini menunjuk- 
kan bahwa orang yang memiliki keahlian tertentu walaupun tidak sampai ke derajat 
mujtahid mutlag masih dapat melakukan ijtihad setidaknya dalam masalah-masalah 
tertentu atau melalui takhriji atau melalui tarjihi. 

224 Auda, Magisid al-SharT'ah, 46. Lihat juga Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Is- 
lam (Jakarta: Logos, 1997), 8-9. 

225 «Alt Jum'ah Muhammad, Tlm Usil al-Figh, 7. 

226 Al-Jayzani, Ma alim Usil, 26-27. 
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usul al-figh benar-benar dapat menunjukkan eksistensinya menjadi pe- 
doman prosedural dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan-perso- 
alan hukum Islam. Namun apakah betul hasil kajian yang dilakukan be- 
nar-benar dapat memberikan kemaslahatan yang menyeluruh kepada 
masyarakat muslim atau masih menyisakan persoalan-persoalan. Jika me- 
lihat kembali hasil kajian di atas, banyak persoalan universal yang belum 
dapat disentuh oleh usil al-figh sehingga hasil kajiannya pun masih di 
tataran kemaslahatan individual. Dalam posisi seperti inilah usul al-figh 
mesti dapat membuka diri untuk melakukan penataan ulang agar ia selalu 


dapat update sebagai metodologi penetapan hukum Islam. 


Penataan ulang usul al-figh dapat dilakukan dengan cara memberikan 
ruang dan porsi yang sama kepada magasid al-shari'ah sebagaimana por- 
si yang didapatkan kaidah-kaidah lughawiyah atau magasid al-sharit'ah 
memisahkan diri dari usul al-figh untuk menjadi metode tersendiri dalam 
mengkaji persoalan hukum. Namun tentunya karena magasid al-shart'ah 
berbicara tentang kemaslahatan, maka magasid al-shart'ah pun masih 
memiliki hubungan dengan metode-metode usil al-figh yang ada kait- 
annya dengan kemaslahatan pula. Hal ini seperti adanya hubungan antara 
magasid al-shari ah dengan al-giyas, al-istihsan, al-istislah, al-dhari 'ah 
dan termasuk pula dengan al- 'urf. Disamping itu magasid al-shari ah ju- 
ga memiliki hubungan dengan kaidah-kaidah fikih (gawa 'id al-fighiyah), 
terutama berkaitan dengan al-mashaggah, al-darar dan al- adah yang se- 
muanya itu berhubungan dengan pencapaian kemaslahatan dan penolakan 


kemudaratan. 


Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam usul al-figh 
terdapat satu kaidah dari beberapa kaidah al- 'urf. 
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Kaidah ini ingin menginformasikan bahwa perubahan suatu hukum 
itu adalah biasa dan bahkan suatu kemestian. Kemestian ini terjadi karena 
zaman, tempat, situasi, niat (maksud atau tujuan) dan adat istiadat bisa 
berbeda atau mengalami perubahan. Hukum saja (fikih) dapat berbeda 
dan berubah dengan yang hukum sebelumnya karena menyesuaikan de- 
ngan perubahan, tentunya usiil al-figh sebagai alat yang digunakan untuk 
mengkaji persoalan hukum sekarang pun mestinya tidak menjadi hal yang 
tabu juga mengikuti perkembangan. Sebab bagaimana bisa mendapatkan 
status hukum (fikih) yang benar-benar membawa kepada kemaslahatan 


universal jika alatnya saja masih mengandung kemaslahatan parsial. 


2. Tekstualitas Usul al-Figh 


a. Keterikatan Pada Kaidah Kebahasaan 


Sejak lahirnya usul al-figh sepertinya sudah memfokuskan 
pada faktor kebahasaan. Hal ini juga telah dijelaskan pada baha- 
san kurang berperannya magasid al-shari'ah dalam usul al-figh 
di mana pada bahasan itu ditemukan beberapa faktor yang 
membuat usul al-figh tidak dapat menghindari dari kajian keba- 


hasaan. Dominannya faktor kebahasaan inilah membuat pemba- 


27 Dalam ilmu @awa'id al-Fightyah kaidah yang semakna dengan kaidah di atas adalah 
“iK6 3d” dan RKA, Tes jau Hei & 4” Tentang kaidah di atas dapat dilihat 
dalam Ibn al-Gayyim al-Jawzyah, I lam al-Muwaggi In an Rabb al- Alamin, Vol. I 
(Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 1423 H), 41. Lihat juga, Abu “Abd al-Rahmin “Abd al- 
Majid Jum'at al-Jaza'iri, al-Oawa'id al-Fighiyah al-Mustakhrajah min Kitab I'Flam 
al-Muwaggi In li “Allamah Ibn al-Oayyim al-Jawziyah (Riyad: Dar Ibn hazm, t.th.), 
373: 
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caan terhadap semangat, makna, rahasia, maksud suatu hukum 


(magasid al-shari'ah) kurang atau tidak mendapatkan perhatian. 


Keterikatan ini mempengaruhi pula pada penulisan kita oleh 
para ulama di berbagai mazhab. Ibn Hazm al-Andalusi dari ka- 
langan al-zahiriyah menulis kitab berisi kaidah-kaidah usil! al- 
figh yang hampir semuanya adalah kaidah-kaidah kebahasaan. 
Kendatipun ada pula membahas tentang sunnah, tetapi muatan- 
nya terkait dengan ta'arud al-adillah (pertentangan dalil-dalil) 
dan al-takhsis. Begitu juga ketika membahas al-giyas, nuansa ka- 
jian kebahasaan dalam menolak al-giyas terasa sekali. Selain dari 
yang disebutkan tersebut, bahasannya di seputar kebahasaan se- 
perti al-amr, al-nahy, al- 'amm, al-khas, al-isharah, al-majaz, al- 


naskh dan lain-lain.” 


Dalam referensi yang lain misalnya al-Zarkashi al-Shafi'1 
menulis sebuah kitab tentang usil al-figh. Dari 6 jilid karya ini 
ada sebanyak 4 jilid yang membahas tentang kaidah-kaidah keba- 
hasaan.”” Karya dari kalangan al-Shafi'1, bahkan ada pula yang 


seutuhnya membicarakan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. “” 


Hal yang sama juga dalam kitab al-Tamhid yang ditulis al- 
Kalwadhani al-hanbali, bahasan kaidah-kaidah kebahasaan juga 
dominan dari metode-metode lainnya serta dari tidak ditemukan 
adanya bahasan tentang magasid al-shart ah, bahkan dalam kitab 


ini dibahas pula tentang makna huruf-huruf dalam kaitannya 


228 1 ebih jelasnya lihat Abi Muhammad “Alt ibn Ahmad ibn Sa'id ibn hazm, al-Ihkam fi 
Usil al-Ahkam, Vol. I-VIII (Beirut: Dar al-Afag al-Jadidah, t.th). 

229 Tebih jelasnya lihat Badar al-Din ibn “Abdullah al-Zarkasht al-Shafi', al-Bahr al- 
Muhtt fi Usul al-Figh, Vol. I-VI (Kuwait: Dar al-safwah, 1992). 

230 Lebih jelasnya lihat Ibn Firkah al-Shafi'1, Sharh al-Waragat li Imam al-haramayn al- 
Juwayni (t.t: Dar al-Basha'ir al-Islamtyah, t.th). 
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memahami nas.“' 


Karya-karya ulama usil al-figh klasik lainya 
seperti yang ditulis a-Garafi yang berjudul al- 'Igd al-Manzim ft 
al-Khusis wa al-'Umim. Melihat dari judulnya saja telah dapat 
dipahami bahwa muatan yang terdapat dalam karya ini adalah 
kaidah-kaidah kebahasaan. ? Karya dari kalangan mazhab al- 
hanafi salah satunya Usul al-Sarkhisi. Kitab yang terdiri dari dua 
jilid ini, materi-materi yang pertama kali dibahas pada jilid per- 
tama adalah kaidah-kaidah kebahasaan. “' 

Jelasnya topik-topik dalam kitab-kitab usil al-figh klasik 
lebih dominan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan. 
Kendati pun ada membahas tentang al-Sunnah, metode al-ijma”, 
metode al-giyas dan metode-metode ma 'nawiyah lainnya tetapi 
pengaruh dari segi kebahasaan masih terlihat. Oleh karena itulah 
dapat disebutkan bahwa pada masa klasik ini —bahkan pengaruh- 
nya terasa sampai sekarang- usul al-figh begitu terikat dengan 
kajian kaidah-kaidah kebahasaan dan kurangnya pemahaman pa- 


da maksud atau makna di balik suatu teks. 


b. Pola Berpikir di antara Oat'i dan Zanni 


Dalam kajian keislaman terdapat konsep al-thawabit dan al- 
mutaghayyirat. Al-thawabit adalah hal-hal yang tetap selamanya 


dan tidak berubah walaupun terjadinya perubahan zaman.”" Da- 


231 ebih jelasnya lihat Mahfiiz ibn Ahmad ibn al-hasan Abii al-Khattab al-Kalwadhani al- 
hanball1, al-Tamhid fi Usul al-Figh, Vol. I-IV (Jeddah: Dar al-Madani, 1985). 

23? Y ebih jelasnya lihat Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Gurafi, al- Igd al-Manziim ft al- 
Khusus wa al- Umim, Vol. III (t.t: Dar al-Kutubi, 1999). 

233 T ebih jelasnya lihat Abti Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhisi, Usil 
al-Sarkhist, Vol. I-II (Beirut: Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmtyah, 1993). 

239 salah al-sawi, al-Thawabit wa al-Mutaghayyirat fi Masirat al- “Amal al-Islami al- 
Mu sir (Amerika: Akadim1yat al-Shart'ah bi Amrika, 2009), 50. Lihat juga Muham- 
mad Sa'id Muhammad hasan Bukhari, “al-Thawabit wa al-Mutaghayyirat ft Tashri" 
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lam usul al-figh istilah al-thawabit ini identik dengan al-muh- 
kamat yaitu suatu lafal yang menunjukkan makna secara jelas 
dan pasti sehingga tidak mengandung kemungkinan untuk di- 
takwil, ditakhsis terlebih lagi dinaskh. 


Adapun al-mutaghayyirat hal-hal yang dapat berubah dise- 
babkan berbagai kemungkinan. Perubahan ini dapat disebabkan 
karena perbedaan tempat, situasi dan kondisi atau pun mengikuti 
perkembangan-perkembangan lainnya.”S Dalam usil al-figh isti- 
lah al-mutaghayyirat identik dengan al-mutashabihat yaitu lafal 
yang mengandung dua makna atau lebih, sehingga makna itu pun 
tidak jelas dan tidak pasti. Oleh karena itu untuk mendapatkan 
maknanya, diperlukan kajian yang dapat diketahui makna yang 


237 


lebih kuat dari yang lain. 


Istilah lainnya yang memiliki pengertian sama dengan al- 
muhkamat adalah gat'7. Oat'1 adalah lafal yang hanya bermakna 
satu atau khusus pada makna tertentu dan tidak mengandung 
makna yang lain." Kebalikan dari gat'7 yang memiliki penger- 
tian yang sama pula dengan al-mutashabihat adalah zanni. zanni 
adalah lafal yang mengandung beberapa makna sehingga tidak 
tertuju pada makna tertentu yang menimbulkan berbagai inter- 


pretasi. 2” 


al-Awrad wa al-Adhkar”, Majallah Jami 'ah Umm al-Oura, Vol. 19, No. 42 (Rama- 
dan 1428), 195. 

235 Muhammad Adib salih, T. afsir al-Nusus ft al-Figh al-Islami, Vol. I (Beirut-Damaskus: 
al-Maktab al-Islami, 1993), 171. 

236 Al-gawi, al-Thawabit wa al-Mutaghayyirat, 50. Lihat juga Bukhari, “al-Thawabit wa 


al-Mutaghayyirat, 195. 
237 salih, Tafsir al-Nusus, Vol. I, 312 dan 332. 
238 Al-Zuhayli, Usul al-Figh, Vol. 1, 441. 
239 Tbid., 442. 
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Pola pikir al-thawabit, al-muhkamat, gat'7 versus al-muta- 
ghayyirat, al-mutashabihat dan zanni begitu membekas sehingga 
mempengaruhi pula dalam penggalian dan penetapan status 
hukum suatu persoalan. Pengaruh yang pertama kali dirasakan 
adalah tekstualitas. Dominasi berpikir tekstual ini membuat para 
ulama tidak lagi memperhatikan mengapa dan untuk apa hukum 
tersebut ditetapkan, terlebih lagi berkaitan dengan semangat yang 


termuat di dalamnya, menjadi faktor yang sering terabaikan. 


Akibatnya hukum yang ditetapkan pun kaku dan terkadang 
kurang dapat berdialog dengan situasi dan kondisi tempat dan 
zaman yang berbeda-beda. Hal yang cukup disayangkan jika hu- 
kum yang ditetapkan, sebab betapa pun ilmiah dan hebatnya sua- 
tu hukum ditetapkan, tetapi jika tidak dapat diamalkan tentu ha- 
nya akan menjadi problem tersendiri bagi usil al-figh yang 


mestinya selalu bisa menjadi solusi yang dapat diamalkan. 


Padahal jika menengok kembali sejarah “Umar ibn Khattab 
sewaktu menjadi khalifah, beberapa kali ia sempat membuat ke- 
tetapan yang terlihat tidak menggunakan ayat-ayat yang gat 7 dan 
justru membuat kebijakan yang lain. Beberapa hal yang dila- 
kukan “Umar ibn Khattab adalah tidak membagikan harta gha- 
nimah kepada orang yang ikut berperang pada waktu itu dan 
justru membiarkan tetap dikuasai oleh penduduk asli. Keputusan 
ini menimbulkan reaksi karena bertentangan dengan O.S. al-An- 
fal (8): 41 yang gat 7 tentang jelasnya aturan pembagian harta itu, 
terlebih lagi pada masa Nabi harta ghanimah ini selalu dibagikan 
kepada masyarakat Islam yang ikut berperang. Pertimbangan 
“Umar ibn Khattab adalah kemaslahatan penduduk asal yang jika 
harta itu diambil baik harta bergerak atau pun tidak bergerak, 
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maka akan menimbulkan kemudaratan hidup bagi mereka semen- 


tara tentara Islam pada waktu itu sudah mendapatkan gaji.” 


“Umar ibn Khattab juga tidak memberikan hak kepada mual- 
laf menerima bagian zakat yang diatur secara gat 7 dalam 9.S. al- 
Tawbah (9: 6|. Alasannya adalah banyaknya orang yang meme- 
luk agama Islam di musim zakat dan kembali pada agama semula 
seusai musim zakat. Hal ini membuat agama terkesan dipermain- 
kan. Hal lainnya, “Umar ibn Khattab tidak memotong tangan 
orang yang mencuri sebagaimana diatur secara gat'7 dalam O.S. 
al-Ma'idah (5: 38). Alasannya adalah karena masyarakat Madi- 
nah pada waktu itu sedang yang mengalami krisis monoter dan 
yang melakukan pencurian pun bukan berprofesi sebagai pencu- 


: 241 
ri. 


Masih banyak ketetapan-ketetapan “Umar ibn Khattab yang 
secara lahiriah bertentangan dengan ayat-ayat al-Our'an, bahkan 
dapat disebut telah keluar dari al-Gur'an. Namun jika dipahami 
secara mendalam sebenarnya ia masuk ke dalam al-Gur'an dan 
mengamalkan ayat-ayat al-Our'an secara induktif universal yang 
senada pula dengan misi magasid al-shari'ah. Inilah yang mesti 
dipahami bahwa tidak beramal pada ayat gat'7 bahkan melakukan 
penafsiran ulang pada ayat tersebut bukan maksudnya mengotak 
atik terlebih lagi merubah al-Our'an atau pun hadis Nabi. Al- 
Our'an dan hadis Nabi dipastikan tidak akan pernah mengalami 


perubahan. Namun karena al-Our'an dan hadis diturunkan dalam 


240 Munawir Sjadzali, “Gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Kontekstualisasi 
Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjazali, MA, ed. Muhammad Wahyuni 
Nafis (Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 94. Lihat juga Munawir 
Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), 38-39. 

21 Sjadzali, “Gagasan Reaktualisasi, 95. Lihat juga Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, 39 dan 
4l. 
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kondisi tertentu yang tidak sama dengan kondisi sesudahnya, 
bahkan dengan kondisi maka pemikiran manusia terhadap ajaran 
yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut sangat 
mungkin berubah sesuai dengan keperluan dan kemaslahatan ma- 


syarakat sekarang. 


Teks-teks al-Gur'an dan hadis Nabi tidak mengalami perubahan, te- 
tapi interpretasi dan penerapannya dapat disesuaikan dengan setiap kon- 
disi kehidupan. Artinya perubahan yang dimaksudkan bukan perubahan 
secara tekstual melainkan perubahan kontekstual yang berjalan secara 
terus menerus sepanjang zaman, sehingga Islam pun selalu relevan dan 
aktual serta dapat memberikan solusi kemaslahatan karena selalu dapat 
berdialog dengan setiap perubahan.”” Hal yang perlu ditegaskan bahwa 
dalam hukum Islam yang tidak mengalami perubahan adalah berhu- 
bungan dengan ibadah murni, sementara yang dapat berubah, berganti, 
dikurangi atau ditambah berhubungan dengan hukum muamalah yaitu 


hubungan manusia dengan manusia lainnya.” 


C. Perlunya Metode Progresif 
Sebagaimana disebutkan pada bahasan yang lalu bahwa usul al-figh 


adalah alat dan ia juga merupakan hasil ijtihad. Semestinya karena usil 
al-figh juga hasil dari rumusan para mujtahid baik yang disusun melalui 
teks nas (metode lughawiyah) atau pun melalui makna-makna induktif 
nas (metode ma'nawiyah) ia dapat menjadi metode yang selalu dapat 
mengkaji persoalan hukum bahkan sosial yang berkembang di tengah 
masyarakat. Hal yang lebih utama adalah memberikan solusi terbaik dan 


dapat dilaksanakan oleh masyarakat muslim secara luas. 


282 Muhammad Azhar, Figh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam (Yog- 
yakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 58-59. 

233 Siadzali, “Gagasan Reaktualisasi, 92. Lihat juga Sjadzali, “Tjtihad dan Kemaslahatan, 
121. 
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Dikatakan demikian karena jika meminjam istilah yang sering digu- 
nakan dalam penelitian, kedudukan usil al-figh dapat dikatakan sebagai 
independent variable dengan seperangkat teori yang ada padanya, semen- 
tara hukum Islam (fikih) adalah dependent variable dengan berbagai 
kesiapan potensi yang dimilikinya untuk menerima format-format yang 
diformulasikan usiil al-figh. Berkualitas atau tidaknya suatu hukum dan 
dapat diaplikasikan atau tidaknya hukum Islam tersebut, bahkan ada atau 
tidak adanya kemaslahatan hukum itu jika diterapkan hampir dipastikan 
tidak terlepas dari kepiawaian usil al-figh menjawab persoalan-persoalan 
itu. Kepiawaian yang dimaksudkan di sini adalah tidak terlepas dari peng- 


kaji, ulama atau mujtahid yang meneliti suatu persoalan. 


Mestinya usil al-figh memang dapat berperan secara maksimal se- 
bagai pabrik hukum Islam atau sebagai “jantungnya” hukum Islam. Na- 
mun ketika usiil al-figh yang diharapkan menjawab kompleksitas per- 
soalan-persoalan yang dihadapi tidak dapat berbuat banyak, sementara di 
sisi yang lain ada magasid al-shari'ah yang tidak diberikan peran, maka 


hal ini merupakan kemunduran tersendiri bagi usil al-figh. 


Ada beberapa opsi yang dapat dilakukan yaitu usiil al-figh harus bisa 
membuka diri dan memposisikan magasid al-shart'ah secara seimbang 
dengan metode yang lain terutama dengan metode kebahasaan atau bisa 
opsi berikutnya adalah magasid al-shari'ah melepaskan diri dari usul al- 
figh. Dari awal pembahasan magasid al-shari 'ah memang ingin melepas- 
kan diri dan bahkan telah disebutkan pula bahwa Ibn “Ashiur dipandang 
telah membuat konsep yang kuat sehingga magasid al-shari'ah dapat 
menjadi ilmu yang independen. Terlebih lagi jika umat Islam ini dihadap- 
kan dengan persoalan-persoalan sosiologis, maka sangat dibutuhkan kai- 
dah-kaidah yang lebih luas dari pada sekedar kaidah-kaidah usil al-figh 
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yang lebih cenderung pada kajian tekstual daripada memperhatikan mak- 


na, maksud atau hikmah suatu hukum.?” 


Jika dilihat dari keleluasaan bergerak antara usiil al-figh beserta me- 
tode lughawiyah-nya dengan magasid al-shari'ah tampaknya yang lebih 
leluasa adalah magasid al-shari 'ah. Dengan demikian, hanya magasid al- 
shart 'ah —terlebih lagi bersinergi dengan metode-metode ma 'nawiyah 
dalam usiil al-figh- yang dapat cocok dan progresif untuk menjadi metode 


penetapan hukum Islam kontemporer. @ 


24 Pendapat di atas ditulis oleh Muhammad al-tihir al-MIsawi ketika mengantarkan pen- 
studi dalam memahami pemikiran (Ashar. Lihat ( Ashiir, Magasid al-Shari ah, Vol. 
I, 90. 
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BAB 5 


MENUJU MAOASID AL-SHARI AH 
SEBAGAI METODE PENETAPAN 
HUKUM ISLAM 


Dengan tidak menutup mata tentang peran magasid al-shari'ah dalam 
sejarah perjalanan hukum Islam dan ditambah dengan perlu pula mem- 
pertimbangkan alasan-alasan magasid al-shari'ah yang ingin memisah- 
kan diri dari usil al-figh, dipandang penting jika mengkaji atau menguji 
coba magasid al-shari'ah menjadi metode dalam menetapkan status hu- 


kum suatu persoalan. 


A. Pertimbangan Pentingnya Magasid al-Shar''ah sebagai 
Metode 


1. Adanya Kedekatan Fungsi Magasid al-Shari'“ah dengan 
Metode Usul al-Figh 
Hubungan magasid al-shari 'ah dengan metode-metode usil al-figh 
seperti dengan al-giyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-dha- 
ri 'ah, al- 'urf dan yang lainnya telah dibahas pada bab dua dan disinggung 
kembali secara sekilas pada bab tiga. Pada bahasan tersebut magasid al- 
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shart ah berperan sebagai pendukung dari metode-metode yang disebut- 
kan. Disebutkan pula bahwa posisi magasid al-shari'ah pun berada di 
akhir setelah ditetapkannya status hukum suatu persoalan. Namun walau- 
pun sebagai pendukung, usul al-figh tetap menyatakan bahwa magasid 
al-shari 'ah merupakan satu bagian dari dirinya. Lebih dari itu, di bab tiga 
juga sudah dijelaskan bahwa usil al-figh mengakui eksistensi magasid al- 
Shari'ah sebagai pemberi ketenangan atau kedamaian melalui maksud- 
maksud, tujuan-tujuan, hikmah-hikmah, makna-makna bahkan rahasia- 
rahasia dibalik penetapan suatu ketentuan. Beberapa hal itu hanya dapat 
dijelaskan oleh magasid al-shari'ah kepada manusia sebagai pelaksana 
hukum. Kendatipun dalam usul al-figh peran magasid al-shari 'ah bukan 
sebagai penentu, tetapi tidak dapat dipungkiri ia memiliki peran yang be- 
sar. 

Disamping itu, dalam bahasan ini yang ditangkap bukan tentang ke- 
beradaan magasid al-shart'ah, tetapi esensi yang diambil adalah tentang 
dukungan terhadap kemaslahatan atau penolakan terhadap kemudaratan. 
Dua hal ini menjadi titik tolak atau inti dari sebuah ketetapan hukum ka- 
rena hukum yang tidak memperhatikan kedua hal di atas hampir dipas- 
tikan menjadi problem tersendiri baik pada hukum itu sendiri atau pun 
pada pelaksana hukum. Oleh karena itu yang menjadi patokan atau pe- 
gangan di sini adalah kemaslahatan dan kemudaratan. Jika dalam suatu 
ketentuan bertujuan untuk kemaslahatan universal dan bukan kemaslahat- 
an kelompok, terlebih lagi untuk kemaslahatan pribadi maka kemaslahat- 
an universal dapat menjadi dasar penetapan hukum. Hal ini mesti didu- 
kung karena salah satu langgengnya hukum itu apabila ia mengandung 


atau memihak pada kemaslahatan. 


Kemudian jika menengok kembali tentang tata cara mencari “illah, 
salah satunya adanya peran magasid al-shari'ah di dalamnya dan seba- 
liknya ketika dilakukan kajian untuk menemukan magasid al-shart'ah 
ada juga peran “illah di dalamnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 


dengan beralasan kemaslahatan pada suatu persoalan, magasid al-sha- 
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ri ah sebagai penentu kemaslahatan itu dapat ikutserta dalam menetapkan 
hukum Islam. Hal yang sama juga ketika menentukan kemudaratan yang 
artinya jika melalui hasil kajian ditemukan kemudaratan sehingga tidak 
mengandung kebaikan jika dilakukan, maka dengan beralasan kemuda- 
ratan pada suatu persoalan, magasid al-shari'ah sebagai penentu juga 


tentang kemudaratan dapat ikutserta dalam menetapkan hukum Islam. 


Intinya adalah penentuan kemaslahatan atau kemudaratan juga ada di 
tangan magasid al-shari'ah. Dalam menetapkan status hukum suatu 
persoalan, berpandangan pada menarik atau mendukung suatu kemasla- 
hatan dan menolak suatu kemudaratan adalah suatu keniscayaan untuk 
dilakukan. 


2. Kaidah-kaidah atau Prinsip-prinsip Magasid al-Shari'ah 
Ada beberapa kaidah yang dikemukakan oleh al-Shatibi terkait de- 
ngan magasid al-shari ah yang kemudian dikaji kembali secara sistema- 
tis oleh para ulama di zaman sekarang. Beberapa kaidah tersebut di dalam 
tulisan ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar pertimbangan tentang 
kelayakan magasid al-shari'ah menjadi metode penetapan hukum Islam. 


Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: 


a. Hukum Ditetapkan untuk Kemaslahatan Manusia Sekarang 
atau Akan Datang 


Prinsip pertama magasid al-shari'ah adalah setiap hukum 
yang ditetapkan dipastikan untuk kemaslahatan manusia. Kemas- 


lahatan ini tidak hanya bertujuan untuk di masa sekarang (di 


245 Beberapa kaidah ini pernah ditulis ditulis dalam buku penulis. Lihat Abdul Helim, 
Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer: Akad Nikah tidak Ter- 
catat, Poligami, Cerai di Luar Pengadilan dan Nikah di Masa Idah. (Malang: Intele- 
gensi Media, 2018), 59-61. 
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dunia), tetapi juga untuk masa yang akan datang (akhirat). Hal ini 


sesuai dengan kaidah yang berbunyi: 


Yz1 c # S . 
Lan JAN Jeli Goal #lalya WI LA ag 
Artinya: “sesungguhnya syari 'at-syariat itu diletakkan adalah 


untuk kemaslahatan hamba untuk saat ini (di dunia) atau saat 
akan datang (di akhirat) ”. 


Maksud dari kaidah prinsip di atas adalah setiap hukum yang 
ditetapkan al-Shari' (Allah maupun Rasulullah) adalah untuk ke- 
maslahatan manusia baik sekarang atau pun akan datang, bahkan 
termasuk pula baik untuk kemaslahatan di dunia atau pun di 
akhirat. Prinsip ini menunjukkan sangat mustahil hukum-hukum 
yang dibuat al-Shari' mengandung kemafsadatan karena sangat 
mustahil pula al-Shari' melakukan hal yang sia-sia. Kendatipun 
manusia tidak atau belum menemukan kemaslahatan tersebut, 
sangat dimungkinkan karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh 
karena itu penelitian atau pengkajian penting dilakukan secara 
terus menerus karena hukum-hukum Allah selalu terbuka untuk 
dikaji. 

b. Tidak Ada Kepentingan untuk Memberatkan Manusia 

Prinsip kedua bahwa setiap hukum yang ditetapkan pada da- 
sarnya untuk kemudahan manusia dan tidak ada keinginan Allah 
untuk menyulitkan atau menyusahkan manusia. Inilah salah satu 


nikmat dan rahmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Hal 


ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi: 


YtV 


Ad SY, IL SKI Jah | poll Of 


246 AI-Kaylani, Oawa 'id al-Magasid, 126. Lihat juga Mawardi, Figh Minoritas, 213. 
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Artinya: “sesungguhnya al-Shari' itu tidak bermaksud memberi- 
kan beban hukum disertai dengan kesusahan dan kesulitan dalam 


pelaksanaan hukum itu”. 


Maksud dari kaidah prinsip di atas bahwa al-Shari' yang da- 
lam hal ini adalah Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah ber- 
maksud untuk menyulitkan dan memberatkan dalam pemberian 
beban hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan Allah dalam bebe- 
rapa firman-Nya seperti pada O.S. al-Bagarah, 2: 233 dan 286, 
O.S. al-An'am, 6: 152, O.S. al-A'raf, 7: 42, O.S. al-Mu'minin, 
23: 62, dan al-Talag, 65: 7. Beberapa firman ini dapat dilihat se- 
bagai berikut: 


O.S. al-Bagarah, 2: 233 dan 286. 


se gag VI aki AE Y..» 


Artinya: “...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 


, 


kesanggupannya...' 
« , 
sg VI Lis AI SY 


Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 


, 


dengan kesanggupannya...' 


O.S. al-An'am, 6: 152. 


Hlgnaag VI Ld MSI... 


Artinya: “...Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar kesanggupannya...” 


Begitu juga pada O.S. al-A'raf, 7: 42, O.S. al-Mu'minin, 23: 
62 dan al-talag, 65: 7 bahwa di sana ada kesamaan maksud seper- 
ti pada ayat-ayat di atas yang intinya bahwa Allah sama sekali 


21 Al-Kaylani, Oawa'id al-Magasid, 277. Mawardi, Figh Minoritas, 215. 
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tidak memberikan beban kepada hamba-Nya di luar kemampuan 
atau kesanggupan mereka. Jika Allah menghendaki, tentu Ia 
dapat memberikan kesulitan (a 'nat) sebagaimana O.S. al-Bagarah, 
2: 220 tetapi hal tersebut tidak diinginkan-Nya dan tidak pula 
dilakukan-Nya. O.S. al-Bagarah, 2: 220 berbunyi: 


3 My (bah! oya dani! ag Ay.» 


Artinya: “...dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusak- 
an dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah meng- 
hendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada- 


» 


Sebaliknya dalam firman Allah yang lain seperti 9.S. al-Ba- 
garah, 2: 185 adalah: 


yag! Kab PN pal Ka Ag pn 


Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 


, 


menghendaki kesukaran bagimu...” 


Begitu juga dalam 9.S. al-Hajj, 22: 78: 
HP UG Se Jala... 


Artinya: “...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 


dalam agama suatu kesempitan...” 

Pada O.S. al-Bagarah, 2: 185 dan O.S. al-Hajj, 22: 78 menun- 
jukkan bahwa Allah menginginkan manusia merasakan kemudah- 
an dan sama sekali tidak menginginkan kesukaran untuk ditimpa- 


kan kepada umat manusia sebagai hamba-Nya. 


Selalu Memperhatikan Akibat dari Suatu Perbuatan 


Prinsip ini mengajak agar tidak mengabaikan akibat dari 


suatu perbuatan. Hal ini sesuai dengan kaidah: 
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GI Raalya JSI S6 le dananya JI SL GB 

Y Ae 
Artinya: “memperhatikan akibat (akhir) perbuatan hukum ada- 
lah memang diperintahkan oleh syarak baik perbuatan-perbuat- 
an itu sesuai dengan tujuan syarak (magasid al-shart'ah) atau 
sebaliknya bertentangan”. 

Maksud dari kaidah prinsip itu, setiap perbuatan memiliki 
konsekuensi atau akibat hukum. Oleh karena itu akibat hukum ini 
perlu dikaji kembali karena diperintahkan baik perbuatan yang 
dilakukan bersesuaian dengan hukum atau pun bertentangan. Da- 
lam usul al-figh terdapat sebuah metode yang disebut al-dhart ah. 
Metode ini membahas tentang tiga hal yaitu tujuan yang telah 
direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan al- 
dhari ah dan hasil (natijah) dari pelaksanaan al-dhari ah. Akibat 
hukum yang dimaksudkan di atas adalah erat kaitannya dengan 
hasil (natijah) dari pelaksanaan al-dhari ah. Perlunya melakukan 
kajian khususnya terhadap akibat hukum adalah agar perbuatan 
yang dilakukan mukallaf (orang yang cakap berbuat hukum) ber- 


sesuaian dengan maksud Allah. 


Hal ini sesuai dengan kaidah: 
Sara Uitlya Jani Gohan OP 01 HUI ya PEN ana 
& Pn) 
Artinya: “maksud al-Shari' dari mukallaf bahwa maksud 


mukallaf dalam perbuatannya adalah sejalan dengan maksud al- 


Shari' dalam menetapkan hukum syari 'at”. 


28 Tbid., 217. Al-Kaylini, Oawa 'id al-Magasid, 362. 
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Maksud dari kaidah ini adalah perbuatan dan maksud para 
mukallaf mesti sejalan atau sesuai atau menyesuaikan dengan 
maksud al-Shari'. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan 
kesesuaian ini adalah para pengkaji hukum mesti memiliki 


pemikiran atau berpikir kontekstual atau juga berpikir di luar teks. 


Khususnya terkait dengan berpikir kontekstual maka ia me- 
rupakan proses penggalian makna tidak secara langsung (indirect 
meaning) dari teks atau dari suatu peristiwa yang terjadi, me- 
lainkan dengan cara melibatkan berbagai makna dan memahami 
berbagai konteks baik dalam arti luas atau sempit,”” sehingga 


dari proses ini dapat diketahui sosial sejarah (socio-historical) 


250 


teks tersebut.” Dalam bahasa lain cara yang dilakukan untuk 


memahami berbagai konteks adalah dengan mempelajari suatu 
persoalan melalui berbagai konteks baik ruang, waktu atau situasi 
dan kondisi lainnya, sehingga dapat diketahui dari proses yang 
dilakukan tentang aspek sejarah suatu persoalan, aspek sosiologis, 
aspek fungsional dan relevansinya untuk masa lalu, sekarang atau 


akan datang.”' 


249 Dikaitkan dengan al-Gur'an, maka kontekstual dalam arti luas yaitu kandungan al- 
Our'an seluruhnya dan kehidupan Nabi Muhammad serta golongan awal masyarakat 
pada waktu itu. Adapun kontekstual dalam arti sempit adalah berkaitan dengan 
kalimat atau kata yang mengirimkan tanda untuk dipahami. Oleh karena itu 
interpreter harus memperhatikan kondisi-kondisi sebelum ayat itu diturunkan dan 
sesudah diturunkan serta ketika diinterpretasikan. Hal ini karena al-Our'an 
diturunkan secara bertahap dalam kondisi dan situasi yang berbeda, sehingga sangat 
penting memperhatikan konteks. Lihat Abdullah Saeed, Interpreting the Our'an 
Towards a Contemporary Approach (London and New York: Routledge Taylor & 
Francis Group, 2006), 105. 

20 Tbid., 116. 

25! Masdar Hilmy, Membaca Agama: Islam sebagai Realitas Terkonstruksi (Yogyakarta: 
Kanisius, 2013), 71-72. 


MAOASID AL-SHART AH versus USUL AL-FIOH 121 


Gambaran berpikir kontekstual ini sepertinya sejalan dengan 


kaidah prinsip magasid al-shart'ah lainnya yaitu: 


"elang ol G Jan ol ag! Je 


Artinya: “keharusan bagi mujtahid untuk memperhatikan (mene- 
liti) sebab-sebab hukum dan akibat-akibat hukum”. 


Maksudnya bahwa seorang mujtahid dalam berijtihad mesti 
memperhatikan dan mengkaji al-asbab ('illah, motif, alasan, atau 
faktor-faktor yang melatarbelakangi hukum) dan al-musabbabat 
(dampak-dampak atau akibat-akibat dari penetapan dan pelaksa- 


naan hukum). 


Seorang mujtahid mestinya tidak hanya terfokus pada kajian- 
kajian teks (gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah) dalam mene- 
tapkan hukum Islam, tetapi mesti pula berpikiran kontekstual 
dengan cara memperhatikan dan mengkaji konteks sebelum, di 
saat dan sesudah setiap persoalan yang dihadapi atau bahkan 
terhadap teks-teks (nas) itu sendiri. Hal seperti inilah yang dise- 
but dengan nalar magasid al-shari'ah. Oleh karena itu menurut 
penulis, kajian-kajian teks (gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah) 
dan kajian-kajian konteks (magasid al-shari'ah) adalah satu 
kesatuan yang mesti bersinergi dalam mengkaji suatu persoalan, 
bukan terpisah-pisah apalagi ada yang lebih mendominasi dari 


metode yang lain. 


Teks-teks hanya terbatas pada pemahaman teks itu sendiri, 
tetapi konteks adalah suatu hal yang tidak terbatas sehingga 
metode untuk memahami konteks (magasid al-shari'ah) ini pun 


mesti pula mendapatkan porsi yang lebih besar atau setidaknya 


252A1-Kaylani, Oawia 'id al-Magasid, 311. Mawardi, Figh Minoritas, 217. 
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sama dengan metode kebahasaan (gawa 'id al-usultyah al-lugha- 
wiyah). 

Dalam setiap pengkajian hukum sudah dipastikan keberadaan 
setiap metode hukum yang digunakan adalah untuk mendapatkan 
kemaslahatan. Oleh karena itu peran kedua metode (magasid al- 
shart 'ah dan gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah) di atas juga 
dipastikan untuk tercapainya kemaslahatan sehingga penulis pun 
sependapat dengan pernyataan bahwa keduanya termasuk dalam 
ruang lingkup ilmu usil al-figh. Keduanya mesti saling mengisi 
karena sama-sama bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan. 
Keduanya merupakan satu kesatuan sebagaimana disebutkan 
pada bahasan-bahasan sebelumnya bahwa magasid al-shari'ah 


adalah salah satu bahasan dalam ilmu usil al-figh. 


3. Kehadiran Magasid al-Shar''ah dalam Penetapan Hukum 
Islam 


a. Secara Teoretis 


Satu hal yang terkadang terlupakan bahwa secara teoretis 
magasid al-shari'ah selalu ada dalam setiap penetapan hukum 
Islam. Hal ini dapat dilihat kembali pada kajian yang telah lalu 
bahwa ketika ditetapkannya sebuah hukum dipastikan selalu ada 
tujuan atau maksud bahkan lebih menjurus lagi adanya makna 


dan rahasia tertentu dalam hukum yang ditetapkan. 


Kehadiran magasid al-shart'ah ini tidak etis jika dinafikan, 
terlebih lagi jika dipandang tidak menentukan. Sekecil-kecilnya 
peran —kalau pun harus dikatakan seperti itu— yang ditunjukkan 
oleh magasid al-shari'ah tetaplah ia disebut sebagai yang memi- 


liki peran dan merupakan bagian dari yang memiliki peran. Be- 


253 “mar, Magasid al-Shart ah, 80. 
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lajar dari teori sistem”" bahwa sekecil apapun salah satu bagian 
dari sistem, tetaplah ia merupakan satu sistem yang terpadu. 
Berkurang atau hilangnya salah satu bagian dari sistem dapat 
mengganggu peredaran sistem yang lain. Ibarat tubuh, magasid 
al-shari ah anggap saja merupakan sub atau sub sub bahkan 
menjadi sub sub sub sistem. Berkurang atau hilangnya peran 
magasid al-shari'ah dari usil al-figh menyebabkan terganggu 
dan kurang sempurnanya tubuh yang dimiliki usul al-figh. 
Berbeda lagi jika magasid al-shari “ah merupakan sistem atau 
sebagai hal yang utama dalam sebuah sistem. Ketidakadaan 
magasid al-shari 'ah dalam pengkajian dan penetapan hukum da- 
lam sebuah sistem merupakan gagalnya ia disebut sebagai sistem, 
sehingga upaya untuk menghilangkan sistem yang utama yaitu 
magasid al-shari'ah adalah kekeliruan yang fatal. Pada kenya- 
taannya jika diperhatikan kembali dari prinsip-prinsip magasid 
al-shari 'ah yang disebutkan sebelumnya dapat diketahui bahwa 


239 Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan, bergerak bersama-sama 
untuk mencapai tujuan bersama. Lihat Winardi, Pengantar tentang Teori Sistem dan 
Analisa Sistem (Jakarta: Karya Nusantara, 1980), 2. Lihat juga Tatang M. Amirin, 
Pokok-Pokok Teori Sistem (Jakarta: Rajawali, 1992), 18. Jelasnya dari berbagai pen- 
dapat dapat disimpulkan bahwa sistem adalah a). Adanya elemen-elemen atau kom- 
ponen-komponen yang masuk dalam sistem, b). Adanya hubungan timbal balik, 
saling keterpaduan dan ketergantungan atau saling mempengaruhi antar elemen atau 
komponen, c). Adanya tujuan yang ingin dicapai, d). Adanya proses (pendekatan, 
metode dan teknik pelaksanaan) yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, f). 
Adanya hal-hal yang diproses yaitu materi pelaksanaan suatu kegiatan, g). Adanya 
hasil yang diperoleh (output), dan h). Adanya keterkaitandengan waktu sehingga 
dapat diukur berhasil atau tidaknya proses yang dilakukan. Lihat Abdul Helim, 
“Penerapan Electronic Government di Indonesia (KTP Online dalam Perspektif Kai- 
dah-Kaidah Ushul Figh”, Tesis (Surakarta-Solo: Universitas Muhammadiyah Sura- 
karta, 2008), 196-197. 
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ia memiliki peran yang besar, hanya saja selama ini peran terse- 


but tidak terbaca oleh beberapa kalangan. 


Fakta Sejarah 


Satu yang tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun secara 
sejarah, usul al-figh baru terbentuk secara formal pada masa tabi' 
tabi im yaitu pada masa Imam al-Shafi'1 dengan kitab al-Risalah, 
tetapi kehadiran usil al-figh secara hakiki yang ada sejak masa 
Rasulullah dan dipraktikkan secara langsung oleh beliau. 
Demikian juga dengan magasid al-shart ah yang secara hakiki ia 
juga sama dengan usul al-figh, bahkan beriringan dengan usil al- 
figh. Pada waktu itu apapun yang berasal dari Rasulullah adalah 
fikih (hukum Islam). 


Fikih ini di samping bersumber dari al-Gur'an juga berasal 
dari Nabi dan di dalamnya sudah tentu ada pertimbangan-pertim- 
bangan tertentu dari Rasulullah. Pertimbangan-pertimbangan ter- 
sebut tentu berhubungan dengan tujuan dibentuknya hukum yang 
dalam hal ini menurut para ulama disebut magasid al-shari'ah. 
Bukti keikutsertaan magasid al-shari'ah dalam penetapan hukum 
adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad beri- 
kut ini: 


SB dang Ale Al Ja gal Sai Ala Ul, Le lap cuba 
N 1 £ 4 3 £ 5 
bale AI Jae Al Jay JS Elo Ul, EA ke Lal pl an 


£ 


J3 LA one Y LB Elo la ole Enbattat y Sal dang 


Ka 


£ « 
Hadis ini menceritakan tentang peristiwa “Umar ibn Khattab 
yang mencium istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Keja- 
dian ini langsung dilaporkan “Umar kepada Rasulullah yang ke- 


mudian terjadi dialog antara Rasulullah dan “Umar bahwa Rasu- 
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lullah bertanya apakah berkumur-kumur termasuk membatalkan 
puasa. “Umar pun menjawab berkumur-kumur tidak membatal- 
kan puasa sehingga Rasulullah pun mempersilakan kepada “Umar 


ibn Khattab untuk meneruskan puasanya. 


Dari dialog ini dapat dipahami bahwa Rasulullah mengana- 
logikan (giyas) antara mencium istri dengan berkumur-kumur di 
waktu berpuasa yang pada hukumnya tidak membatalkan puasa 
bagi orang yang melakukannya. Kendatipun pesan dari dialog ini 
lebih menekankan pada giyas, tetapi terdapat pelajaran lain yang 
dapat disarikan. Secara implisit dapat diperoleh suatu pelajaran 
bahwa Nabi Muhammad tidak secara tekstual menghukumkan 
batal pada puasa “Umar. Nabi justru memahami situasi dan kon- 
disi pada waktu itu serta menyadari bahwa manusia terkadang lu- 
pa, sehingga tidak tepat menghukumkan batal puasa hanya kare- 
na mencium istri dengan sebab lupa, terlebih lagi jika dilakukan 
di siang hari yang artinya keinginan untuk meneruskan puasa le- 
bih besar termasuk kemaslahatan bagi pelaku. Ketetapan Rasu- 
lullah ini tidak lain adalah karena magasid al-shari'ah. 

Begitu juga jika dilihat dari tahapan-tahapan turunnya ayat 
al-Our'a. Dalam hal ini misalnya berkaitan dengan ayat-ayat kha- 
mar. Pada 9.S. al-Nahl, 16: 67 Allah berfirman: 


SO di Bia IA A2 Unika Hery Jabill SE yag 

£ - 

Chin paid LN S3 

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman 

yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesunggguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang yang memikirkan”. 

Pada ayat di atas menyebutkan bahwa kurma dan anggur 


dapat dibuat minuman yang memabukkan (|xx) dan yang jelas 
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keduanya adalah rejeki (.— 6j,) dari Allah. Namun pada kedua- 


nya itu terdapat tanda kebesaran Allah yang hanya dapat dike- 
tahui oleh orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari- 
nya. 

Pada ayat ini tidak disinggung sedikitpun berkaitan dengan 
bahaya, status hukum haram apalagi dosa bagi pelaku peminum 
khamar. Lebih dari itu kurma dan anggur yang menjadi khamar 
disebut sebagai rejeki dari Allah yang boleh dikonsumsi. Setelah 
Islam mulai dipegang dan dianut oleh pemeluknya, Allah kemu- 
dian menurunkan firman-Nya sebagaimana O9.S. al-Bagarah (2: 
2191: 


Lagi al lay on FI Legh JB sll pel ye Iitag 

£ 
Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan be- 
berapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar 


, 


dari manfaatnya...” 


Pada ayat di atas mulai disinggung bahwa di dalam khamar 
memang ada manfaat tetapi ada juga mengandung mudarat, bah- 
kan dosa karena kemudaratan yang ditimbulkan khamar jauh 
lebih besar dari manfaatnya. Awal kejadian turunnya ayat ini ada- 
lah ketika “Umar ibn Khattab dan Mu'adh ibn Jabal serta seke- 
lompok dari kalangan Ansar datang bertanya kepada Rasulullah. 
Pertanyaan ini muncul karena kebiasaan minum khamar memiliki 


mudarat yang bisa menghilangkan kemampuan berpikir normal 


MAOASID AL-SHART AH versus USUL AL-FIOH 127 


dan dapat menghabiskan harta.” Akhirnya turun ayat di atas dan 
karena khamar masih tidak diharamkan walaupun mengandung 
dosa besar, sehingga masyarakat Madinah pun masih meneruskan 


kebiasaan mereka untuk mabuk. “S 


Selanjutnya ketika syariat Islam telah mulai kuat dan dilak- 
sanakan umat Islam, turun kembali firman Allah yang lain yaitu 
O.S. al-Nisa (4: 43J: 


mnta Ipda Gp G1 Fl Bakal Ig2 BV Naat Up Lab 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sha- 
lat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu menger- 


, 


ti apa yang kamu ucapkan...” 
Pada ayat di atas dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan me- 
laksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk ( 85 agkall Ip, Y 


S$Xw). Namun pesan yang terdapat pada ayat ini adalah bahwa 


meminum khamar masih dibolehkan, sementara larangan memi- 
num khamar pada ayat itu bukan bersifat mutlak tetapi dibatasi 
(tagyid) oleh waktu-waktu tertentu. Pada waktu itu siapa pun ser- 
ta kapan pun meminum khamar masih dibolehkan asal tidak wak- 
tu shalat. 27 


255 


256 


257 
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Abihasan “Alt al-Wahidi, Asbab Nuzul al-Our'an (Riyad:Dar al-Mayman, 2005), 186. 
A. Mudjab Mahalli, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alguran (Jakarta: Raja Gra- 


findo Persada, 2002), 343. 


Pada waktu itu Sahabat Nabi “Abd al-Rahman ibn “Awf mengundang sahabat-sahabat 


Rasulullah yang lain mengadakan jamuan. Mereka pun makan dan minum yang di 
antaranya ada khamar. Ketika shalat Maghrib tiba, majulah salah seorang dari 
sahabat Nabi ini untuk menjadi Imam. Di waktu membaca surat al-Kafirin, si Imam 
terbalik balik membaca hingga tidak bisa selesai. Peristiwa ini menjadi salah satu 
sebab turunnya ayat di atas. Lihat kembali dalam Al-Wahidi, Asbab Nuzil, 289. 


Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 


Pada tahap berikutnya yaitu ketika Islam benar-benar telah 
diterima dan keyakinan umat Islam telah kuat, turunlah wahyu 
Allah 9.S. al-MAidah (5: 90 sebagai berikut: 


JP oa ym PIN SAY magly pad Li Italy kel 
Opi Sl ognit Ulil! 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (me- 
minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi 
nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 


Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberun- 


tungan. 


Pada ayat di atas dan khususnya ketika Islam telah kuat maka 
baru ada larangan meminum khamar secara mutlak. Berarti la- 
rangan ini berlaku kapan pun dan dalam keadaan seperti apa pun. 


Dengan menggunakan kata perintah untuk meninggalkan barang 
terlarang tersebut (exc-6) maka larangan yang begitu tegas dan 
jelas itu dapat dipahami bahwa ia memang benar-benar harus di- 


tinggalkan, terlebih lagi larangan tersebut didukung pernyataan 


sebelumnya bahwa khamar (disamping larangan berjudi, (berkor- 


258 Ada salah seorang sahabat Nabi yaitu Ayah dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waggas, 


mendatangi sekelompok dari Muhajirin dan Ansar yang pada waktu itu memanggang 
hasil buruan dan di sisi mereka juga terdapat se tong khamar. Ia pun ikut makan dan 
minum bersama mereka. Kemudian karena mabuk ia berkata bahwa kaum Muhijirin 
lebih baik dari kaum Ansar. Mendengar ucapan tersebut langsung rambutnya ditarik 
oleh seseorang kaum Ansir seraya memukul ke arah wajahnya hingga lebam dan 
hidung pun retak. Ayah dari Mus'ab ini pun ketika sadar melapor ke Rasulullah dan 
kemudian turunlah 9.S. al-Ma'idah (5: 90| di atas. Lihat kembali dalam Al-Wahidi, 
Asbab Nuziil, 357. 
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ban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah) adalah keji 


yang merupakan perbuatan setan. 


Jika melihat perjalanan peletakan status hukum khamar tam- 
paknya dapat dilihat adanya isyarat tertentu atau pesan yang 
tersembunyi bahwa Allah memiliki pertimbangan-pertimbangan 
tertentu. Jika dikaji kembali bahwa pertimbangan ini mengarah 
pada upaya agar masyarakat yang hidup kala itu tidak terkejut 
dengan ketentuan Allah ini. Hal yang sangat mungkin terjadi 
seandainya perilaku yang sebelumnya menjadi kebiasaan suatu 
masyarakat, dilarang secara revolusioner maka akibatnya sangat 
mungkin pula terjadi berbaliknya masyarakat ke agama mereka 
sebelumnya. Menghindari persoalan ini agar tidak terjadi, di 
sinilah diperlukan suatu pertimbangan yang dalam hal ini bentuk 
pertimbangan tersebut adalah magasid al-shari'ah. Di sinilah ar- 
tinya pentingnya kehadiran magasid al-shari'ah di setiap hukum 
Islam bahkan setiap persoalan kehidupan manusia. Sebab peran 
dan fungsi magasid al-shari'ah dipandang sangat luar biasa da- 
lam memberikan pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran- 
pemikiran strategis. Jika dikaitkan dengan persoalan khamar bah- 
wa walaupun secara resmi magasid al-shart ah belum berwujud 
menjadi disiplin ilmu pada waktu itu, tetapi ia telah ada sejak 
adanya hukum Islam. 


Agar keikutsertaan dan kehadiran magasid al-shart ah bukan 
hanya sebagai pelengkap, tetapi justru berperan besar dalam pe- 
nentuan hukum Islam maka dikemukakan contoh lainnya. Misal- 
nya Rasulullah sangat mengajurkan kepada orang yang ingin 
menikah agar melihat calon pasangannya. Melihat calon pasang- 
an ini tentu harus dibantu atau ditemani oleh keluarga dekat si 
perempuan. Hal ini bertujuan agar orang yang akan dinikahi ada- 
lah perempuan yang menarik bagi calon suaminya atau sesuai de- 


ngan keinginan suami itu atau bahkan sama-sama cocok di antara 
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keduanya, karena dari berbagai tujuan berumah tangga adalah 
adanya kecocokan di antara suami istri. Tujuan ini tentu tidak 
lain adalah berdasarkan atau bahkan wujud dari magasid al-sha- 
rt ah sehingga dari upaya ini kehidupan rumah tangga yang dila- 


lui berjalan dengan harmonis. 


Contoh lainnya adanya adzan. Adanya adzan adalah bertu- 
juan untuk memberitahukan kepada masyarakat muslim tentang 
masuknya waktu shalat fardhu, sehingga dengan adzan ini dapat 
digunakan sebagai media untuk memanggil masyarakat muslim 
melaksanakan shalat berjamaah. Adapun maksud adanya al-iga- 
mah adalah untuk mengajak kepada orang-orang yang ada di 
tempat itu untuk bersegera melaksanakan ibadah shalat. Maksud- 
maksud yang disebutkan di sini tidak lain adalah bentuk dari pe- 
ran magasid al-shart 'ah yang tidak mungkin masih ditampik oleh 


setiap pengkaji hukum Islam.” 


4. Saling Ketergantungan antara Kajian Kebahasaan dan 

Magasid al-Shari'ah 

Pada salah satu bagian di bahasan sebelumnya yaitu kaidah-kaidah 
magasid al-shari ah disebutkan bahwa teks-teks hanya terbatas pada pe- 
mahaman terhadap teks itu sendiri, tetapi konteks adalah suatu hal yang 
tidak terbatas sehingga metode untuk memahami konteks yang dalam hal 
ini tidak lain adalah magasid al-shari'ah mesti pula mendapatkan porsi 
yang lebih besar atau setidaknya sama dengan kaidah atau metode keba- 
hasaan (gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah) yang selama ini dipandang 


telah mendominasi. 


Pernyataan tentang konteks ini menunjukkan bahwa ruang lingkup 


kajian magasid al-shari'ah pada dasarnya lebih luas daripada kajian kai- 


ji Al-Raysiint, al-Fikr al-Magasidi, 15. 
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dah kebahasaan dan idealnya magasid al-shari'ah itulah yang menjadi 
“pemberi restu” terhadap ketetapan hukum yang telah ditetapkan kaidah 
kebahasaan. Disebut sebagai pemberi restu karena jika melihat begitu 
strategisnya kedudukan magasid al-shart ah terlebih lagi adanya magasid 
al-shari 'ah adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh manusia 
maka tidak ada bahasa lain untuk disematkan pada magasid al-shari'ah 
selain sebagai pemberi restu. Namun demikian, magasid al-shari'ah te- 
taplah tidak dapat berbuat banyak tanpa adanya teks. Justru dengan ha- 
dirnya teks ini yang di dalamnya ada kaidah kebahasaan, menjadikan 
magasid al-shari'ah dapat menunjukkan perannya. Keduanya baik kai- 
dah-kaidah kebahasaan (gawa'id al-usiliyah al-lughawiyah) atau pun 
magasid al-shart'ah saling memiliki ketergantungan antara satu dengan 
yang lainnya. 

Ketergantungan ini menimbulkan makna bahwa kaidah-kaidah keba- 
hasaan atau pun magasid al-shari'ah atau antara magasid al-shari'ah 
dengan gawd 'id al-usuliyah al-lughawiyah adalah satu kesatuan kompo- 
nen atau satu elemen dalam sebuah sistem keilmuan usil al-figh. Sebagai 
satu komponen atau satu elemen maka satu sama lainnya saling membu- 
tuhkan. Berhasil pada bagian gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah tidak 
menjadikannya sebagai berhasil yang hakiki jika magasid al-shari'ah 
menjadi terabaikan. Begitu juga sebaliknya berhasil pada bagian magasid 
al-shari 'ah bukan keberhasilan yang sebenarnya jika ia melangkahi ga- 
wa 'id al-usuliyah al-lughawiyah. Inilah yang disebut dengan kesadaran 
sistem yang menjadi bagian batang tubuh ilmu usil al-figh. Sebagai 
kesadaran sistem maka untuk mencapai suatu tujuan bersama, keduanya 
mesti saling membahu dan membutuhkan serta berjalan secara berimbang, 


tanpa ada yang diabaikan. 


5. Kaidah-Kaidah Sinergis Kajian Kebahasaan dan Magasid 
al-Shari'ah 
Jika gambaran tentang sistem sebagaimana yang diuraikan sebelum- 


nya dapat dipahami, maka sudah dipastikan intinya antar sistem atau 
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antar sub sistem di dalam sebuah sistem harus saling bersinergi dan ber- 
kombinasi. Saling bersinergi yang dimaksud adalah tidak lain gawda 'id al- 
usuliyah al-lughawiyah dan magasid al-shari ah. 

Tokoh yang bernama al-Raysiini adalah seorang ulama yang meng- 


kaji pemikiran al-Shatibi secara lengkap?" 


tampaknya mengarahkan 
pikirannya untuk merumuskan kaidah-kaidah tentang sinergitas yang 
dimaksud. Kaidah-kaidah sinergitas antara gawa 'id al-usultyah al-lugha- 
wiyah dan magasid al-shari ah secara tersirat dapat dilihat dalam bahasan 


berikut ini: 


a. Setiap Hukum selalu Ada Yilah dan Tujuan 
Kaidah yang membahas tentang hal ini adalah: 


Mean naya at 


Artinya: “setiap apa-apa yang sudah menjadi ketentuan hukum 


, 


pasti ada “illah hukum dan maksud serta kemaslahatannya. 


Kaidah di atas maksudnya adalah setiap hukum pasti memi- 
liki “illah?” dan tujuan serta kemaslahatan. Oleh karena itu, tidak 
mungkin hukum itu ada secara tiba-tiba tanpa adanya sebab-se- 
bab yang membuat ditetapkannya hukum itu, sehingga “illah 
menjadi faktor yang penting agar kesadaran konteks selalu berke- 
sinambungan dalam setiap pemikiran dan tidak hanya terfokus 
pada teks saja. Selain itu, setiap hukum dipastikan memiliki tu- 
juan atau maksud dan secara logika sangat mustahil timbulnya 


290 Al-Kaylani, Oawa'id al-Magasid, 371. Mawardi, Figh Minoritas, 217. 

201 Al-Raysiini, al-Fikr al-Magasidi, 39. 

262 Lihat kembali bahasan-bahasan sebelumnya yang memaknai 'illah. Jelasnya “illah ini 
adalah motif atau pembangkit adanya hukum. Al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, 
Jilid HI, 56. 
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aturan hukum tanpa adanya tujuan. Tujuan dalam hukum sudah 


dapat dipastikan adalah untuk kemaslahatan. 


Penjelasan di atas menunjukkan bahwa “llah merupakan re- 
presentasi dari usul al-figh yang dalam hal ini termasuk di da- 
lamnya gawia 'id al-usultyah al-lughawiyah. Ia (illah) dinyatakan 
harus ada dalam setiap hukum karena tidak mungkin adanya 
suatu ketentuan tanpa ada yang melatarbelakanginya. Begitu juga 
maksud atau tujuan adalah representasi dari magasid al-shari'ah 
yang artinya hal ini menegaskan bahwa hukum dipastikan memi- 
liki tujuan tertentu. Jika hukum tersebut dikaitkan dengan tujuan 
al-Shari' dalam membuat dan menentukan hukum maka sangat 
dipastikan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan. 

Ketiga hal yang disebutkan di atas merupakan satu kesatuan 
dan saling berkait kelindan. Oleh karena itu melalui kajian ini 
dapat dibuktikan bahwa perlu adanya sinergis pendekatan-pende- 
katan atau metode-metode tertentu dalam menyelesaikan persoal- 


an khususnya dalam hukum Islam. 


b. Setiap Magasid al-Shari''ah harus Menggunakan Dalil 


Kajian yang membahas sinergis ini juga terdapat pada kaidah 
berikut: 


Mt VI Amat Y 


Artinya: “Tidak ada penyebutan magasid al-shart 'ah kecuali 


disertai dengan dalil”. 


Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa dalam penggunaan 
magasid al-shari'ah sebagai metode tidak dapat dilakukan ke- 


20 Al-Raysiini, al-Fikr al-Magasidi, 59. 
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cuali didukung dengan dalil. Artinya ketika menentukan status 
hukum suatu persoalan melalui magasid al-shari'ah harus diser- 
tai dan berdasarkan dengan dalil. Hal ini juga menunjukkan bah- 
wa hukum yang ditetapkan berdasarkan magasid al-shari'ah ti- 
dak berdasarkan akal atau logika semata. 


Keberadaan dalil di sini sangat penting untuk mendukung ke- 
maslahatan yang diperjuangkan magasid al-shari'ah. Memang 
diakui dalil-dalil tidak terlepas dari interpretasi (tafsir atau pun 
ta wil) individu, kelompok atau lembaga atau bahkan kesepakat- 
an seluruh pihak, karena merekalah yang membuat dalil-dalil ini 
bersuara. Oleh karena itu maka diperlukan aturan-aturan dalam 
memberikan interpretasi (tafsir atau pun ta wil) yang salah satu- 
nya dari faktor kebahasaan (gawa 'id al-lughawiyah). Dengan kai- 
dah-kaidah kebahasaan ini para penafsir dituntun untuk menge- 
mukakan tafsiran-tafsiran atau hakikat dari sebuah teks atau dalil. 
Perbedaan masing-masing para penafsir, hampir dipastikan tidak 
dapat dihindari karena perbedaan adalah fitrah manusia dan disi- 
plin ilmu serta perbedaan kecenderungan masing-masing, tetapi 
setidaknya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah 
disusun tetaplah perbedaan tersebut masih masuk dalam kategori 
perbedaan ilmiah. 

Hal yang ingin ditunjukkan di sini adalah magasid al-sha- 
ri ah tidak terpisah dengan gawa'id al-lughawiyah, karena per- 
timbangan magasid juga perlu mendapatkan dukungan dari dalil, 
sehingga keduanya bersama-sama digunakan untuk mengkaji per- 
soalan hukum yang dihadapi. Kendatipun pada akhirnya yang 
ingin dicapai adalah kemaslahatan karena tanpa kemaslahatan 


berarti hukum pun tidak membawa kebaikan kepada manusia. 


Penentuan Hierarki Kemaslahatan dan Kemafsadatan 


Kajian yang membahas sinergis ini juga tersemat dalam kai- 
dah berikut ini: 
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Tb, Hal 2s 


Artinya: “keteraturan (ketertiban) menyatakan kemaslahatan 


dan kemafsadatan ”. 


Maksud dari kaidah di atas adalah adanya urutan-urutan da- 
lam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, sehing- 
ga diperlukan ada yang perlu diprioritaskan dari yang lain. Mi- 
salnya kemaslahatan yang lebih kuat lebih didahulukan daripada 
kemaslahatan yang kurang kuat. Begitu juga kemafsadatan yang 
lebih kecil lebih didahulukan daripada kemafsadatan yang lebih 
besar. Apabila terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dan ke- 
mafsadatan, maka jika kemaslahatannya lebih kuat tentu kemas- 
lahatan itu yang didahulukan dan jika kemafsadatan yang lebih 
besar tentu menolak kemafsadatan besar lebih diutamakan dari- 


pada mengambil kemaslahatan yang lebih kecil. 


Berkaitan dengan kaidah ini, para ulama dari al-Ghazali sam- 
pai ke al-Shatibi bahkan ulama-ulama selanjutnya membagi ma- 
gasid al-shari'ah ke dalam tiga tingkatan yaitu al-daruriyah, al- 
hdjiyah dan al-tahsiniyah”” Ketiga macam ini merupakan ting- 
katan yang hirarki yang disebut al-Raysint: 

Y11 £ Bau 2 
Je ya Ja learng Yan Jap Lean Kila 
Artinya: “ada tingkatan sebagiannya di atas sebagian yang lain 


dan ada sebagiannya lebih utama dan sebagian lain”. 


264 Tbid., 68. Mawardi, Figh Minoritas, 218. 
265 Ketiga hal di atas baik al-darirtyah, al-hdjiyah atau pun al-tahsiniyah dapat dilihat 


kembali pada bahasan magasid al-shart'ah dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya 


terhadap hukum pada bab kedua buku ini. Lihat pula dalam Badawi, Magasid al- 
Shari'ah, 63-66. Begitu juga hirz al-Lah, al-Madkhal ila 'Ilm Magasid, 115-118. 
200 Al-Raysiini, al-Fikr al-Magasidi, 68. 
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Kaidah ini mengemukakan bahwa ada suatu hal yang disa- 
dari atau tidak mendapatkan perlakuan ada yang lebih tinggi dari 
yang lain. Perlakukan seperti ini bukan dipandang salah karena 
secara fitrahnya ada sesuatu yang lebih utama dari sesuatu yang 
lain. Realitas seperti ini memang harus diterima. Jika tingkatan 
ini dikaitkan dengan konsep kemaslahatan al-dariiriyah, al-hajiy- 
ah dan al-tahsiniyah maka tingkatan yang lebih tinggi dari ketiga 
hal di atas adalah al-daruriyah kemudian al-hajiyah dan yang 
terakhir adalah al-tahsiniyah. 


Namun Jasser Auda tampak berbeda dengan para ulama sebe- 
lumnya dan mengkritik model tingkatan hirarki al-daruriyah, al- 
hajiyah dan al-tahsiniyah. Hal ini terlihat ketika ia mengkaji ma- 
gasid al-shart'ah dengan pendekatan sistem, khususnya pada 
bagian interrelated hierarchy of the system of Islamic law yang 
maksudnya adanya saling keterkaitan antar nilai-nilai. Adanya 
keterkaitan ini karena Auda melihat bahwa elemen-elemen yang 
bertingkat-tingkat perlu dikaji melalui pendekatan sistematik dan 
metode dekomposisi. Di sini Auda mengemukakan teori “katego- 
risasi” dan kategorisasi ini meniadakan perbedaan antar elemen 
yang tersebar dalam berbagai ukuran dan kemudian menempat- 


kan elemen-elemen tersebut dalam kategori yang sama.” 


Berdasarkan konsep interrelated hierarchy yang ditegaskan 
kembali oleh Amin Abdullah bahwa baik al-dariiriyah, al-haji- 
yah ataupun al-tahsiniyah menempati kedudukan yang sama pen- 
tingnya atau memiliki nilai yang sama. Ketika suatu persoalan 
berada di ranah al-hajiyah atau bahkan di ranah al-tahsiniyah, 


tetapi karena kedudukan dan nilainya sama pentingnya dengan 


267 Auda, Magasid al-Shari Sah, 48. 
268 Abdullah, “Epistemologi Keilmuan, 140. Lihat juga Abdullah, “Bangunan Baru, 351. 
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ranah al-darurtyah maka kedua ranah ini pun berstatus sama 


dengan ranah al-daruriyah. 


Berbeda dengan Imam al-Shatibt yang menganut feature-ba- 
sed categorizations sehingga hirarki ketiga kemaslahatan di atas 
pun bersifat kaku, selalu berada dalam ruang satu, dua dan tiga. 
Konsekuensi hirarki al-Shatibi ini membuat al-hajiyah dan al- 
tahsiniyah selalu tunduk kepada al-daruriyah. Contoh dari fitur 
interrelated hierarchy adalah mendirikan salat (al-daruriyah), 
olah raga (al-hajiyah) atau rekreasi (al-tahsiniyah) adalah dinilai 
sama-sama penting untuk dilakukan.” Beberapa hal dalam con- 
toh dipandang sama-sama penting, tetapi menurut penulis bukan 
berarti ketika tiba waktunya salat justru digunakan untuk olah 
raga atau rekreasi karena berlindung di bawah alasan sama-sama 


penting. Cara berpikir seperti itu tentu keliru dan perlu diluruskan. 


Oleh karena itu menurut pemikiran penulis, tanpa melalui 
interrelated hierarchy dan tetap pada hirarki yang ada sebagai- 
mana yang dikemukakan para ulama, sebenarnya persoalan-per- 
soalan yang masuk ke dalam masing-masing kategori baik pada 
al-daruriyah, al-hajiyah ataupun al-tahsiniyah menjadi lebih 
kontekstual dan dapat berubah. Ketika suatu persoalan yang 
asalnya berada pada tingkat al-hajiyah tetapi pada kondisi ter- 
tentu kemaslahatan yang dikandungnya sangat besar maka ia da- 
pat naik dan masuk ke dalam kategori al-daruriyah, begitu pula 
sebaliknya. Asalkan para ulama memiliki pemikiran yang terbuka, 
kontekstual, realistis empiris dan semuanya menyepakati penting- 
nya kemaslahatan, maka persoalan-persoalan dalam ketiga kate- 
gori di atas bisa saja yang asalnya pada kategori al-tahsiniyah 
kemudian naik ke dalam kategori al-hajiyah dan karena kemasla- 


269 Tbid. 
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hatannya sangat besar akhirnya masuk ke dalam kategori al-da- 
ruriyah. Alternatif lainnya bisa juga persoalan-persoalan dalam 
ketiga kategori itu saling bertukar posisi yang terkadang bisa di 
kategori al-daruriyah, al-hajiyah ataupun al-tahsiniyah. 


d. Adanya perbedaan antara Magasid dan Wasilah 
Kajian yang membahas sinergis juga secara implisit terdapat 
pada kaidah di bawah ini: 


TT Jiagg MAL oya ye 

Artinya: “dipandang perlu adanya pembedaan antara al-ma- 
gasid dan al-wasa 1”. 

Maksud dari kaidah di atas adalah pentingnya membedakan 
mana yang disebut al-magasid sebagai tujuan utama yang ingin 
dicapai dan mana yang disebut sebagai al-wasa'il atau al-wasilah 
yaitu sebagai perantara (media) untuk menyampaikan kepada 
tujuan. 

Berkaitan dengan pemahaman terhadap al-magasid telah di- 
bahas sebelumnya. Adapun al-wasa'il adalah sesuatu yang digu- 
nakan untuk tercapainya tujuan berupa perantara atau media yang 
disebut pula sebagai al-dhari ah. Hal ini dapat dicontohkan seba- 
gaimana dalam 9.S. al-Jumu'ah, 62: 9: 


A53 Jl Ion Rab! gg con Baki Kai 5 sal pl Le 


mna Ia 


210 Al-Raysiint, al-Fikr al-Magasidi, 17. Mawardi, Figh Minoritas, 219. 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk 
menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada 


mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...” 


Salah satu lafal dalam ayat di atas adalah “I,1v6” yaitu perin- 


tah “bersegera”. Bersegera yang dimaksudkan di sini adalah ber- 


segera melaksanakan salat Jumat di Mesjid. 


Adapun penjelasan terkait dengan al-magasid dan al-wasa'il 
adalah berikut ini. Ketika tiba waktu salat Jumat umat muslim 
diwajibkan salat Jumat di Mesjid. Salat Jumat di Mesjid disebut 
sebagai tujuan atau al-magasid. Selanjutnya agar perjalanan ini 
bisa sampai ke mesjid maka diperlukan alat atau transportasi. 


Alat atau transportasi ini disebut al-wasa “il. 


Penjelasan tentang perlunya membedakan antara al-magasid 
dan al-wasa'il adalah terletak pada bahasan berikut ini. Apapun 
transportasinya adalah dapat digunakan, asalkan dapat menyam- 
paikan ke tujuan yaitu ke Mesjid. Oleh karena itu baik bersepeda, 
sepeda motor, mobil dan sebagainya serta tidak mesti harus ber- 
jalan kaki (al-wasa'il-media) semuanya bisa dijadikan alternatif 
untuk mencapai pada tujuan. Apakah al-wasa'il di sini penting 
atau tidak penting. Jawabannya adalah penting, karena dalam 
salah satu kaidah figh juga disebutkan: 


Artinya: “al-wasa'il (wasilah-wasilah) adalah menempati hukum 


al-magasid”. 


Pada kaidah ini disebutkan bahwa wasilah atau media me- 
nempati hukum yang sama dengan tujuan. Sebab tanpa adanya 
media, tentu tujuan tidak dapat dicapai dengan baik sehingga ba- 
gaimana pun status tujuan begitu juga status yang diterima wasi- 
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lah. Namun demikian tentu saja wasilah (al-wasa'il) ada dan di- 
perlukan bukan karena esensinya (tujuan) tetapi sebagai karena 
pada hakikatnya ia sebagai perantara untuk terwujudnya sesuatu 
hal yang lain yang tidak lain adalah tujuan atau al-magasid itu 


sendiri. 


Dari segi yang lainnya, pada suatu persoalan bisa saja terjadi 
pertentangan antara kemaslahatan dengan teks tetapi karena teks 
merupakan al-wasa 'il, media atau sarana maka walaupun ber- 
tentangan tetapi tujuannya adalah untuk tercapainya kemasla- 
hatan, tujuan inilah yang penting diperhatikan. Misalnya dalam 
pembagian harta waris. Tujuan dalam kasus ini terbaginya harta 
waris dengan baik dan tercapainya kemaslahatan yang benar-be- 
nar dapat dirasakan oleh masing-masing oleh ahli waris. Adapun 
cara pembagiannya adalah sebagai wasilah, media atau sarana. 
Berdasarkan hal ini maka untuk mencapai kemaslahatan bersama 
di antara para ahli waris, apapun metode pembagian yang dalam 
hal ini disebut al-wasa'il adalah dapat digunakan. Metode pem- 
bagian baik melalui bagi rata, musyawarah atau membagi secara 
fara'id terlebih dahulu dan baru kemudian mengadakan kesepa- 
katan (islah) maka semua itu adalah al-wasa'il. Terbaginya dan 
terdistribusinya harta waris kepada seluruh ahli waris dengan 
baik dan harmonis adalah tujuan atau al-magasid. Tentu yang 
lebih diutamakan di sini adalah tercapainya kesepakatan dan ke- 
rukunan ahli waris dalam menerima harta waris adalah menjadi 


tujuan utama. 


B. Langkah-langkah Penggunaan Magasid al-Shart'ah 
sebagai Metode 
Berdasarkan beberapa penjelasan yang dikemukakan pada bahasan- 
bahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa magasid al-shari 'ah layak 
dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam. Namun kelayakan ini 


bukan bermaksud memisahkan magasid al-shari'ah dari ilmu induknya 
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atau menjadikan magasid al-shart'ah sebagai ilmu independen. Hal ini 
tentu dapat dipahami dari kajian-kajian sebelumnya bahwa magasid al- 
Shari'ah memiliki hubungan yang erat dengan kaidah-kaidah usul al-figh 
lainnya baik al-lafziyah (metode kebahasaan) atau pun al-ma 'nawiyah 
(metode yang dirumuskan melalui pemahaman terhadap makna nas se- 
perti al-ijma', al-giyas dan lain-lain). Dalam hubungan tersebut diketahui 
bahwa antara magasid al-shari'ah dan metode-metode atau kaidah-kai- 
dah usul al-figh saling membutuhkan dan saling ketergantungan serta 
saling mengisi sebagai sebuah sistem. Jika magasid al-shari'ah berlepas 
diri, tentu sebagai sistem bukan solusi yang diperoleh melainkan mening- 


galkan dan membuka masalah yang lain. 


Disamping itu, jika magasid al-shart'ah mendeklarasikan dirinya 
sebagai ilmu yang independen, ia mesti membangun teori-teori yang ber- 
asal dari dirinya sendiri sehingga hal ini menunjukkan suatu kemajuan 
yang luar biasa dalam metodologi penetapan hukum Islam. Namun jika 
masih membutuhkan atau justru masih menggunakan beberapa metode 
yang dikenal orang sebagai teori usul al-figh, tentu hal ini bukan sebagai 
bentuk kemajuan sebaliknya lebih tepat disebut sebagai bentuk kemun- 


duran. 


Disebut sebagai kemunduran karena dengan berlepasnya magasid al- 
Shart 'ah berarti membuat terganggunya sebuah sistem usul al-figh dan 
menimbulkan masalah juga pada diri magasid al-shari'ah sendiri. Masa- 
lah yang dimaksud adalah ia tidak memiliki rumusan teori tersendiri dan 
justru meminjam kaidah-kaidah usul al-figh yang sepaham dengannya 
untuk diatasnamakan sebagai teorinya hanya karena sama-sama berbicara 
tentang kemaslahatan. Hal seperti ini tentu tidak elok dan justru yang 
tepat adalah menjadikan semua kaidah usul al-figh termasuk magasid al- 
Shari'ah berjalan secara berimbang dan berintegrasi untuk menetapkan 


status hukum suatu masalah. 


Berkaitan dengan penyatuan semua kaidah usil al-figh dalam keber- 


imbangan dan keselarasan, maka pada bahasan berikut ini akan dicoba 
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menyusun langkah-langkah penetapan hukum Islam yang dikaji melalui 
metode-metode usul al-figh bersama magasid al-shari'ah yang merupa- 
kan bagian dari ustil al-figh sendiri. Langkah-langkah ini disebut dengan 
usul al-figh Sinergis yang maksudnya kaidah-kaidah atau metode-metode 
usul al-figh itu bekerja saling memberikan daya dan saling mendukung 


atau mengisi. 


Langkah-langkah penetapan hukum Islam yang dikemukakan di ba- 
wah ini, kendatipun ketika digunakan tidak mesti urut karena menyesuai- 
kan dengan persoalan yang dihadapi, tetapi berpotensi dapat menghasil- 
kan produk hukum (fikih) yang dapat dilaksanakan atau diamalkan sesuai 
dengan fitrah manusia sehingga tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi 
menjadi solusi serta benar-benar menjadi kemaslahatan umum. Langkah- 


langkah tersebut adalah: 


1. Penelusuran Pendapat Ulama (Metode Oawli) 
Terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap pendapat-pendapat 


ulama jika persoalan tersebut pernah difatwakan (metode gawl?).”' De- 
ngan mengkaji terlebih dahulu terhadap pendapat-pendapat ulama terda- 
hulu, ia dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam berpendapat. Maksud- 
nya pendapat-pendapat terdahulu dari para ulama dapat menjadi “lampu” 
sebagai peta pemikiran yang berkembang berkaitan dengan persoalan 
yang dihadapi. Para pengkaji pada masa selanjutnya tinggal memposi- 
sikan diri di antara pendapat-pendapat yang telah ada. Begitu juga dengan 
mempelajari pendapat-pendapat ulama terdahulu ini menandakan adanya 
silsilah keilmuan yang tersambung. Dikatakan demikian karena dengan 
sambung menyambungnya kajian antar generasi menunjukkan bahwa 


keilmuan tersebut memiliki silsilah dalam mata rantai sejarah di setiap 


21! Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 
1997), 364. Lihat pula Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul 
Masa 'il 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 2004), 118. 
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masa. Di sisi lainnya pendapat ulama ini dapat dijadikan sebagai bahan 
perbandingan (mugaranah) yang patut dijadikan sebagai objek kajian dan 
hasil kajian ini pun dapat difungsikan untuk memperkuat hasil kajian atau 


justru sebaliknya untuk mengkritisi hasil kajian yang dilakukan.” 


Jika di antara pendapat tersebut ada yang kurang relevan lagi atau di- 
perlukan pengembangan lebih lanjut maka ia harus dikaji dengan kaidah- 
kaidah usil al-figh yang berintegrasi dengan keilmuan lainnya atau 
adanya sinergi kaidah-kaidah yang terdapat pada usil al-figh. Semua ini 
bertujuan untuk pengembangan hukum Islam itu sendiri dan upaya ini 
harus dilakukan di setiap generasi agar hukum Islam dapat memberikan 
ketenteraman, kemaslahatan, kebaikan dan keadilan yang sebenarnya se- 


cara menyeluruh. 


Oleh karena itu dengan beberapa manfaat yang disebutkan sebelum- 
nya tentu penelusuran berbagai pendapat ulama ini tidak berhenti hanya 
dijadikan sebagai referensi atau hanya mengutip pendapat. ”” Namun 
sebelum mengkaji persoalan melalui kaidah-kaidah usil al-figh tentu 
sebelumnya harus mencari persamaan kasus dengan yang pernah difat- 
wakan jika persoalan yang dihadapi termasuk persoalan baru (metode 
ilhagi)”” Ketika semua itu telah dilaksanakan tetapi belum menemukan 
hasil yang bersifat solusi maka kajian harus dilanjutkan dengan melaku- 
kan kajian usiili. Kajian usuli yang dimaksudkan di sini adalah kajian 
yang menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu usil al-figh yang termasuk 
di dalamnya dilakukan oleh magasid al-shart ah. 


Diakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dan untuk mencapai 


hasil yang maksimal perlu adanya tindakan saling mendukung di setiap 


27 Helim, Menelusuri Pemikiran, 188. 
23 Tbid., 190. 

274 Tbid. 

215 Masyhuri, Masalah Keagamaan, 367. 
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generasi. Tindakan tersebut tidak lain adalah melakukan pengkajian atau 
penelitian secara terus menerus tiada henti. Tujuannya agar hukum Islam 
dapat berdialog dengan zaman juga sebagai bentuk rasa syukur kepada 
Allah dengan cara menggunakan kompetensi yang dianugerahkan-Nya 


kepada setiap manusia. 


2. Riset Induktif 


Riset induktif dalam bahasa lainnya adalah al-istigra'. Al-istigra” bu- 
kanlah hal yang baru tetapi telah lama ada dan al-Shatibi sendiri telah 
menyatakan dan mempraktikkannya bahkan ulama-ulama sebelumnya 
juga diriwayatkan telah membahas dan menggunakan al-istigra'. Hal ini 
terlihat ketika al-Shatibi meneliti beberapa nas untuk menetapkan hukum 
Islam dan ia pun menyatakan bahwa dalam menetapkan hukum seseorang 
tidak hanya menggunakan dalil tertentu saja, melainkan dengan banyak 
dalil yang kemudian dalil-dalil yang beragam tersebut digabungkan 
sehingga muncullah satu ketentuan hukum dari penggabungan itu. Inilah 


yang dimaksud dengan al-istigra”?” 


Untuk menjelaskan al-istigra' ini para ulama yang mengikuti langkah 
al-Shatibt merumuskan pengertian-pengertian al-istigra' secara beragam 
tetapi memiliki maksud yang sama. Di antara pengertian ini bahwa al- 


istigra” adalah dikemukakan oleh Imamal-Ghazali sebagai berikut: 


YYA £ £... 
AI SB Jasa pal Je GK Kal ban ayal misa 
Artinya: “menetapkan hukum pada perkara-perkara juz 'iyah dengan 


cara menyimpulkan untuk mendapatkan satu kesimpulan sehingga 
dapat melingkupi semua perkara-perkara tersebut ”. 


27 Helim, Menelusuri Pemikiran, 191. 
217 Al-Shatibt, al-Muwafagat, Jilid I, Vol. IL, 5 dan 39. 
278 Ahmad, al-Istigra' wa Atharuhu, 51. 
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Pengertian di atas dapat dipahami bahwa al-istigra” adalah suatu 
metode untuk mencari, menelaah dan mengidentifikasi (tasaffuh) dengan 
maksimal terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu 
(juz Iyah). Dalil-dalil tersebut kemudian diberikan kesimpulan atau di- 
simpulkan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan 
ini merupakan suatu kaidah kullz (menyeluruh) atau aghlabi (sebagian 
besar yang dominan) untuk dijadikan patokan atau hukum bagi tema lain 
yang serupa. 

Lebih mudahnya al-istigra? ini adalah cara melakukan kajian induktif. 
Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu 
pengetahuan ilmiah dimulai dari pengkajian terhadap masalah atau 
persoalan-persoalan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang 


bersifat umum.”” 


Adapun berkaitan dengan dasar hukum yang disinggung di atas, 
maka riset ini dilakukan dengan cara mencari dan menemukan ayat-ayat 
dari berbagai surat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan objek kajian 
atau satu tema. Misalnya tema tentang kemudahan maka dicari dan di- 
kumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan kemudahan. 
Setelah semuanya dipandang telah dapat dikumpulkan maka langkah 
selanjutnya dilakukan penyimpulan. Penyimpulan ini sebagai bentuk ge- 
neralisasi. Misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa yang di- 
kumpulkan adalah ayat-ayat atau hadis-hadis tentang kemudahan maka 
dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Allah pada dasarnya menghen- 
daki kemudahan untuk hamba-hamba-Nya. Hal seperti ini berlaku pada 
persoalan-persoalan baik disebutkan dalam al-Our'an-hadis secara ekspli- 


sit atau pun secara implisit. 


279 Sudarto, Metodologi Penelitian, 51. 
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3. Penggalian 'Illah dan Hikmah Hukum 


Maksud dari kajian ini adalah menggali dan menemukan motif ( “illah) 
serta tujuan (magasid) dari ayat-ayat al-Gur'an atau hadis tentang suatu 
hal yang menjadi objek kajian. Khusus terkait dengan “illah, pada bab 
dua telah dijelaskan teknik melakukan penggalian atau pencarian “illah. 
Ringkasnya penggalian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa teknik 
yaitu melalui nas (al-Gur'an atau hadis) itu sendiri baik “i/lah yang di- 
maksud telah disebutkan secara langsung (mansiisah-sarih) atau pun 
disebutkan pula secara zdhir tetapi bukan menunjukkan fungsinya seba- 
gai “illah sehingga untuk hal yang seperti ini diperlukan penggalian 
Uillah mustanbatah). Selanjutnya untuk mencari “i/lah dilakukan melalui 
al-ijma', al-ima wa al-tanbih yaitu penyertaan sifat dalam hukum dan 
disebutkan dalam lafal. Seandainya penyertaan itu bukan sebagai “llah 
maka penyertaan itu tidak berarti apa-apa. Langkah berikutnya melalui 
al-sibr wa al-tagsim yaitu pengujian, pengklasifikasian dan penentuan 
illah. Begitu juga melalui munasabah yaitu penelitian terhadap tujuan 
hukum, melalui fangih al-manat yaitu menentukan salah satu sifat seba- 
gai “illah, melalui al-tard, al-shibh, dawran, dan melalui ilgha' al-fa- 
rig. 2 

Jelasnya untuk mencari dan menentukan “illah adalah menggunakan 
beberapa cara sebagaimana disebutkan di atas, juga ada teknik lain yang 
cukup sederhana. Teknik yang dimaksud adalah sekaligus membedakan 
antara “Y/lah dan hikmah. Cara melakukan penggalian “illah adalah men- 
cari jawaban pertanyaan-pertanyaan “mengapa Allah menetapkan hukum 
yang demikian” atau “mengapa ada ayat atau hadis tentang demikian”. 
Kata pertama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut ada- 


lah menggunakan kata “karena” sebagai jawaban untuk mencari alasan, 


280 Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Khallaf, Ilm Usil al-Figh, 75-79. Al-Zuhayli, Usal 
al-Figh, Vol. 1, 661-694. 
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latar belakang, sebab, motif-motif tertentu atau sifat-sifat yang menjadi 


tanda adanya hukum. 


Adapun cara melakukan penggalian terhadap hikmah maka dilakukan 
melalui magasid al-shari'ah secara mandiri. Caranya adalah dilakukan 
melalui penelitian serius. Tugasnya adalah untuk mencari jawaban terha- 
dap pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dikemukakan pada bab tiga 
tentang “untuk apa”, “apa maksud” atau “apa yang menjadi tujuan dite- 
tapkannya sebuah hukum”. Jawaban yang diberikan pada pertanyaan ini 
menggunakan kata “supaya” atau kata “agar”. Kata-kata supaya atau agar 
adalah kata yang mengawali dari kumpulan setiap jawaban dari perta- 


nyaan penggalian hikmah di atas. 


4. Sinergi Kaidah-Kaidah 


Sinergi kaidah-kaidah yang dimaksudkan di sini adalah memanfaat- 
kan atau menggunakan secara bersama-sama terhadap kajian gawa'id al- 
usuliyah al-lughawiyah dengan magasid al-shari 'ah (sehingga dengan 
sinergis ini ilmu ini menjadi usul al-figh al-magasidi atau usul al-figh 
yang bermagasid). Namun tetap konsisten untuk mencapai kemaslahatan 
yang merupakan tujuan akhir keberadaan hukum. Di sini diperlukan pe- 
mikiran yang kontekstual sesuai dengan prinsip-prinsip magasid al-sha- 
ri ah yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini karena teks-teks sangat ter- 
batas sementara peristiwa-peristiwa di sepanjang zaman tidak terbatas 


sehingga keberadaan magasid al-shari ah sangat menentukan. 


Berpikir kontekstual adalah berpikir dengan memperhatikan konteks 
baik ruang atau waktu sehingga dapat diketahui tentang aspek sejarah 


suatu persoalan, aspek sosiologisnya dan fungsionalnya untuk masa lalu, 


281 


sekarang atau akan datang.” Adapun orang yang berpikir magasid seha- 


28! Masdar Hilmy, Membaca Agama: Islam sebagai Realitas Terkonstruksi (Yogyakarta: 
Kanisius, 2013), 71-72. 
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rusnya juga berpikir kontekstual dan realistis. Hal ini diperlukan agar 
hukum Islam dapat berlaku dan dapat dilaksanakan oleh umat Islam, 
hukum Islam tidak hanya indah secara normatif dan di dalam teks saja 
tetapi memang menjawab kebutuhan hukum masyarakat Islam. Untuk 
berpikir seperti ini tentu tidak terlepas dari salah satu kaidah fikih yang 
tertulis: 


SAN, IS TIA Tin FPS am PN, Cegad! K3 
YAY 

Al, 

Artinya: “Perubahan suatu fatwa (hukum) dan perbedaan yang ter- 

Jadi padanya dapat disebabkan karena adanya perubahan (perbe- 
daan) zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan adat istiadat”. 


Dengan memahami kaidah di atas, disamping terbentuknya pola pikir 
yang kontekstual dan realistis, juga membentuk pandangan bahwa hukum 
Islam itu mesti dinamis. Dinamis dalam arti selalu bergerak dan berkem- 
bang serta berupaya untuk selalu dapat beradaptasi dengan segala bentuk 
lingkungan yang ada. Keberadaan hukum Islam pun menjadi luwes dan 
fleksibel serta yang terpenting dapat menjadi solusi bagi masyarakat Is- 


lam. 


5. Ekstensifikasi Cakupan dan Teknik Menggunakan Usil al- 

Khamsah 

Ekstensifikasi adalah berupaya untuk memperluas cakupan usul al- 
khamsah terkait dengan pemeliharaan keturunan, akal, jiwa dan kehor- 
matan, agama serta harta ke berbagai segi kehidupan. Tujuannya adalah 
agar kemaslahatan yang dituju dapat mencapai radius menyeluruh kepada 
seluruh lapisan masyarakat di berbagai kalangan. Sebagaimana juga telah 
dibahas sebelumnya bahwa tujuan ekstensifikasi ini juga agar hukum 


282 A-Jawziyyah, I lam al-Muwaggi In, 41. 


MAOASID AL-SHART AH versus USUL AL-FIOH 149 


Islam dapat berperan secara maksimal dalam meraih kemaslahatan me- 
nyeluruh dan dapat berdialog dengan berbagai perubahan zaman. Oleh 
karena itu cakupan teori magasid al-shari'ah khususnya pada lima unsur 
pokok yang disebutkan di atas dipandang penting untuk diadakan petr- 


luasan. 


Kemaslahatan magasid al-shari'ah yang awalnya hanya meliputi 
kemaslahatan individu, cakupannya diperluas sampai ke wilayah yang le- 
bih umum. Begitu juga yang asalnya hanya memenuhi kepentingan indi- 
vidu diperluas pula untuk melindungi kepentingan masyarakat umum 
atau umat manusia di berbagai kalangan. Hal yang sama misalnya pada 
awalnya pemeliharaan itu hanya terkait dengan keturunan diperluas 
menjadi perlindungan keluarga. Seterusnya yang awalnya terkait dengan 
pemeliharaan akal kajian-kajian diperluas untuk terbiasa berpikir kritis 
dan ilmiah, melakukan penelitian dengan pendekatan integratif serta 


membangun motivasi untuk selalu berhaluan pada pengetahuan. 


Hal yang sama juga terkait dengan pemeliharaan jiwa yang asalnya 
hanya perlindungan individu diperluas menjadi perlindungan kehormatan 
manusia atau perlindungan hak-hak manusia. Asalnya perlindungan aga- 
ma menjadi perlindungan kebebasan menjalankan ibadah dan kebebasan 
berkeyakinan. Asalnya perlindungan harta kekayaan menjadi perwujudan 


solidaritas sosial. 


Dengan melakukan perluasan pada cakupan usiil al-khamsah pada 
hakikatnya menjadikan magasid al-shari'ah dapat berperan lebih luas 
hingga dapat menerobos berbagai lini kehidupan. Kemaslahatan universal 
pun tentu hampir dapat dipastikan dapat dicapai jika benar-benar melak- 


sanakan dari cita-cita magasid al-shart ah. 


Terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi maka langkah yang te- 
pat adalah melakukan konfirmasi dan analisis setiap persoalan hukum 
kepada usil al-khamsah tersebut. Teknik yang digunakan untuk melaku- 
kan kajian ini adalah dengan cara mengkonfirmasikan persoalan hukum 


yang dihadapi dengan kelima unsur (usul al-khamsah). Setelah itu men- 
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jelaskan dan menguraikan secara satu persatu apakah persoalan yang 
dianalisis dapat memenuhi pemeliharaan kelima unsur tersebut atau tidak 
atau hanya sebagian saja. Kemudian menegaskan bahwa persoalan yang 


dihadapi dapat memelihara sebagian besar atau seluruh lima unsur di atas. 
6. Keikutsertaan Metode al-Ma'nawiyah 


Mengikutsertakan kajian metode al-ma 'nawiyah (gaw@ 'id al-adillah) 
dalam menggunakan magasid al-shart'ah ketika mengkaji dan mene- 
tapkan status hukum suatu persoalan adalah hal yang mesti dilakukan. 
Metode al-ma 'nawiyah yang dimaksud adalah al-ijma', al-giyas, al- 
istihsan, al-maslahah, al- 'urf, al-dhart'ah (fath al-dhari'ah atau sadd al- 
dhart ah), termasuk pula al-istishab, fatwa al-sahabi dan shar' man gab- 
lana sesuai dengan kasus masing-masing yang dihadapi. 

Hasil kajian yang diperoleh melalui metode al-ma 'nawiyah ini selan- 
jutnya dikaji melalui magasid al-shari'ah seperti langkah-langkah yang 
disebutkan di sini. Pentingnya penyertaan kajian metode al-ma 'nawiyah 
ini karena magasid al-shari'ah tidak dapat bekerja sendiri tanpa terlebih 


dahulu dikaji melalui metode al-ma 'nawiyah. 


7. Penentuan Kemaslahatan yang Paling Kuat 


Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari 
hasil kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan. Hal ini bertujuan 
agar kemaslahatan tersebut dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat 
Islam. Dalam menentukan kemaslahatan terkadang terjadi perbenturan. 
Untuk mengatasi hal ini tentu yang dipilih adalah kemaslahatan yang 
paling kuat diambil sebagai alasan. Hal ini sesuai dengan kaidah: 


YA 


Y “. . PN Bd K3 . . 
Sandi Wal Ular de OB Lagua oikaty Oltoekaas Layla IS 
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Artinya: “apabila ada dua kemaslahatan yang bertentangan dan sulit 
mengkompromikan keduanya maka yang dicari adalah yang lebih 
kuat di antara keduanya”. 


Didukung kembali oleh kaidah lain: 
YAt c . 
Ke JI Rona ah IKI 


Artinya: “Sesungguhnya hukum itu mesti mengikuti kemaslahatan 
yang sebenarnya atau kemaslahatan yang kuat”. 


Dari dua kaidah di atas dapat dipahami bahwa jika ada dua kemas- 
lahatan yang bertentangan maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah 
melakukan kompromi terhadap keduanya. Jika hal ini tidak dapat dila- 
kukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat. Dengan demi- 
kian kemaslahatan yang paling kuat mesti menjadi perhatian utama, 
sebab kemaslahatan yang kuat hampir dipastikan dapat membawa dam- 


pak yang positif bagi kehidupan masyarakat sebagai pelaksana hukum. 


8. Pengkategorian Kemaslahatan ke Tingkat al-dariiriyah 


Memasukkan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat ke 
dalam kategori al-dariiriyah. Sebagaimana disebutkan beberapa kali bah- 
wa al-dariiriyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan 
pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia baik me- 
nyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan 
dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibat- 
kan mafsadah (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat 
menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai 
pada kematian. Oleh karena itu lima hal sebagai unsur pokok dalam ma- 


gasid al-shari ah yaitu tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, 


284 Shihab al-DIn Abi al- “Abbas Ahmad ibn Idris al-Gurafi, Sharh Tangih al-Fusil fi Ikh- 
tisar al-Mahsil ft al-Usul (Beirut-Lebanon: Daral-Fikr, 2004), 346. 
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dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kemas- 
lahatan yang paling banyak, besar dan kuat dipastikan meliputi semua 
atau paling tidak salah satu dari kemaslahatan dalam perlindungan agama, 


jiwa, keturunan, harta, dan akal. 


9. Penyertaan Kajian Oawa'id al-Fighiyah 

Menyertakan kajian gaw@'id al-fighiyah sesuai dengan kasus masing- 
masing baik gawa'id al-asasiyah al-khamsah atau pun sub-subnya. 
Hubungan yang paling dekat antara gawa 'id al-fighiyah dengan magasid 
al-shart ah adalah berada pada kaidah prinsip gawa'id al-fighiyah seba- 
gaimana telah dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu: 


(anal pdog laa! er 


Artinya: “menarik Kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (keru- 
sakan) ”. 


Semua kaidah dalam ilmu gawa'id al-fighiyah dikembalikan kepada 
satu kaidah pokok atau prinsip di atas yang kemudian darinya lahir 
kaidah-kaidah fikih asasiyah. 


Namun ada juga pendapat ulama terdahulu yang menyatakan bahwa 
seluruh persoalan hukum Islam dapat dikembalikan kepada lima kaidah. 


Lima kaidah ini adalah? 


ISI, Ih cad 


Artinya: “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena kera- 
guan”. 


285 Al-Salam, Oaw@ 'id al-Ahkam, Vol. I, 16. Lihat juga Badar al-Zarkashi, al-Manthar fi 
al-Oawa 'id, Vol 1, 18. 
230 Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza'ir, 7-8. 
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pama JL AAA 


Artinya: “kesulitan itu membutuhkan kemudahan”. 


Ilyas 
Artinya: “kemudaratan itu harus dihilangkan”. 
LX 6 35Ull 


Artinya: “adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman (metode pe- 
netapan) hukum”. 


Inwuolis a30 YI 


Artinya: “setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud”. 


Disamping lima kaidah asastyah sebagaimana disebutkan sebelumnya 
ada juga kaidah-kaidah ghair asasiyah. Kaidah-kaidah ghair asasiyah 
berfungsi sebagai kaidah pelengkap atau pendukung dari kaidah-kaidah 
asasiyah. Terlepas dari perbedaan asasiyah dan ghair asasiyah pada 
dasarnya secara satu kesatuan gawda'id al-fighiyah adalah memiliki ba- 
nyak kaidah dan masing-masing kaidah berfungsi sebagai “pembungkus” 
status hukum suatu persoalan yang telah ditetapkan melalui metode-me- 
tode usil al-figh termasuk pula di dalamnya hukum-hukum yang dite- 
tapkan berdasarkan magasid al-shari ah. Oaw@a 'id al-fighiyah bekerja de- 
ngan cara induktif yaitu beberapa persoalan dalam bidang hukum Islam 
yang serupa atau satu tema dan sama-sama membahas tentang tema yang 
sama dikumpulkan dan disimpulkan dalam satu kaidah. Misalnya tentang 
niat baik ketika ingin melaksanakan ibadah atau muamalah lainnya. 
Sebagaimana diketahui bahwa niat ini bermacam-macam, ada niat shalat, 
niat puasa, niat zakat, niat haji dan niat-niat lainnya. Berbagai niat terse- 


ia 


but dikumpulkan dan disimpulkan dalam satu kaidah yaitu “wwelss , Ps! 


154 Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 


Disamping sebagai “pembungkus” status hukum suatu persoalan, 
gawa 'id al-fighiyah juga dapat dijadikan sebagai alat analisis layaknya 
seperti metode penetapan hukum Islam. Pada posisi seperti inilah ma- 
gasid al-shari'ah memiliki kedekatan dengan gawda'id al-fighiyah. De- 
ngan adanya kedekatan itulah yang membuat keduanya sama-sama me- 
miliki banyak kesamaan bahwa keduanya sama-sama membicarakan ten- 
tang kemaslahatan. Oleh karena itu hadirnya gawa'id al-fighiyah ter- 
hadap magasid al-shari'ah serta teori-teori usul al-figh lainnya sangat 


penting dalam mengkaji persoalan hukum Islam. 


10. Penentuan dan Pernyataan Status Hukum suatu Persoalan 


Setelah melakukan pengkajian dan analisis dengan berbagai metode 
usul al-figh dan ditutup dengan gawa'id al-fighiyah, langkah terakhir 
adalah menetapkan atau menentukan status hukum suatu persoalan. Sta- 
tus hukum ini adalah hasil kajian atau produk dari yang diproduksi oleh 
metode-metode keilmuan yang disebutkan sebutkan di atas. Hasil kajian 
atau produk inilah yang disebut dengan fikih, sehingga ketika dikatakan 


status hukum maka ia bermakna fikih. 


2287 


Fikih secara etimologi bermakna “paham” maksudnya mengetahui 


suatu persoalan dan memahaminya dengan baik.” Arti lain yaitu “paham 


287 Ybn Mangzir, Lisan al- “Arab (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), 3450. 

288 Awalnya kata fikih itu dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam tentang agama 
sehingga mampu mengetahui maksud terdalam dari suatu perkataan dan perbuatan. 
Hal ini dapat dilihat dari adanya kitab-kitab klasik seperti figh al-akbar dan figh al- 
absat Imam Hanafi atau figh al-akbar Imam Shafig. Isi dari kitab-kitab ini ternyata 
bukan fikih yang dikenal sekarang, melainkan tentang persoalan-persoalan agama. 


Oleh karena itu benar sekali sabda Nabi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan 


Muslim “y 4! 3 ada It 0 A3 », 0,” bahwa orang yang diberikan pemahaman tersebut 


adalah paham tentang agama Islam secara komprehensif. Pada perkembangan selan- 


jutnya barulah fikih diartikan sebagaimana yang dikenal sekarang. 
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dan cerdas” 


sehingga dengan kemampuan itu dapat mengetahui mak- 
sud terdalam dari suatu persoalan. Secara terminologi fikih adalah suatu 
ilmu tentang hukum-hukum syarak bersifat “amaliyah yang digali dari 
dalil-dalilnya yang rinci”. Arti lainnya fikih adalah suatu ilmu tentang 
hukum-hukum syarak yang bersifat “amaliyah beserta dengan dalil-dalil- 
nya atau kumpulan hukum-hukum 'amaliyah yang disyariatkan dalam 


Islam.” 


Pengertian di atas menunjukkan bahwa fikih adalah hasil atau buah 
pikiran mendalam (jjtihad) mujtahid tentang suatu persoalan hukum. 
Dikatakan dalam bahasa lain bahwa fikih adalah produk hukum hasil 
ijtihad ulama yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan ke- 
adaan.”” Pengertian fikih sebagai produk akan menimbulkan pemahaman 
yang lain bahwa ketika terjadinya perbedaan fikih antara satu orang de- 
ngan yang lain, bukan berarti perbedaan tersebut menunjukkan ada yang 
tidak berpegang pada nas al-Gur'an atau hadis atau bahkan sama seperti 
berbeda agama. Perbedaan itu hanya terjadi pada tataran pemahaman 
yang tidak menyebabkan keluarnya seseorang dari agama Islam, selama 


perbedaan itu masih berkaitan dengan fikih (hukum Islam). 
Fikih berbeda dengan al-Ouran dan hadis dimana teks keduanya tidak 


mengalami perubahan sepanjang zaman. Fikih tidak sesakral itu sehingga 
tidak dapat disentuh oleh pemikiran manusia. Fikih mesti selalu dapat 


289 Shawgi dayf, et al, al-Mu jam al-Wasit (Mesir: Maktabat al-Shurig al-Dawliyah, 
2004), 698. 

290 “Jmar Sulayman al-Ashgar, al-Madkhal ila al-Shari'ah wa al-Figh ak-Islami (Yor- 
dania: Dar al-Nafa'is, 2005), 36. 

291 Al-Zarga, al-Madkhal al-Fighy, Vol. 1, 65-66. Lihat juga Nasr Farid Muhammad 
Wasil, al-Madkhal al-Wasit Lidirasat al-Shari'ah al-Islamiyah wa al-Figh wa al- 
Tashri' (Mesir: al-Maktabah al-Tawfigiyah, t.th.), 20. 

29? Mashood A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law (New York: 
Oxford, 2003), 33-34. 
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berdialog dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan agar dapat berdialog, ia mesti selalu berpedoman sebagai pemberi so- 

lusi yang terbaik. Fikih yang dapat memberikan solusi adalah fikih yang 

selalu berorientasi pada kepentingan pelaksana hukum (masyarakat Islam) 
sehingga dengan corak seperti ini fikih pun menjadi jawaban atas per- 

soalan kontemporer. Semua ini hanya dapat diperoleh jika metode-meto- 

de ustil al-figh digunakan secara berimbang dan ditambah pula dengan 

kepekaan berpikir kontekstual kekinian. 


Itulah beberapa langkah yang dilakukan agar magasid al-shari'ah 
dapat menjadi metode penetapan hukum Islam. Langkah-langkah itu 
dapat digunakan secara tidak berurutan (acak) karena menyesuaikan de- 
ngan kasus-kasus hukum yang dihadapi. Di bawah ini diuraikan kembali 


cara kerja magasid al-shari 'ah: 
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Skema Proses Penetapan Hukum Islam 
Usul al-Figh Sinergis Bermagasid 


Oawli dan Ilhagi a— 


Lafziyah 
(gawa 'id al- 
usuliyah al- 
lughawiyah 
dan ta'arud 
al-adillah) 


Usul al-Figh 


Ma 'nawiyah 
(gawa'id al- 
adillah dan 
magasid al- 
shari'ah) 


Ke-55 | Oawa 'id al-Fighiyah 


C. Contoh Penggunaan Magasid al-Shart'ah sebagai 
Metode: Tentang Pencatatan Akad Nikah 
Persoalan hukum dijadikan sebagai contoh dalam buku ini adalah 
berkaitan dengan pencatatan akad nikah. Persoalan ini sebenarnya pernah 
dikaji oleh penulis sendiri dan hasil kajian ini pun diterbitkan dalam buku 
penulis yang berjudul Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kon- 
temporer: Akad Nikah tidak Tercatat, Poligami, Cerai di Luar Peng- 


158 Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 


adilan dan Nikah di Masa Idah””' Begitu juga ada dikaji secara tersendiri 
pada buku penulis yang berjudul Belajar Administrasi melalui Alguran: 
Eksistensi Pencatatan Akad Nikah. Pada buku yang ada di tangan pem- 
baca ini dikutip kembali sebagian darinya dengan tujuan hanya sebagai 


contoh penggunaan magasid al-shari 'ah sebagai metode. 


1. Pendapat Ulama tentang Pencatatan Akad Nikah 


Penelusuran pendapat ulama terhadap pencatatan akad nikah, sudah 
dipastikan tidak ditemukan dalam kitab-kitab figh klasik, karena penca- 
tatan ini tidak menjadi kebutuhan untuk dikaji di zaman ulama-ulama 
klasik. Pencatatan akad nikah baru menjadi perhatian ketika berkembang- 
nya kehidupan umat Islam di berbagai penjuru dunia Islam. Terlebih lagi 
dibutuhkan pembuktian terhadap legalitas hubungan suami istri ini dan 


sebagai dokumen negara maka pencatatan pun menjadi suatu keharusan. 


Di saat dibutuhkan pencatatan pada akad nikah yang dimungkinkan 
mulai pada abad ke-19, maka di saat itulah diperkirakan muncul pendapat 
ulama tentang pencatatan akad nikah. Sebagai pendapat atau figh, tentu 
tidak dapat dihindari terjadinya perbedaan. Perbedaan ini terjadi karena 
sudut pandang masing-masing ulama berbeda dalam melihat dan mempo- 
sisikan suatu persoalan. Ada yang sependapat menginginkan pencatatan 
dilakukan, ada pula yang hanya mendukung sebagai ketertiban adminis- 


trasi dan bahkan ada juga yang menolak sama sekali. 


2. Dasar Hukum Pencatatan Akad Nikah 


Ada beberapa ayat al-Gur'an membahas tentang pencatatan (regis- 
trasi) atau dokumentasi suatu peristiwa.”" Ayat-ayat al-Gur'an tersebut 


28 T ihat Helim, Menelusuri Pemikiran Hukum, 153-163. 

?4 Beberapa ayat terkait dengan pencatatan pernah penulis bahas beserta penjelasan dari 
para ahli tafsir di buku yang lain. Lihat Abdul Helim, Belajar Administrasi melalui 
Alguran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah (Yogyakarta: K-Media, 2017), 68-88. 
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dapat dilihat dalam bahasan berikut ini. Allah berfirman dalam O.S al- 
Bagarah, 2: 282 sebagai berikut : 


Le 20133 Jaka Jar Jl Cp Sl 15) Izole pall Lb 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuama- 


, 


lah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan... 


Berkaitan dengan pencatatan ini, Allah juga berfirman dalam 9.S an- 
Naba”, 78: 29 sebagai berikut : 


Wes onar 3 


Artinya: “Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab”. 


Begitu juga Allah berfirman dalam 9.S al-Gamar, 54: 52 yaitu: 


2 adi 


Artinya: “Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat 
dalam buku-buku catatan”. 


Pentingnya pencatatan ini terlihat ketika catatan tersebut diperlukan 
sewaktu-waktu. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam 9.S. at- 
Takwir, 81:10 sebagai berikut: 

Ob Sa 151, 

Artinya: “Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) 


dibuka”. 


Dibukanya catatan-catatan yang diperlukan sebagai bentuk pembuk- 
tian bahwa telah adanya suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat dalam fir- 
man Allah O.S. Oaf, 50: 23 sebagai berikut: 


Ace GI lia ay 3 JB, 
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Artinya: “Dan yang menyertai dia Berkata : “inilah (catatan amal- 

nya) yang tersedia pada sisiku”. 

Itulah beberapa pandangan alguran tentang registrasi atau catatan dan 
dokumentasi baik berkaitan dengan dunia transaksi atau berkaitan dengan 
semua perbuatan manusia. Khususnya pencatatan dan pendokumentasian 
tentang semua aktivitas manusia dilaksanakan oleh malaikat-malaikat 
yang mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk melakukan tugas- 
tugas tersebut. Jika beberapa ayat ini disimpulkan (riset induktif) maka 
dapat dikatakan bahwa Allah memandang penting tentang pencatatan. 
Jika demikian halnya berarti termasuk pula pencatatan terhadap akad ni- 
kah. 


3. Kajian '!llah dan Hikmah Pencatatan Akad Nikah 
Sebagaimana dari hasil kajian yang dilakukan bahwa “/lah hukum 


dari pencatatan ini adalah akad transaksi atau akad dan transaksi. Hukum 
pencatatan adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan para ulama 
tafsir pada 9.S. al-Bagarah, 2: 282 tentang wajibnya melakukan pencatat- 
an dalam berbagai transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu. 
Kewajiban ini karena adanya persamaan “illah yaitu akad dan transak- 
si.” Akad dan transaksi ini terjadi antara pemberi utang dengan yang 
berhutang, penjual dengan pembeli, atau antara orang yang menyewa de- 
ngan pemilik jasa penyewaan. 

Begitu pula dengan akad nikah yang harus dicatat karena adanya 
akad dan transaksi yaitu antara orang tua atau wali perempuan dengan la- 
ki-laki yang menikahi anaknya. Akad dan transaksi dalam akad perni- 
kahan ini adalah penyerahan seorang wali atau orang tua terhadap anak 
perempuannya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suami anak 


perempuannya. Sejak akad dan transaksi itu dilakukan, sejak itu pulalah 


295 Tbid., 93-94. 
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kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya berpindah kepada sua- 
minya, bahkan dengan akad dan transaksi itu pula keduanya menjadi 
halal untuk bergaul dalam menjalin hubungan kasih sayang. 


Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu akad 
dan sekaligus sebagai transaksi. Penjelasan berikut ini juga berupaya un- 
tuk menunjukkan bahwa akad nikah adalah sebuah transaksi dalam per- 
nikahan. Misalnya tentang perceraian. Dalam Islam perceraian merupa- 
kan hal yang dibenci Allah, tetapi ketika tidak adanya kecocokan di an- 
tara suami istri tersebut dan tidak ditemukan pula solusi untuk merukun- 
kan keduanya, maka Islam pun membolehkan untuk bercerai. Hal ini me- 
nunjukkan bahwa pada hakikatnya, ikatan pernikahan adalah semacam 
akad dan transaksi yang bahkan bisa berakhir dengan adanya perceraian, 
tetapi berakhirnya akad di dalam kajian ini bukan maksudnya seperti ni- 
kah kontrak. Selain itu, sebagaimana dalam O.S. al-' Ankabut, 29: 57 bah- 
wa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu maka 
hakikatnya akad nikah pun dapat berakhir dengan meninggalnya salah 
satu pasangan. Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa pernikahan meru- 


pakan akad dan transaksi. 


Illah hukum berupa akad dan transaksi ini merupakan '“illah man- 
susah yakni '“illah yang ditunjuk langsung oleh nas, sehingga wajibnya 
melakukan pencatatan pada setiap transaksi adalah berdasarkan dari dalil 
yang kuat. Illah ini pun telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun 
dari metode giyas. Disamping itu metode ini juga memiliki dasar dari al- 


Our'an yang salah satunya pada 9.S. al-Hasyr, 59: 2 “sxl ab lg ye”. 


Oiyas juga bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan 
dengan cara Mu'adh ibn Jabal menetapkan sebuah hukum apabila tidak 
ditemukan jawabannya di dalam Alguran dan Hadis Nabi. 

Selain itu secara logika, menurut mayoritas pakar usul al-figh bahwa 
adanya hukum Allah bertujuan (hikmah) untuk kemaslahatan umat ma- 
nusia dan untuk itulah disyariatkannya hukum. Apabila seorang pengkaji 
menemukan adanya suatu sifat yang menjadi “illah dalam suatu hukum 
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yang ditentukan oleh nas dan terdapat juga dalam kasus yang sedang di- 
cari hukumnya maka pengkaji tersebut dapat menyamakan hukum kasus 
yang dihadapinya dengan hukum yang ada pada nas dengan tujuan men- 


capai kemaslahatan. 


Berdasarkan hal itu, wajibnya pencatatan akan nikah yang diperoleh 
melalui giyas dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan keberla- 
kuan hukum tersebut. Selain itu, wajibnya pencatatan ini bukan diartikan 
membuat hukum yang sama sekali baru, melainkan hanya menyingkap- 
kan dan menjelaskan hukum Allah (al-kasyf wa al-izhar li al-hukm) dise- 
babkan adanya kesamaan “llah dengan “illah hukum wajibnya pencatatan 
pada semua transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu. 

Adapun hikmah dari pencatatan akad nikah adalah: ”" 

a. Adanya kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang 
kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan 
yang dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan 
kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga, 

b. Agar ketertiban masyarakat lebih terjamin dan berkaitan dengan 
hubungan kekeluargaan pun bersesuaian dengan akhlak atau etika. 
Hal ini mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara, 

c. Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina per- 
baikan sosial lebih efektif : 

d. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan 
umum lainnya lebih dapat ditegakkan dan bersesuaian dengan 
dasar negara Pancasila. 

Dengan adanya pencatatan terhadap akad nikah yang dilakukan se- 
benarnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah 
pihak, terlebih istri dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian 
tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sebaliknya, apabila akad nikah 


296 Tbid., 65-66. 
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dilakukan secara sirri maka akad tersebut tidak memiliki kepastian hu- 
kum yang tetap dan akan mendapatkan kesulitan dalam membuktikan 
bahwa pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang legal serta hal 


ini juga berdampak adanya keraguan terhadap pengakuan identitas anak. 


4. Kajian Istihsan terhadap Pencatatan Akad Nikah 


Kajian ini”' melanjutkan hasil kajian hukum pencatatan menurut 
perspektif al-giyas yang telah dibahas pada sub bahasan analogi hukum 
sebelumnya. Dalam kajian tersebut pencatatan akad nikah adalah wajib 
karena digiyaskan kepada hukum kewajiban pencatatan transaksi bisnis, 
tetapi tidak semuanya dapat disamakan karena dua akad ini adalah hal 
yang berbeda. Oleh karena itu, agar kewajiban pencatatan akad nikah te- 
tap terjaga dan kesucian akad tetap terpelihara serta kehormatan perem- 
puan pun terlindungi, diperlukan kajian melalui metode al-istihsan bi al- 
giyas al-khafi. 

Sebagaimana diketahui al-istihsan memiliki dua makna, pertama 
mendahulukan al-giyas al-khafi (samar-samar) daripada melaksanakan 
al-giyas al-jali (nyata) karena adanya dalil yang mendukung untuk mela- 
kukan al-giyas al-khafi. Kedua, memberlakukan hukum juz' daripada 
melaksanakan hukum kuli (ketentuan telah berlaku secara umum) di- 
sebabkan adanya dalil khusus yang mendukung pelaksanaan hukum hu- 
kum juz7 tersebut. Kedua makna ini disatukan menjadi “menguatkan 
suatu dalil atas dalil lain yang berlawanan dengan cara tarjih yang diakui 
oleh syarak dan tercapainya rih al-hukm”. 


Dalam tulisan ini pengertian yang digunakan adalah yang pertama 
yaitu mendahulukan al-giyas al-khafi (samar-samar) daripada melaksana- 
kan al-giyas al-jali (nyata) karena adanya dalil yang mendukung untuk 


melakukan al-giyas al-khafi. Al-Oiyas al-jali adalah al-giyas yang dike- 


2Helim, Menelusuri Pemikiran, 154-157. 
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nal dalam ilmu usil al-figh, yakni menyamakan status hukum yang tidak 
diatur dalam nas kepada status hukum suatu persoalan yang telah diatur 
dalam nas disebabkan adanya persamaan '“illah. Al-Oiyas al-khafi sendiri 
sebelum digunakan terlebih dahulu mengkaji suatu persoalan melalui al- 
giyas al-jali, tetapi karena efek dari hasil kajian al-giyas al-jali kurang 
membawa kemaslahatan, akhirnya al-giyas tersebut ditinggalkan dengan 
cara tidak seutuhnya menggunakan al-giyas demi tercapainya kemasla- 
hatan, sehingga proses ini disebut al-giyas al-khaft (menggunakan al-is- 
tihsan). 

Ditinggalkannya al-giyas al-jali terkait dengan pencatatan akad nikah 
karena dikhawatirkan timbulnya anggapan bahwa perempuan yang dini- 
kahi seorang laki-laki sama seperti barang utang piutang yang dapat di- 
perjualbelikan atau hanya diambil manfaatnya. Disebut adanya kesamaan 
dengan utang piutang, karena ketika seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan sebenarnya dapat dianggap memiliki hutang dengan istri. 
Adanya hutang itu karena halalnya seluruh tubuh istri (perempuan) un- 
tuknya, dan hutang ini dapat dibayar dengan memberikan nafkah kepada 
istri. Begitu juga berkaitan dengan adanya kesamaan dengan barang yang 
dapat diperjualbelikan. Artinya istri sama seperti barang hak milik karena 
transaksi akad yang dilakukan adalah akad pemindahan hak milik antara 
orang tua perempuan dengan laki-laki yang menikahinya. Hal lainnya 
berkaitan dengan pengambilan manfaat yang berarti bahwa istri sama 
dengan barang sewaan, sehingga ketika tidak ada lagi yang dapat diman- 
faatkan atau kurang tertariknya suami mengambil manfaat dari istrinya, 


suami pun dapat meninggalkan istrinya tanpa alasan. 


Proses yang dilakukan melalui al-giyas al-jali di atas, dipandang ti- 
dak membawa kebaikan dan justru mendatangkan kemudaratan bagi istri. 
Oleh karena itu sebuah keharusan untuk melakukan upaya lain yakni 
beralih ke hukum yang lain dengan cara menerapkan al-giyas al-khafi 
(menggunakan al-istihsan) yang memiliki pengaruh hukum yang kuat 


yakni mendatangkan kemaslahatan pada istri. Berdasarkan kajian al-is- 
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tihsan bi al-giyas al-khaft, akad nikah yang dilakukan dipandang tetap 
wajib dicatat. Wajibnya melakukan pencatatan ini karena di dalam penca- 
tatan tersebut mengandung kebaikan yang sangat besar dan banyak serta 
sekaligus menghindari kemudaratan pada istri. Istri yang dinikahi adalah 
seorang manusia sama seperti laki-laki. Ia dihalalkan karena adanya ikat- 
an batin yang suci di antara keduanya yang sepakat dan rela hidup bersa- 


ma membina rumah tangga. 


Dengan adanya ikatan atau akad dalam kehidupan berumah tangga 
inilah menyebabkan ikatan suci ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan 
uji coba atau dipermainkan bahkan hanya sebagai ikatan sementara waktu. 
Pernikahan sebenarnya melahirkan tanggung jawab yang tidak hanya 
bersifat lahiriah, tetapi termasuk juga tanggung jawab secara batiniah. 
Dengan tanggung jawab ini seorang suami memiliki hak dan kewajiban 
terhadap istri dan begitu pula istri memiliki hak dan kewajiban terhadap 


suami bahkan tanggung jawab bersama antara keduanya. 


Apabila dapat menyadari tanggung jawab masing-masing, rumah 
tangga pun dapat dipelihara dalam iklim bimbingan agama, bahkan 
keduanya dapat hidup saling melengkapi sebagaimana dalam al-Our'an, 2: 
187 yang menyatakan istri menjadi pakaian suami dan suami pun menjadi 
pakaian istri. Suami istri yang dapat menyadari makna yang terkandung 
dalam firman Allah di atas berupaya menjaga hubungan rumah tangga 
dalam suasana yang saling menghormati dan tidak hanya menerima, me- 
lainkan juga memberi. Apabila hal ini dapat dilakukan, tercapailah harap- 
an Allah sebagaimana dalam al-Gur'an, 30: 21 bahwa dengan berumah 
tangga dapat membentuk hubungan suami istri yang harmonis, al-sakinah, 


al-mawaddah dan al-rahmah. 


Tanggung jawab itu akan menjadi lebih besar, jika dalam pernikahan 
ini melahirkan anak. Orang tua menjadi pendidik utama dan pertama ter- 
hadap anak dan pengaruh orang tua sangat mendasar dalam perkem- 
bangan kepribadian anak. Disebut sebagai pendidik pertama, karena 


orang tua adalah orang yang pertama melakukan kontak dengan anaknya. 
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Dengan banyaknya tanggung jawab dalam berumah tangga maka pe- 
laksanaan akad nikah mesti diawali secara benar yakni sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku baik dalam ketentuan agama atau pun ketentuan 
yang dihasilkan dari ijtihad para ulama, juga hasil kajian terbaru yang 
dilakukan para pengkaji hukum Islam. Di samping dilakukan dengan be- 
nar, akad nikah juga harus dilakukan secara serius yang salah satunya 
adalah mengadakan akad nikah dengan calon istrinya secara tercatat di 


hadapan petugas yang berwenang. 


Kebaikan yang diperoleh dengan pencatatan akad nikah ini, suami 
istri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di 
mata hukum Islam maupun negara, karena statusnya sebagai suami istri 
terdaftar dalam dokumen negara. Keduanya pun berhak mendapatkan 
perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas seperti pem- 
buatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran 
anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan sua- 
ra atau dipilih pada pemilihan umum. Dengan terdaftarnya dalam doku- 
men negara kepentingan-kepentingan suami istri dalam menjalani kehi- 


dupan berumah tangga pun dapat dilindungi. 
Suami juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat 


merugikan istri baik secara fisik maupun psikis, bahkan istri pun berhak 
menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar 
perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ataupun ta'lig talag yang di- 
ucapkan ketika akad nikah dilangsungkan. Selain itu hak-hak suami istri 
juga dapat dilindungi secara sah di mata hukum. Misalnya dalam kewa- 
risan, ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan 
yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka dengan terdokumentasi- 
kannya hubungan tersebut, istri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli 
waris yang sah dan anak-anaknya pun berhak mendapatkan harta waris 
ini. Ketika yang meninggal dunia adalah istri dan meninggalkan harta 


warisan, suami pun dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari pe- 
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rempuan yang meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapatkan 


harta waris. 


Berdasarkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dapat direalisasikan 
apabila akad nikah dicatat secara resmi maka dalam perspektif al-istihsan 
bi al-giyas al-khafi, pencatatan akad nikah wajib dilakukan. Wajibnya 
pencatatan akad nikah ini menyebabkan timbulnya konsekuensi hukum 
bahwa apabila suatu akad nikah diselenggarakan tanpa melakukan penca- 
tatan di hadapan pejabat yang berwenang maka akad nikah itu tidak dapat 
dilangsungkan bahkan apabila diabaikan, akad nikah yang dilakukan pun 
dapat dipandang sebagai akad yang tidak sah. 


5. Pencatatan Akad Nikah dalam Usul al-Khamsah 


Pencatatan akad nikah termasuk memelihara maksud-maksud syarak 
karena dipandang dapat memelihara keturunan, akal, jiwa dan kehor- 


298 


matan, agama serta harta (usiil al-khamsah).” Argumentasi pemeliha- 


raan maksud-maksud syarak tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 


1. Pemeliharaan Keturunan 


Pemeliharaan keturunan yang dimaksudkan di sini adalah 
upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada 
keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. 
Pencatatan akad nikah dipandang dapat melindungi dan meme- 
lihara kemaslahatan keturunan karena dengan tercatatnya akad 
nikah, anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan asal 


usul yang dapat dibuktikan secara hukum. 

Anak pun dapat dengan lantang mengatakan bahwa ia adalah 
anak dari ayahnya yang dapat diurut secara genealogis sampai 
nenek moyangnya. Hak-haknya sebagai anak dapat dilindungi 
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dan orang tuanya pun terikat dengan aturan-aturan tentang tang- 


gung jawabnya sebagai orang tua. 


Pemeliharaan Jiwa dan Kehormatan 

Pada prinsipnya bahwa pemeliharaan jiwa dan kehormatan 
adalah berkaitan dengan menjaga dan melindungi martabat 
kemanusiaan, kehormatan dan menjaga serta melindungi hak-hak 
asasi manusia. Pencatatan akad nikah dapat melindungi dan me- 
melihara kemaslahatan jiwa dan kehormatan. Disebut demikian 
karena tanpa adanya pencatatan, kondisi psikologis istri dan 
terlebih anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi tidak 
nyaman dan tidak tenang. Ketika anak memasuki usia sekolah, 
setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar 
yang salah satunya adalah akte kelahiran anak. Syarat untuk 
membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang 
memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan 


akad nikah mencatatkan pernikahannya. 


Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak 
dapat diberikan. Alasannya karena tidak ada bukti hukum yang 
diakui negara untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut 
adalah anak sah dari pasangan suami istri, sehingga proses pem- 
buatan akte kelahiran pun tidak dapat dilakukan. Hal ini meru- 
pakan salah satu persoalan yang dapat mengganggu kondisi 
psikologi anak, setidaknya akan timbul anggapan yang cenderung 
negatif terhadap asal usul anak itu. Hal yang sama juga akan ter- 
jadi pada istri yang sejak awal tidak menyadari pentingnya pen- 
catatan akad nikah. Dengan tidak dapatnya ia membuktikan 
bahwa anak yang dilahirkannya adalah dari pernikahan yang sah 
dan sebagai anak yang sah, maka hal ini juga hampir dapat dipas- 
tikan mengganggu kondisi psikologis istri. Setidaknya, timbulnya 


kekhawatiran istri bahwa pada suatu saat ia akan dibenci anaknya 
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sendiri, karena anak tersebut adalah hasil dari akad nikah tidak 


tercatat. 


3. Pemeliharaan Akal 


Pencatatan akad nikah dapat melindungi dan memelihara 
kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena tanpa adanya pen- 
catatan akad nikah, dampak atau akibatnya timbul rasa tidak nya- 
man bahkan hilangnya rasa percaya diri anak disebabkan orang 
tuanya tidak memiliki buku nikah. Akhirnya anak pun tidak dapat 
berpikir dengan baik. Dengan kondisi psikologis yang tidak nya- 
man karena merasa keberadaannya sebagai aib (tidak dapat mem- 
buktikan identitasnya) sehingga dalam pergaulan pun dapat ber- 
akibat hilangnya rasa percaya diri. 


Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat pun akhirnya 
mulai menghindari pergaulan dan lebih memilih untuk mengu- 
rung diri di rumah. Kondisi psikologis seperti ini, sangat berpe- 
ngaruh pada akal yang akhirnya membuat anak tidak dapat ber- 
pikir dengan baik dan tidak dapat mengembangkan alam pikiran- 
nya dengan maksimal. Istri dari akad nikah tidak tercatat pun di- 
pastikan melihat keadaan anaknya seperti yang digambarkan me- 
rasa dosanya semakin bertambah yang akhirnya juga tidak dapat 


menggunakan akal pikirannya dengan baik. 


4. Pemeliharaan Agama 

Pencatatan akad nikah dipandang dapat melindungi dan me- 
melihara kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan 
terhadap akad nikah yang dilakukan, ajaran agama cenderung 
dipraktikkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambar- 
kan apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hada- 
pan petugas yang berwenang, maka akad nikah seperti ini cende- 
rung tidak dapat dikontrol. Akhirnya persoalan ini pun dapat 


membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah 
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kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapat- 
kan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses 
persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kem- 
bali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri mele- 
bihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga 
ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan. Berbe- 
da halnya apabila pencatatan akad nikah dilakukan di setiap pa- 
sangan yang melangsungkan akad nikah, tentu seseorang tidak 
dengan mudah mempermainkan pernikahannya yang sebenarnya 


pernikahan tersebut adalah suci yang merupakan sunnah nabi. 


5. Pemeliharaan Harta 


Begitu juga pencatatan akad nikah dapat melindungi dan 
memelihara kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan 
jelasnya identitas, pernikahan dapat dibuktikan melalui buku 
nikah, identitas anak yang dilahirkan juga jelas sehingga ketika 
orang tuanya meninggal, anak tidak mendapatkan kesulitan untuk 
mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Fakta menunjukkan 
tidak sedikit di antara masyarakat Islam mendapatkan masalah 
ketika ingin mendapatkan harta warisan, karena tidak adanya 


pencatatan ketika melakukan akad nikah. 


Hal lainnya dapat disebabkan dari seorang suami yang meni- 
kah lagi tetapi akad nikah yang dilakukan tidak tercatat. Ketika 
suami tersebut meninggal dunia, istri muda pun menyatakan bah- 
wa ia juga istri yang sah seperti istri pertama. Namun karena ti- 
dak adanya pencatatan terhadap pernikahannya, akad nikah ini 
akhirnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga ia dan 
anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris. 


6. Kategori Kemaslahatan Pencatatan Akad Nikah 


Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pencatatan akad nikah 


termasuk memelihara maksud-maksud syarak karena dipandang dapat 
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memelihara keturunan, akal, jiwa dan kehormatan, agama serta harta 
(usil al-khamsah). Oleh karena itu kemaslahatan pencatatan akad nikah 
pun masuk dalam kategori kemaslahatan dariirtyah. Berdasarkan per- 
spektif ini, pencatatan akad nikah pun menjadi wajib dilakukan dan apa- 
bila diabaikan maka akad nikah yang dilakukan pun dapat dipandang se- 
bagai akad nikah yang tidak sah. 


7. Status Hukum Pencatatan Akad Nikah” 
Berdasarkan banyaknya kebaikan dan kemaslahatan akad nikah ter- 


catat secara resmi, serta dampak buruk jika dilakukan tanpa melalui pro- 
ses pencatatan, maka pencatatan akad nikah patut dipertimbangkan seba- 
gai salah satu penentu sah tidaknya akad nikah. Oleh karena itu pencatat- 
an ini pun layak menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah. Akad nikah 
baru dapat dilakukan jika menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) untuk mencatat akad 
yang dilakukan. Apabila mengabaikan pencatatan ini atau melanggar dari 


ketentuan pencatatan, akad nikah tidak dapat dilaksanakan. 


Pencatatan akad nikah sebagai salah satu syarat sah akad nikah me- 
rupakan hal yang sangat relevan dengan kondisi sekarang. Pernikahan ini 
memiliki legalitas hukum, dapat dibuktikan dan berhak mendapatkan per- 
lindungan hukum. Selain itu pencatatan akad nikah relevan dengan ke- 
hendak magasid al-shart'ah yang sesuai pula dengan kehendak Allah, 
sehingga pencatatan akad nikah merupakan suatu kebutuhan yang tidak 
dapat diabaikan. 


Alternatif lainnya, pencatatan akad nikah tidak hanya dapat menjadi 
syarat sah akad nikah tetapi juga dapat dijadikan sebagai rukun akad 
nikah. Dalam hal ini pencatatan akad nikah dapat menjadi bagian dari 


rukun saksi yang disebut saksi administratif. Saksi administratif ini ber- 
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bentuk buku nikah dan ia merupakan pengembangan dari saksi personal. 
Artinya di samping dihadiri pula oleh dua orang saksi yang telah meme- 
nuhi persyaratan, saksi administratif juga dipersiapkan di saat melang- 
sungkan akad nikah. Tujuan diadakannya saksi administratif adalah agar 
dapat menjadi saksi di setiap saat dan dapat dihadirkan di setiap waktu 
sesuai dengan kebutuhan, bahkan dapat dibawa kemanapun serta menjadi 
bukti ketika saksi personal sudah tidak memungkinkan lagi memberikan 
kesaksian. Apabila saksi administratif ini dapat diterima sebagai bagian 
dari rukun saksi maka konsekuensinya jika ditinggalkan atau tertinggal, 
akad nikah yang dilakukan pun tidak sah. 


Berdasarkan gambaran yang dikemukakan ada dua opsi yang dita- 
warkan pada pencatatan akad nikah yaitu sebagai syarat sahnya akad ni- 
kah atau sebagai bagian dari rukun saksi yaitu sebagai saksi administratif. 
Pencatatan akad nikah tampaknya layak untuk ditempatkan di bagian 
mana pun di antara dua opsi dan layak pula menjadi bagian hukum Islam 
(fikih) yang kedudukannya sama dengan syarat-syarat atau rukun-rukun 
akad nikah yang menjadi hukum Islam (fikih) pula sejak dahulu. Dalam 
hal ini setidaknya pencatatan akad nikah dapat menjadi hukum Islam 
yang sesuai dengan kondisi umat muslim Indonesia sehingga pencatatan 
akad ini pun disebut juga sebagai fikih Indonesia yang diharapkan dapat 


menjadi rujukan (mazhab) masyarakat Islam Indonesia. @ 
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BAB 6 


PENUTUP 


Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
magasid al-shart'ah adalah “makna-makna dan hikmah-hikmah yang 
menjadi tujuan shari' di setiap hukum yang ditetapkan-Nya” atau “tujuan 
dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan shari”. Magasid al-shart'ah 
juga diartikan “makna-makna, tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang di- 
perhatikan oleh shari' dalam penetapan hukum atau rahasia-rahasia yang 


melatarbelakangi terbentuknya hukum-hukum itu”. 


Magasid al-shari ah sebenarnya telah ada pada masa Rasulullah pun 
sudah ada walaupun dalam bentuk embrio. Ilmu ini semakin tampak 
ketika berada di tangan al-Imam al-Shatibi (w. 790 H). Dalam kitab al- 
Muwafagat ia membahas magasid al-shari'ah secara rinci dan dalam bab 
tersendiri baik terkait dengan pendapat-pendapat ulama sebelumnya atau 
pun hasil dari pemahamannya sendiri terhadap magasid al-shart'ah. 
Magasid al-shari'ah mengalami kevakuman sampai akhirnya muncul Ibn 
“Ashur yang menguatkan kedudukan magasid al-shari'ah dan berupaya 
menjadikannya sebagai ilmu yang mandiri atau melepaskan diri dari usil 
al-figh karena persoalan-persoalan kekinian lebih relevan dikaji dengan 


magasid al-shari ah. 
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Magasid al-shari'ah terbagi kepada dua macam yaitu magasid al- 
Shari' dan magasid al-mukallaf. Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya 
terhadap hukum maka magasid al-shari'ah terbagi kepada tiga yaitu ke- 
butuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniyah. 
Dilihat dari cakupan bahwa magasid al-shari ah terbagi kepada tiga yaitu 
magasid al- '“ammah, magasid al-khassah dan magasid al-juz iyah. Dili- 
hat dari kekuatannya, magasid al-shart'ah terbagi kepada tiga yaitu al- 
magasid al-gat iyah, al-magasid al-zanniyah dan al-magasid al-wah- 
miyah. 

Apapun pembagian magasid al-shari'ah, yang jelas ada lima hal 
pokok yang disebut lima unsur atau disebut usul al-khamsah yang mesti 
dipelihara. Kelima unsur (usul al-khamsah) pokok itu adalah setiap tin- 
dakan yang dilakukan mesti dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, 


keturunan dan harta. 


Karena pentingya magasid al-shari'ah maka ada beberapa cara yang 
digunakan untuk mengetahui magasid al-shari'ah. Cara-cara tersebut 
adalah dilakukan dengan istigra”, menggali motif (“illah) pada suatu pe- 
rintah atau larangan. Menggali motif ini dirinci lagi dapat dilkaukan 
dengan cara al-ijma', menggunakan nas al-Our'an atau Hadis untuk men- 
cari “illah baik yang mansisah apapun yang mustanbatah (diteliti dan 
digali), melalui al-ima@?, al-munasabah, al-sibru wa al-tagsim, tahgig al- 
manat, al-shibh, al-dawran dan al-tard. Cara lainnya untuk mengetahui 
magasid al-shari'ah adalah dengan cara mempelajari perintah dan 
larangan yang al-Ibtida'1 dan al-Tasrihi, mempelajari keinginan (iradah) 
hukum itu sendiri, mengkaji lafal-lafal bermakna kemaslahatan dan ke- 


mudaratan. 


Jelasnya dengan mempelajari magasid al-shari'ah manfaat yang 
diperoleh sangat banyak. Ia dapat menjadi lampu dalam memahami hu- 
kum-hukum syarak dan dapat menafsirkan nas dengan tepat dan benar. 
Magasid al-shari'ah dapat membantu para ahli baik mujtahid, hakim, 
ulama (fagih) untuk melakukan tarjih (mencari yang terkuat) ketika terja- 
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dinya kontradiksi antar dalil-dalil baik yang juz tyah (parsial) atau ku- 
liyah (keseluruhan) dalam kehidupan masyarakat. Dengan tarjih atau 
bahkan akhirnya kontradiksi itu dikompromikan (al-tawfig), yang jelas 
melalui magasid al-shari'ah dapat menetapkan hukum yang sesuai de- 


ngan kondisi masyarakat. 


Dalam usil al-figh kedudukan magasid al-shari'ah merupakan ba- 
gian dari ilmu usul al-figh. Namun persoalannya ia rupanya hanya seba- 
gai pendukung kajian dari metode-metode usil al-figh untuk mengkaji 


hikmah hukum sebagai keberlanjutan logika “illah hukum. 


Mendapat perlakuan yang terus menerus seperti itu membuat ma- 
gasid al-shart'ah bereaksi dan ingin memisahkan diri dari usul al-figh. 
Alasan magasid al-shari ah ini karena magasid al-shari ah kurang dibe- 
rikan peranan oleh usul al-figh yang berakibat peran magasid al-shari 'ah 
kurang dapat dipahami dengan baik, sementara ia sangat berpotensi untuk 
lebih berkreativitas secara sejati dan mandiri untuk mencapai kemasla- 
hatan universal. Di sisi lain, usiil al-figh juga sebagai alat dan hasil ijtihad 
yang dapat berubah dan diubah. Apalagi dengan tekstualitas usil al-figh 
yang terlihat terlampau terikat dengan kaidah kebahasaan, terpola dalam 
berpikir gat '1 dan zanni, maka membuat magasid al-shari ah lebih termo- 
tivasi untuk independensi diri dengan kepercayaan penuh sebagai metode 
progresif. 

Dengan mempertimbangkan tentang hubungan magasid al-shari 'ah 
dengan metode usul al-figh yang saling bersinergi dengan prinsip ke- 
maslahatan dan mengingat pula kehadiran magasid al-shari'ah di setiap 
penetapan hukum Islam juga adanya saling ketergantungan antara kajian 
kebahasaan dan magasid al-shari 'ah, maka dipandang penting menjadi- 
kan magasid al-shari'ah sebagai metode dalam penetapan hukum Islam. 
Langkah-langkah yang dilakukan adalah diawali dari penelusuran penda- 
pat ulama (metode gawli), kemudian melakukan riset induktif terhadap 
nas, melakukan penggalian 'illah dan hikmah hukum, membuat kaidah- 
kaidah usul al-figh bersinergi, memperluas cakupan usil al-khamsah 
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disertai pula dengan kajian metode al-ma 'nawiyah. Selanjutnya menen- 
tukan kemaslahatan yang paling kuat untuk dikategorikan sebagai kemas- 
lahatan al-darurtyah. Kajian pun ditutup dengan gawa'id al-fighiyah 


yang diakhiri dengan pernyataan status hukum suatu persoalan. @ 
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Sebuah kekeliruan yang cukup mendasar jika magasid al-shari'ah 
dipahami hanya sebagai bagian dari kajian agama terlebih lagi 
hanya sebagai bagian dari kajian hukum Islam. Magasid al- 
shari ah lebih dari itu. Di samping berkedudukan dan berfungsi 
sebagai bagian dari filsafat hukum Islam, secara operasional ia juga 
merupakan metode penetapan hukum Islam, bahkan di beberapa 
kajian magasid al-shart'ah digunakan sebagai salah satu alat 
analisis dalam penelitian yang digunakan untuk menyorot suatu 
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Oleh karena itu, dengan memperhatikan cakupan penggunaan 
magasid al-shari ah yang dapat merambah ke berbagai bidang ilmu 
ini maka penting sekali magasid al-shart'ah dikaji dan dipahami. 
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dalam menetapkan status hukum suatu persoalan dalam hukum 
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magasid al-shari ah itu sendiri dan termasuk juga hubungannya 
dengan usul al-figh serta posisinya dalam usul al-figh kiranya 
jawaban terhadap permasalahan ini dapat ditemukan 
dalam buku ini. 
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